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KATA PENGANTAR

D, Ir. Moharmad Hasan, Dipl. HE,

Pembina Lokalaras Indonesia Institute

ebagai penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, apalagi

di kota-kota besar di Indonesia, semakin hari rasanya
semakin alrab dengan berbagai permasalahan sebagai buah
dari kesemrawutan kota yang juga mulai banyak diekspos
di berbagai media. Kemacetan di ruas jalan pr‘u.tc:kol
sampai jalan 'tikus’, permukiman kumuh yang i'I'I'Er"Ija.ml_.;ll',
penggusuran bangunan, penertiban lapak dagangan, kenflil

lahan berujung pertumpahan darah, dan fainnya.

Di sisi lain, kota-keta juga mulai berbenah. Kepala daerah
menuai banyak pujian karena mendandani ict::tan?-'a.Tamanu
taman dipercantik, permukiman kumuh direlokasi ke rum:_uh
susun, sungai dikeruk, wifi diseiijakan di . ruang publil,
transportasi publik dipernyaman, dan sebagainya. Penduﬁuk
bersemangat dengan tidak hanya bersorak gembira,
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tetapi juga turut berkontribusi dalam mengampanyeka
n

jargon-jargon kenyamanan kota lewat berbagai komunita
nonprofit. :

Tata ruang mulai disebut-sebut dalam pemberitaan. Sebagian
mengkambinghitamkan rencana tata ruang, sebagian tidak
tahu apa rencana tata ruang, sebagiannya lagi tidak peduliada
atau tidalk rencana tata ruang.Yang jelas, ada ketidakpuasan
atas kota yang saat ini ditinggali. Belum banyak orang yang
menyadari kalau tata ruang sebetulnya mencalupi topik-
topik permasalahan kota yang dikeluhkan setiap hari, hanya
dengan bahasa lain yang kurang populer.

Tata ruang bisa jadi solusi komprehensif jika diselenggarakan
cecara bail. Rencana tata ruang bisa jadi obat penawar
racun-racun kota jika dilaksanakan secara benar. Munghin
tidak instan, mungkin perlu lima-sepuluh-dua puluh tahun ke
depan untuk merasakan manfaatnya. Munglin saat program
pelebaran/pengalihan arus jafan pada ruas jalan utama yang
selalu membuat macet sudah selesai afau mungkin pada
saat program pembersihan kali yang selalu menggangs!
pemandangan dan menyebabkan banjir sudah selesai.

Sebagal warga kota yang baik, tentu tidak ada salahnya untuk
sedikit lebih perhatian terhadap apa yang berkembang di
cokitar Akan ada pembangunan apa? Akan merugikan atad
tidak? Mengapa banyak bangunan disegel! Apa PE“}’Ebab

macet yang bertambah parah! Sebailcnya bagaimana? Dan
g solusi-

jutaan pertanyaan kritis lainnya juga jarang berujun

solusi brilian. Pemerintah, masyarakat, swasta, urban
lembaga legislatif, dan berbagai pemanghku tcepentlngm"

Wenata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

lainnya punya peran signifikan yang diemban serta hak dan
kewajiban yang melelat pada dirinya terhadap penataan
FUANg.

Penataan ruang berpengaruh penting terhadap berjalan dan
berkembangnya suatu kota. Tanpa akses jalan yang layale,
kegiatan ekspor impor tidak akan menjadi mudah. Tanpa
memproyeksikan demografi, ketersediaan lahan untuk
tempat tinggal akan samalin langka. Rencana tata ruang hadir
sebagai pedoman agar suatu kota dapat menjadi lebih layal,
ramah, dan nyaman untuk tinggal dan bermatapencaharian.

Kata Pengantar

W
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Harapan kami, sedilt pengetahuan mengenai rencana tata
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diimplementasilcan dengan benar oleh masyarakat luas dari
lingkup wilayah yang paling kecil. Sernoga dengan hadirny2
buku ini dapat menginspirasi masyaralat mengenal ilmu

viii  Menata Kota melalul Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

tu
perencanaan wilayah dan kota, serta mampu memban

mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih If:ailf. Iagli,
Serta mampu membuka seluas-luasnya diskusi kritis terkait

dengan penataan ruang.

Jakarta, Desember 20 |4

Tim Penulis

Uapan Terima Kasih
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INTRODUKSI:

Penataan Ruang,
Sebuah Urgensi

ata tata ruang dalam beberapa tahun terakhir menjadi
Kser'rng didengar berkaitan dengan dinamika londisi
perkembangan kota danfatau wilayah di Indonesia. Semakin
komplelksnya keterkaitan antarkegiatan dengan penggunaan
lahan dalam dekade terakhir ini ternyata menimbulkan
benturan-benturan tidak hanya pada tingkatan resmi
pemerintahan saja, akan tetapi juga pada tingkat masyarakat.

Pertengahan 2014, dunia selebriti  ramai dengan
pemberitaan mengenal seorang ustadz ternama di Jakarta
yang merasa ditipu karena sebidang lahan yang dibeli oleh
ustadz tersebut dua tahun sebelumnya ternyata tidak dapat
dimanfaatlan untuk dibangun sesuai dengan harapannya
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karena |ahannya termasuk dalam kawa#n yang diter.apkar{,
Yo fungsi hijau. Pada kasus lain, Penulis pernah menemui
j::ing yang menyatakan keberatan dan protesn:,r;z
kepada pemerintah karena yang bersangkutan menguis:r:
|ahan yang sangat luas di pinggiran Kota 5ur_akarta1 al
tetapl tidak bebas dalam menempatkan fungsi-fungsi yang
akan dibangun/dikembangkan di atasnya.

Adanya dua contoh di atas memperlihatkan bahw_a
penataan ruang yang sudah cukup lama berjalan di Enfﬂlanema.
ternyata delik-delik yang diaturnya masih belum d1pah:.n_1|
oleh masyarakat secara meluas, bahkan pengalaman Penulis
herdiskusi dengan pihak aparatur pemerintah (pusat dan
daerah) menunjukkan bahwa masih terdapat aparatr
pemerintah yang baru sekadar mengetahui terminolog fatra
ruang akan tetapi pemahaman terkait dengan esensirya
merupakan hal berbeda.

Berkaitan dengan tata ruang, maka satu hal yans
perlu dipahami adalah tata ruang pada dasarnya tidak
(terlalu) mengatur tentang kepemilikan ruang (lebil
mudah dikatakan atau dikenal dengan ungkapan sehari-
hari sebagai lahan), akan tetapi tata ruang lebih mengatu”
pada penggunaan ruang tersebit; baik pada permukaan; d
bawah, maupun di atasnya, Hal ini dapat diandaikan dengan
kepemifikan kendaraan, dimana seseorang dimungkinkan
untuk memiliki maobil atay sepeda motor bahkan pesawar
terbang sebanyal dan semampuy orang tersebur, akan tetap
ketila kendaraan bermotor tersebyt dipergunakan, mak?
akan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur pEﬂEEu“a'm
kendaraan bermotor itu, seperti di jalur apa bisa dikendarah

Menata Kota melalui Rengang Détail Tata Ruang (ROTR)

di mana lokasi berhenti dan parkir, kemudian adanya
rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi serta adanya
pengenaan sanksi apabila melakulan pelanggaran terhadap
pemanfaatan kendaraan bermotor tersebut.

Lalu ada pertanyaan, mengapa pemanfaatan ruang
harus diatur? [awaban termudah dari pertanyaan ini adalah
karena adanya hak pemanfaatan ruang dari seseorang alkan
dapat mengsanggu hak dari orang lain bahkan hak dari
komunitas yang lebih besar, Contoh dari hal ini antara lain:

|. pembangunan peternakan kambing skala besar
di kawasan permukiman padat vang akan dapat
mengganggu aroma/bau pada penghuni di sekitar
peternakan tersebut;

2. pemanfaatan bantaran  sungai  untuk  keperluan
permukiman yang menyebabkan ruang penampungan
dan penyerapan air sungai berkurang sehingga ketika

kondisi debit tinggi menyebabkan aliran airnya menjadi
meluap;

pembangunan pusat perbelanjaan pada kawasan dengan
kondisi akses jalan yang terbatas (lebarnya sangat kecil)
sehingga menimbulkan kongesti terhadap pengzuma
jalan baile dari/menuju maupun yang melintasi kawasan
terscbut.

Adanya potensi konflilk dari pemanfaatan ruang tersebut
kemudian dicoba dihindari dengan adanya tata ruang yang
prosesnya disebur juga dengan penataan ruang,

Penataan ruang di Indonesia dalam aspek legalitasnya
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan UU ini,

INTRODUKS!: Penataan Ruang, Sebuah Urgensi
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taan ruang di Indonesia dalam skala
Eﬁ:ﬁ.ﬁ Egzpatenfkota adalah RDTR'. Femb?hasa:.
lengkap mengenai perkembangan penatraan r*:llazg, h:aar::a r:
dari perataan TUang, dan muat:a_tfl dari produ prel =
ruang (termasuk RDTR) akan dijelaskan pada Ba ari

bulku ini.
RDTR sendiri pada dasarnya adalah upaya untuk mengafmf
agar optimalisasi permanfaatan ru:?ng ldapat terjadi.
Mengapa harus RDTR! RDTR menjadi keniscayaan llcarena
merupakan produk tata ruang dengan skala terkecil yang
diwajibkan memiliki dasar huleum berupa Peraturan Daerah
(Perda) untul dapat digunakan sebagai acuan pgnat'jlaﬂ‘
ruang. Memang masih terdapat rencana lain yang lebih rinci
dibandingkan RDTR, seperti Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL), akan tetapi RDTR memiliki kekhususan
tersendiri, yaitu sebagal pendetailan dalam pemanfaatan
ruang untuk skala kota danfatau kawasan perkotaan serta
merupakan hasil kesepakatan masyarakat dan pemerintah
yang ditetapkan menjadi suatu produk hukum. RDTR juga
menjadi lebih penting dikarenakan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) kabupaten danfatau kota yang merupakan
amanat dari UU Penataan Ruang (UUPR) belum dapat
dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian perizinan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan rual'{g
dikarenakan RTRVY lebih berfokuis sebagai arahan strategl®
dalam pembentuk strukeur sistem-sistemn jaringan prasarana
Serta penetapan kawasan yang berfungsi lindung pada

L

b Pasal |4 agat (3) UL No, 26 Tahun 2007 tentang Penataan RUANE

6 Menaia Kota melalui Rencana Detafl Tata Ruang (RDTR)

kotafkabupaten, sedangkan penetapan kawasan budi daya

hanya merupakan pedoman dalam skala makro yang perlu
dijabarlan secara |ebih rinci.

Secara aspek legal formal, RDTR ditetaplan sebagaj bentuk
perencanaan untuk lingkup kabupaten danfatau kota secara
nasional pada tahun 20027 akan tetapi dalam keberjalannya
ternyata RDTR yang disusun dengan sumber daya yang
tidak sedikic (baik manusia, pendanaan, maupun walktu)
ternyata tidak seluruhnya memiliki kebermanfaatan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
bahkan tidal jarang RDTR yang sudah disusun kemudian

hanya menjadi pengisi lemari dari dinas terlait tata ruang

di kota danfatau kabupaten. Fungsi dari RDTR ini tereduksi

dari sekadar ada atau tidak ada, bukan dari bermanfaat atau

tidak bermanfaat. Atas dasar hal ini, kemudian pada tahun

201 12 dilakukan perubahan aspek legal formal dari RDTR

serta ditambahkan muatan yang dikenal dengan peraturan
zonasi untuk meningkatkan kebermanfaatan dari RDTR

Keberadaan RDTR diharapkan akan dapat menjawab

isu-isu pernanfaatan ruang yang terjadi (terutama) di kotal
kawasan perkotaan. |su-isu apa saja yang terkait dengan

2 Keprnen Permulkiman dan Prasarana Wilayah Mo 327KPTSM/2002
tencang Penetapan Engm Pedoman Bidang Penacaan Ruang

1 Permnen Pelerjaan Umum Me, 200PRT!MIZD T tenang Pedoman Penyusu-
nars Rencana Detall Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

4 Pemberiakuan ini bersifat nasional uncuk seluruh daerab di Indonesia,
sementara sebelum thun 2010 baru beberapa dacrah yang telah mengini-
siasi pemnbertakuan peraturan zenasi antara lain Provinsi DK Jakarm
dengan Rencana Taca Ruang Wilayah Rinci (RTRW/C), 2005
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pemanfaatan ruang nantinya alan dibahas pada Bab 3 darj
buku ini, alcan tetapi dasar utama dari permasalahan tersebut
adalah adanya kensentrasi penduduk pada suatu lokasi
yang berdampak akan adanya peningkatan kebutuhandlahan
untul ruang hidup danfatau ruang usaha, serta bagaimana
perencanaan tata ruang dapat memberikan ruang yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku
kepentingan. Adanya konsentrasi pendudulk pada suatu
kawasan tentunya berakibat pada diperlukannya perangkat-
perangkat yang dapat melindungi hak anggota masyaralkat
terhadap pelaksanaan hak anggota masyarakat lainnya.
RDTR menjadi penting untuk dasar pembangunan kota dan/
atau kawasan perkotaan di Indonesia dikarenakan tingginya
tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia.
Diperkirakan pada tahun 2025, 68% dari seluruh penduduk
Indonesia merupakan penduduk perkotaan, bahkan pada
beberapa provinsi yaitu DKl Jakart, DI Yogyakarta, Jawd

Barat, dan Banten jumlah pendyuduk perkotaan diperkirakan
lebih dari BO%:,

lenis rencana yang setara dengan RDTR sendiri
sebenarnya sudah dilaksanakan oleh beberapa kota di
Indonesia sejak dekade 1970-an, akan tetapi dengan
berjalannya waktu Fencana-rencana tersebut ternyat2
belum secara optimal dapat memberikan daya guna dalarm
Pengendalian  pemanfaatan fuang. Kegagalan terutama
disebabkan larens Fefcana-rencama yang dibuat bart

e

5 Provkal P
roveksl F'enduduk Il'ldbl'll!-iiil. 203&-1'&15, BFS-B‘.{F PQHES-U MFF'ﬁ.r E.'DDS

Menata Kota melaly; Fencana Detaif Taty Ruang (ROTR)

menata amplop bangunan®, akan tetapi tidak mengatur
kegiatan-kegiatan yang berada di dalam bangunan-bangunan
tersebut, sementara kegiatan pemanfaatan ruang ternyata
juga sangat berpengaruh dalam perubahan pola ruang pada
suatu kawasan. Adanya perubahan kegiatan yang kemudian
juga mengubah pola ruang tersebut sering tidak disertal
dengan adanya peningkatan infrastruktur pendukung
sehingga menimbulkan terjadinya dampak-dampalk ikutan
yang tidak diperkirakan sebelumnya. Contoh dari hal ini
misalnya Jalan Kemang di Jakarta Selatan, dimana awalnya
merupakan kawasan permukiman, tetapi kemudian satu
per satu bangunan berubah menjadi kegiatan komersial,
sementara perubahan rersebut tidak didukung dengan
peningkatan akses jalan yang menyebablan adanya kongesti
padajalan tersebut dikarenakan adanya tarikan dan dorongan
kegiatan dari dan menuju lawasan yang meningkat disertai
juga dengan tingginya pergerakan yang turut melintasi
kawasan, RDTR juga tidak berhasil dalam mengendalilean
ini dikarenakan aturan-aturan yang ada ternyata kemudian
dapat dianulir sendiri oleh pemerintah (baca:kepala daerah)
untuk melegalkan adanya perubahan tersebut.

Berkembangnya isu-isu  global terkait dengan
pengembangan Green City (kota berwawasan lingkungan
yang berkelanjutan), Resilient City (kota yang rendah risiko
bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun
bencana sosial), Smart City (kota yang kuat sumber daya

& Batas maksimum ruzang yang diizinkan untuk dibangun pada suaty tapak
atau persil, dibatas| sleh garis sempadan bangunan muka, zamping, be-
lakang, dan bulaan langic hetp:ipustaba.pu. poid/inewistilah-bidang-derail.
aspdid=|6%L
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manusia, sumber daya sosial, dan dukungan infrastrukeur
teknologi informasinya) sert2 juga Livable City (kota yang
nyaman dihuni) pada dasarnya dapat dicapal melalui
peryusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari RDTR yang
baik dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan lota dan/
»tau kawasan perkotaan ftu sendiri. Penjabaran isu-isu global
dalam keterlaitannya dengan RDTR dan pengembangan
kotallawasan perkotaan JUga menjadi muatan yang disajikan
pada Bab 3 dari buku ini.

Apakah RDTR yang disusun selarang  dapat
menghindari kesalahan sebagaimana yang terjadi pada
rencanarencana  rinci  sebelumnya? Ini  merupakan
pertanyaan mendasar berkaitan dengan penetapan RDTR
pada beberapa kotalkabupaten berdasarkan arahan Uu Ne.
26 Tahun 2007, RDTR dengan muatan peraturan zonasi saat
ini telah dimiliki oleh DKI Jakarta. Kemudian diikuti oleh
Kota Medan, Kota Tangerang, dan beberapa kota/kabupaten
lainnya. Kebermanfaatan serta keberjalanan dari Perda
RDTR ini bukan hanya pada pihak pemerintah daerah saja,
akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari seluruh
warga negara. Bagaimana warga negara dapat berpartisipasi

dalam pelaksanaan RDTR merupalan tema utama pada Bab
4 dari buku ini,

E.u'ku ini adalah upaya dari penulis untulk mermberikan
lgnn:uharan secara mudah mengenai ROTR kepada seluruh
Egls? masyarakat. Diharaplkan buku ini dapat menjelaskan

pada pembaca mengenai hal dan kewajiban apa yang

dimiliki oleh
pembaca dal
dimilikinya, am memanfaatkan lahan yang

Ienata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

MENGENAL

RDTR & PZ




MENGENAL RDTR & PZ

B, Awal Mula Perencanaan

Perencanaan ruang ternyata telah dikenal sejak lama di
dunia, bahkan sejak zaman prasejarah, namun tentunya
tidak begitu kompleks seperti yang dikenal saat ini. Kisah
perencanaan ruang memulai debutnya pada masa purba
sampai pada pascarevolusi industri. Perkembangan ruang
secara umum di dunia ini juga mempunyai kaitan dengan
perikembangan perencanaan wilayah dan kota yang terjadi
di Indonesia.

V2 Manstaiiie: .
Menats Kota EL N REeana Detall Tata Ruang (ROTR)




Tabel | Perkembangan Perencanaan Ruang di Dunia

Masa

Pendekatan Perencanaan

Kompleksias Perencanzan

Purba
= 400 5M

Peradaben masih sangat rendah dengan kememplan teknologi
yang sangat rendat. :

Contah: manusia purta hidup di gea-gaa yang diibaratkan
danman parraukimin

+ Didominas: oleh alam

- Pemenihan kebutuhan sangae
saderhiana

#ebueuhan fisik divmmakan

Sangat rendah

Yanan
400 — 1235M

Terjadi peningkatan peradaban dari masa purba, teknologi lebih
maju wilaupun masih sangat tarharas.

anwoh: Ditemukannya reruntithan Acrapelis Yunani yang
menqun|iukkan adanya pembagian ruang.

]

W ERCUTSion.gr enwikipedia org
- Sederhana - Sangat terbats dapat

* Sistem penguasa dan. yang mengubah alam sesual
dikuasai leebutuban

- Pandelatan fisik estetis

Abad

500« | 8¢5

14

Pertengih
[Mm'ﬁﬂ,q:] Contah:Umumnya dibangun dengan pola jakan yang teratur dan

=

Peradaban dan reknelogi sudah lebih maju

Eerbentuk benteng, seperti pada Edinburgh Castle di Sloetlandia.

Masa Kompleksitas Perencanaan Pendelaran Perepcanaan
= Meninglatnys persaingan Terbentuknys kelompol-
antarkelompok lezlompole penguasa dan
Peningkacan budaya tular rakyac yang dilcuasai
menular - Domingsi agama dan
Peperangzn perebucan kekuasaan
hegatrani {dominasi Frodulesi & pertularan
|repemimpinan) Pertahanan
Pendelatan fisik esterls
HMasa Peradaban semakin tinggl dan merupakan awal penemuan
Peraliban  |tekneleg dan perkembangan fimu pengetabuan dan seni.
{Renaissance] | Contoh; Umumnya dijuripai kata artistik dengan gareja sebagai
1300 - | 700 |tk pusatiya, seperti Voticdn City.
WAL COITT munlﬂ.stblug_ﬁi—l‘a
+ Komplelsitas - Prestise bangsa menjadi dasar
permasalzhan semakin permbangunan
meluas « Penonjolan diribangsa
+ Percukaran barang dan 1. sjala pemanfaatan ruang
produl antarbangsz serba lalozal
- Sistem hubungan terbuka |, pendelaean fisik estetis
Revolusi | Peradaban semalin berkembang dan mengawali perkeembangan
Imdustr] teknelopl serta difnulainya perkembangan industrialisas].
| 700 - 1800 | Contah; Sisi artistil tidale begity penting dibandinglkan

dengan fungsl-fungsi banguran seperti bank dan hotel, serta

berkembangnya jalur oransporeasi darat seperti kereta api.

s .
enutaﬁnta Melalui Rencana Datail Tata Ruang (ROTR)

werw wibbaviation.co.uk //J

Wengenal RDTR & FZ
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Masa Fampleksizs F'arm;mnn Fendslatan F_Ertncan'aan

Tabel 2 Alur Parkembangan Perencanaan di Indonasia

- Kompleksitas semakin - Efislensi ekonomi
anggl + Kapialistik

- Urbanlsast desa-kota . Kampetis|

- Hubungan antarnegara - Produkeivitas tinggi

+ Peninghatan kegiatan « Pendekatan arsitekionis
perdagangan (ntern- ekonomis
ekstarn

- Perkembangan sknalog:
mohilitas

Komplelsitas Permasalahan

[

Pendekacan Pereneanaan

PraViDiC

Kalompaok-kelompok pernerin-
tahar kecil

Penguasas yanp dikuasa

Tradisi dan spiritual yang dikenak
seperti Hasta Kesala-Kosall (Bali)
dan Binal [emur (Jawa)

Masa VO

[anfiit kelonial vs priburni

Permaszlzhan kepentingan per-
ahanan dan perluasan kekuasaan
lenlanial

Bantule kota kolanial yang ber-
landaslean pendekatan masa abad
pertengahan di Eropa

Pasca Peradaban ekoteknolsgi, kemajuan teknolagi dan ilmu
Revolusi | pengecahwan, perkembangan sistem informasi dan komunikas)
Induszri  |reknologi zuteinisasi.

> |B00 | Contoh: Perencanaan kets terhadap perkembangan kata
menzgabunekan aspek yang lebih kompleks seperti ruang
terbuka hijau integrasi sisi ekonomi, kependudukan, d|l.

- Suger kempleks « Efizsiensi ehenomi

- Urkantsasi tinggl

* Paolicik ancarbangsa

* INegara mzju vs negara = Perencanaan pembangunan

barkembiang yang menyeldruh dan
- Pergeralan yang semalin perwilayahan

capar ' ¢ Pendekatan sistem dan
* Pertentangan kapitaliscle | cybernetice

dan sosialistie + Perbangunan berkelanjuszn

- Hubungan antarnegara dan | 920 berwawasan linglungan
sistern blok

: Ekst'iEﬂSi sumber daya

Awal Bbad ke 20

Penparub revelusi industri di
Ercpa terhadap tanah jsjzhan

Peningkatan produlesi barang men-
tah alam (perkebunan)

Eleznomi kolonial makin meluas

Kepadatan pendudule Jawa — Trans- |*

migrasi (1905)

Mulzi diperkenalkan pendekatan
perencanaan moedern

Bentuk ko kolonial modarn
dengan SUALE perencansan
modert

Pengembangan penataan fislk

jeata untuk kepentingan ckonami
leiemial

Masa Perang D

uniz: || [Jepang)

Masalah perelioncmian bangsa

Masa perang dan perjuangan
kemardekaan

Stapnasi
Pada tahun 1548 diterbitkan VO

dan 1949 VYT untuk memeeah-
lan permbangunan kota yang men-

galarl kerusakan akibat perang

Masa PascaPerang

Secara besarhesaran

Sudfarta, 2001, diolah 2014

Dilndonesia, perkembangan perencanaan diuraikan dengan
skema sepert berikut ini.

Dekade
186030
dan
- —.—M:T e FuN 1ma::ﬁl 13:2!;0?0? %
s, e, S D S e
=i i Masa Pasza Farlode Parlads i
Ferang 19701592 DO0T-sekarang

Wenata [
Aata melalul Rancana Detall Tata Ruang (RDTR)

iMasalah pembangunan perekono-
mian nasiznal

Hubungan kantuan pembangunar
antarbangsa (Marshall Plar)

Tinghar urbanisssi {desa — kota)

meninghat

Ferlunya pendelatan perencanaan
kemprehensif

Perencanazn pembangnan
nasional

Perencanaan ko mongatami

stagnasi

Stadsvormingsordennantie atae Ordonansi Perencanaan Kota

Stadsvarmingsverarderning atu Peraturan Pembentukan Kotz

Wengenal ROTR- & PZ
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Aowwzl 1960-an

« Kondik regional
- Perbangunan nasional yang sema-

Delezde 1950-an dan

in karnpleks

Pembangunan Semesta Berencana.
Rercana Pembangunan MNasional
Kesadaran perencana mulai
meninghat

Peningkatan tenaga ahll perenca-
naan wilayah dan kota

Perioda [970

- |39

+ Pengaruh metods-metade dan

Kompleksims pembangunan nasi-
onal, regionzl, dan lokal semakin

menknghat

teknalogi negara maju

Fendekasan perencanaan canggih

Perencanaan wilayzh dan kot
digalakdan

Pengembangan metode-metade
perencanaan yang terterap di
Indenesia

Peninglatan program transimigrasi
dan perbaikan lampung beren-
cana

Diterbitkcannya ULPR Mo, 34
/1992

Periode 1992 - 2007

+ Tingginya tingkat urbanisasi (desz

- kota)

Dierzan krisis ekanomi din
retidakstabilan palitik- nasional
Darmpak gakzlisasi perekonstmian

pads pernbangunan wilayah dan
kata

Perencanzan Derwayasan pemr-
bangunan yang berkelanjucan
Pengembangan peranghkat peren-
CANEan tata ruang
Pengembangan lemitraan
pemerintah, swasta, dan
pemerintzh dalam pembangunan
wilayah dam kota

Peresicaraan pengembangan
regionzl antarnegara

Diterbitkannya UUPR 26/2007
sebagal pangranti peraturan

* Binkronizasi pembangunan dengan

~ Pengawasan dan penzendsiian

sebelumnya
sekarang

]|
]

Periade 2007 -
|su [JEITIEkzran dﬂi:mh ;

FRNEANS A ruang

Fﬁﬂanhﬂ[an Fugine

Panguatan perangleat pengendaiian
At ruang

Penguatan kemitraan pemerintaf.
swasta dzn pemerintah dalaim
pembangunan wilayah dan kota

Pengoptimalan partisipasi ma-

syarakac e

sudjarts, 2001, Wil 2014

e - '
VENAt Kota mglaty Rencana Detail Tata Ruang (ROTR)

B.Sistem Perencanaan di Indonesia

Secara umum, jenis perencanaan yang ada di negard kita

cukup banyak dan terbagi menjadi beberapa tingkatan.

Perencanaan yang paling umum, mencakup perencanaan
nasional yang mengatur keseluruhan wilayah NKRL Sesuai
tercantum pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, disebutkan pada penyelenggaraan penataan ruang
bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan
wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang
diselenggarakan dengan memperhatikan:

|. kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana;

2. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan, kondisi ekonomi, budaya, politik,
hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan,
dan,

3. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan
komplementer, Jadi perencanaan yang lebih rinci harus
didahului oleh perencanaan yang lebih umum. Perencanaan
yang lebih umum tersebut berfungsi sebagai dokumen
induk agar tidak terjadi perencanaan pemanfaatan ruang
yang sporadis dan ridal¢ sesuai dengan tujuan penataan
ruang nasional. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan
lkawasan, dan nilai strategis kawasan.

Wengenal ROTR & PL
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Pergncanaan pada tingkat nasional memberikan arahan
umum mengenai semua fungsi pemerintahan yang meliputi
hampir seluruh bidang kehidupan secara terpadu. Sedangkan
perencanaan pada tingkat lebih kecil memberikan arahan
yang lebih rinci seperti tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang, rencana struktur, rencana pola ruang, penetapan
kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan
pengendalian ruang wilayah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan
untulk;

I. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

1. menjamin terciptanya integrasl, sinkronisasi, dan sinergi
baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perenca-
naan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

l'ﬂeiliiamin Lercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

0i 1 AR : !
hdonesia, dikenal dua jenis perencanaan utama, Yaitu

E:;E::: Pembangunan dan Rencana Tata Ruang (RTR).

Sektc:r-sekzc?? :Ialﬂgunan berisi tentang arahan terkait

kependuduka .Ij = Perencanaan ruang seperti ekonom

arahan tm=_~rit:ali1n;1 dﬂn lainnya. Sementara RTR berisi tentang

Perencanaan ne SNEAN ruang yang terbagi dalam tahap
» PEmanfaatan, dap pengendalian.

'-'ﬂEI'I-Eﬂﬂ
0ta melalu Rencang Detail Tata Ruang (ROTR)

Gambar | Sistem Perencanaan di Indonesia

[T TSn B PRI R T RS S ":k_ e
i | wakiaean e
Biryiamd]
[THIR il Mt AT Frarml "Tl“;ﬂ:mﬂ
L = T
- AW L {
I Trasin) el | | ern | Deoes e
eat.pnin
B e e Y T T
. | I ey i u
FFlb ez .; Lo - bl
el e
| & s s e ||
Pettabiss tilarg Prnatzn Uanganan s Qegangm

Dickih dari berbagai sumber

RTR merupakan bentule spasial dari rencana pembangunan,
Jadi jika di dalam rencana pembangunan berbicara tentang
bagaimana upaya untuk mengembanglkan sektor ekonomi,
maka RTR alan memetakan daerah-daerah yang potensial
untuk mewujudlkan upaya tersebut.

RTR terbagi lagi menjadi dua, yaitu rencana umum tata
ruang dan rencana rinci tata ruang, Pembahasan selanjutnya
alcan difokuskan pada RDTR, yang termasuk ke dalam jenis
rencana tata ruang pada tingkat detail kabupaten/lota.

Mengenal RDTR & PZ
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Tabel 3 Perbedaan |enis Rencana Tata Ruang

|ents Rencana
T Ruang

{rrimimval)

Kedetailan etz

Muatan Informas

Rencana Limum

TRV Masional

[1,000.000

1. Tujuan kehijakan, dan strategi

7 Rencana scroletur ruang nasional:

. Rencana pola ruang nasionak:

. Brihan peranfazan ruang
. Arahan pengendalian pemanfaatan

penatain ruang nasional.

|enis Rencana.

Tam Ruang

Fedetailan Peta
{minirnal)

TMuatan Informasl

a, sistem perkotaan nasienal;

b. slstem jaringan prasarana
LIEA T,

a. lawasan lindung nasionak

b. lkawasan budi daya yang
rmemiliki nitat strategis masional.

Penetapan lawasan strategis
nasicnal,

ruang wilayah.

RTRYY Provins:

Lty

(250000

. Tujuan, kebijakan, dan srrategi

. Rencana pola ruang provinsi:

. Penctapan kawasan strategis

+ Mrahan pemanfaatan ruang

. Arahan pengendalian pemanfa2@n.

pEnataan ruang provinst
Rencana strukrur ruang pravinsi:

3, pusar legiatan wilayah (PKMN,
PV, PISI, PILY:

b. sistem jaringan prasarana
Provinsi.

i kawasan lindung:
b, kawasan budi daya.

Rroyins.

RTRMY
Kabupatan

;50,000

. Tujuan, kebijakan, dan strageg

penataan ruang kabupaten.

Rericana strukiur ruang
kabupatan!

a.  pusac kegiatan wilayah (PN,
PEWY PIL, PRSK, PRI, PPLY:

b. -sistem jaringan prasarana
witnyah kabupacen.

Rencana pala rusng kabupaten;
A, kawasan lindung;
b, kawasan budidaya,

Penetapan kawasan strategis
provinsi.

Arahan pemanfaatan ruang-

Arahan penzendalian pemanfaatan.

RTRW Ko

25000

. Rencana struktur ruang kot

3. pusat kegiacan wilayah (PPE,
SPK, PLJ;

b. sistem jaringan prasarana
wilayah;

€, sistem jaringan energl
kelistrikan;

d. sistem [aringan telekamunilasi;

e, sister lringan sumber daya
ik

Rencana pola ruang ket
a. Kawasan findung;
b, Kawasan budi daya.

e

[E
A2 Kota melalui Rencans Detail Tata Ruang (RDTR)
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Jaris Rencand Kmmﬂ Peta Muatan Informasi.
Tag Ruang {minfrrf)
Rencana Ring
RTR Kepulauan | 500,000 |. Tujuan, kebijakan, dan strateg
peraiaan mang,

2. Rencana scruktur ruang.

3. Rencana pola ruang.

4, Serategl aperasicnalisasi
perwijudan serubitur Fuang dan
pola ruang,

5. Arzhan pemanfaatan ruzng

6. Arahan pengendalian pemanfaztan
ruang:

RIR Kawasan | Seswaidengan | 1. Tujuan, kebljakan, dan strategi
Strategis bentng objel! penataan ruang.
sk SR euon 2, Rencana strulgur ruang
bl oy Rencana pola ruang.
L 4, Araban pemanfaatan ruang.
5. Arahan pengendalian pemanfaacan,
m‘g-ﬁaw?san Sesual dengan ||, Tujuan, kebijakan, dan strategi
tralegss benmng chjel pefataan ruang:
Pravinsi sesuai kebutuban
(I 2. Arahan permanfaatan ruang.
{0000 <f
1:5.004) 2 . Arahan pengendalian pemanfzatan
ruarlg,
—Y— 4. Pengelolaan lawasan,
RTR K —= -
krax;:m hﬁmuel dengaﬁ I, Tujuman, kebijakan, dan serategi
Kb EAtafg objsk penatadn ruang,
Upaten | sengi kehutghan 3 = G
- Rencana pengem n jaringa
|: I.El:ll:lﬂ 5'd Pma FE.I"IE.F,, -3 nga
15.000) 3. Rencama pola ruang {zoning maf)-
4. Ketentuan pemanfaatan ruang.
== 1
—— [ Peraruran zonasi,

Men i
Atd Kota malayi Rencana Ditail Taty Ruang |

e

RODTR)

|enis Rencana | Kedeeallan Peea
Tata Buang (rinirnal)
ROTR Kab/Fota | :5.000

Muatan Informasi

i. Rencna pola ruang:

2. Rencana Jaringan prasarana.
3. Penetapan sub-BVYE prioritas,
4

. Eretentuan pemanfaatan ruang.

5. Peraturan zomasi,
Diolzh dari berbzgai sumber, 20| 4

RDTR merupakan bentuk perencanaan lebih lanjut dan
lebih rinci dari peraturan pemanfaatan ruang yang lebih
umum, yakni RTRW tinglat kabupaten/kota dan seterusnya
hingga tingkat nasional. Substansi yang terdapat pada
RDTR kabupaten/kota tidak bisa terlepas dari apa yang
telah dicanangkan di dalam RTRW kabupaten/kota, begitu
pula RTRWY kabupatenflecota yang tidak dapat terlepas dari
RTRVY provinsi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hal
tersebut ditujukan agar perencanaan pembangunan tidak
menjauh dan dapat mewujudkan visi penataan ruang
secara nasional. Selain itu, setiap daerah diwajibkan untulk
memiliki RDTR dan bukan RTBL. Mengapa demikian? Hal
ini dikarenakan RDTR berfungsi sebagai pengendali dalam
upaya optimasi lahan, sementara RTBL hanya berfungsi
sebagai peningkatan citra kawasan saja.
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Gambar 2 llustrasi Tinglkaran Sistem Perencanaan di Indonesia

e RBTA

Diglah dari berbapsizumber

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupatenfkota sesuai dengan kewenangannya.
RDTR ditetapkan dengan perda kabupaten/lota sehingga
memiliki kekuatan hukum yang kuat, dengan begitu setiap

pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa masa tahanan
atalipun berupa uang®

C. Rencana Detail Tata Ruang & Peraturan
Zonasj

Setelah banyak sekali menyebut kata ‘RDTR', kini saatny3

mengulas  lebih  dafam mengenai salah satu produk

PEreNcanaan yang unik ini, RDTR merupakan rencana tatd

" "8 yang merupakan penjabaran dari RTRWY provinsi ke

dalam strategi pemanfaatan ruang,
‘_-_-_-———-___-_

% Pamalipp
Nﬂ. IBTﬂhlJl'l 2010 'I:Entarlg FEH}“!’E.I'IEHI’EEH Penataan Ruang

Menata
Kota melaly Rencana Detail Tata Ruang (ROTR)

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada
kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam
wuijud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan
dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang
harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang
dalam kawasan fungsional tersebut.

Gambar 3 llustrasi Contch Bentuk Penaeaan Ruang pada RDTR

Konsep ROTR Kawazan Kola Berastag

Mengapa disebut unik? Hal ini dikarenakan RDTR hampir
menyentuh langsung pada tingkat kecamatan, bahkan
hingga sampai pada tingkat kelurahan atau desa sehingga
perencanaannya lebih folkus dan lebih mudah untuk
diaplikasikan, Dalam lingkup kota, RDTR dapat bersifat
lebih fokus dibandingkan dengan lingkup kabupaten.

Sedangkan Peraturan Zonasi (PZ) adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya. PZ disusun untuk setiap
blolk/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana rinci tata ruang. PZ merupakan dokumen yang
tidak terpisahkan dari RDTR. Ada dokumen RTBL yang

Mengenal RDTR & PZ

27




28

bersifat sangat teknis dan rinci. Isinya membahas penataan
bangunan dan lingkungan, juga materi pokok mengenai
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman  pengendalian
pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan, RTBL erat
hubungannya dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).

Di dalam dokumen RDTR & PZ, kita hanya akan melihat
kawasan yang mayoritasnya sudah bercirikan kota atau
kawasan yang memiliki nilai strategis. Hal ini karena RDTR
berfungsi sebagai pengendali mutu pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten(kota yang berdasarkan RTRWV.

Kawasan yang bercirikan kota merupakan kawasan yang
memiliki  karakreristilc kegiatan utama bulan pertanian,
penduduknya memiliki mata pencaharian utama yang bukan
di bidang industri, perdagangan, ataupun jasa. Ciri yang paling
mudah terlihat adalah tersedianya bangunan-bangunan fisik
Seperti area perkantoran, area komersial seperti pertoloan
ARAUPUN pasar, area pemerintahan, dan lainnya. Tapi bulan
i?arani didalam RDTR kita tidak akan menemulkan kawasan
lindung, karena uneuk menjaga kawasan tersebut agar tidak

:’F"ra“h fungsi,maka Pengaturan pemanfaatan lahannya harus
etap diatur dan diperkuat dari sisi hukum.

Wilayah Perencanaan di dalam RDTR mencakup:
. wilayah administrasj:

2 kawasan fumec
uﬂgﬁlﬂn 3-|. e u ; ; ta.I’SUb'
wilayah kota, perti bagian wilayah ko

Men i
atd Koty melalui Rencana Degail Tata Huang (RDTH)

3. bagian dari wilayah kabupatenfkota yang memiliki ciri
perfotaan;

4. lkawasan strategis kabupaten/kota yang memilili ciri lca-
wasan perkotaan; dan,

5. bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa la-
wasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan
perkotaan.

Seperti dokumen perencanaan janghka panjang lainnya, sebut
saja. RP)JP ataupun RTRYY, RDTR memiliki masa berlaku
dalam jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5
tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakulean lebih dari
| kali dalam 5 tahun, apabila:

|. terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mem-
pengaruhi BYYP di dalam RDTR,; atau

2. terjadi  dinamika Internal lkabupaten/kota yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar
antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar,
perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan
batas wilayah daerah.

D. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)

Kita akan mengenal istilah lain yang disebut dengan BWP
BVWP merupakan bagian dari kabupatenfkota atau kawasan
strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau
yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang
bersangkutan, Dengan kata lain, seperti yang telah disebutkan
sebelumnya bahwa dokumen RDTR akan memilah kawasan
yang memiliki ciri perkotaan.

Mengenal ROTR & B2
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Gambar 4 llustrasi Skema Pemilahan BWP

Eonsep RDTR & PE Klaster Jasinga Kabugaten Dogor

Pemilahan BWP tidak hanya terpaku pada ciri perkotaan
semata, namun juga faktor-falctor |ain seperti kawasan yang
tidak rawan terhadap bencana, kawasan dengan kelerengan
yang landaiftidak curam, kawasan bukan fungsi konservasi,
dan hainnya. Kawasan yang terpilih tersebut dinamakan
dengan BWP Pada BywP inilah akan dianalisis lebih lanjut
MENgenal pengaturan pemanfaatan ruangnya.

Sehin ey area BWP

terpili i alan
ditentulean sub pilih untuk selanjutnya

area perencan Wl H_a] f!'!i ditujukan untulc memfeolkuskan
area BWp fn metjad) bEbEFEPE pusat baru di dala'.rri
didasarkan pad FEEbm-;. Perencanaan pada kawasan !
keterliaitanpde 4 kondisi, potensi, karakteristik kawasan, ::Ian
untuk menj :g:'“ @mﬂn di sekitarnya. Mengapa? Hal ini
tidak terjag iet, Ssinambungan pembangunan ruang agar

MPangan dalam pemanfaatannya. Misalnya

Rencana Detai Tat Ruang (RDTR)

saja, suatu daerah perencanaan A dekat dengan daerah B
yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri. Agar
dapat saling menunjang, apabila memiliki lriteria yang sesuai,
daerah A dapat difungsikan sebagai pintu gerbang ataupun
penyedia perumahan bagi kawasan industri tersebur.

Gambar 5 llustrasi Penataan Ruang dalam ROTR

|

rmmieD |

g

TEAGELHAAR TafAl ERSE TRV GREC MTIAN TN | BESE A PO LA S R AR LS S TV

Konsep RDTE Kecamatan Medan Timur

Seberapa penting penataan ruang dalam RDTR? llustrasi
bentuk penataan ruang pada RDTR tersebut menunjuldan
perubahan pola pemanfaatan ruang di Kecamatan Medan
Timur. Peta di sebelah kiri menunjuklan pela pemanfaatan
ruang kondisi eksistingfkeadaan aktual, sementara peta
di sebelah kanan menunjukkan kondisi pola pemanfaatan
ruang yang sudah direncanakan di dalam RDTR. Pada peta
sebelah kiri, terlihat pola pengeunaaan ruang yang tidak
teratur dan cenderung tersebar secara sporadis. Hal yang

Mengenal RDTR & FZ
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paling mudah terlihatadalah bangunan berwarna merah yang
menunjukkan area komersial, tersebar secara tidak teratur,
Kondisi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan di
masa depan karena pada beberapa area, bangunan komersial
mengelompok pada area yang memiliki akses yang sulit,
tidak berada pada jalan besar. Dari segi penataan ruang, hal
tersebut dikhawatirkan akan membuat kawasan komersial
tersebut menjadi semakin besar sehingga dengan sendirinya
akan membentuk pusat tersendiri. Dengan membentuk
pusat baru, dikhawatirkan akan memunculkan kawasan-
kawasan lain seperti area komersial, yang menjadi padat
dan menimbulkan kekumuhan. Dari segi elkonomi, tentunya
akan lebih mudah mengembangkan usaha di daerah dengan
akses jalan yang besar dan mudah, bukan? Sehingga dalam
penataannya, terfihat area di sepanjang jalan utama dipenuhi
dengan warna merah yang artinya di sepanjang area
tersebut diperuntukkan untuk area komersial, dan warna
kuning yang menunjuklan area permukiman diperuntukkan
pada area di belakang warna merah tersebut.

E.Muatan RDTR

IE«Z:Iah dari Permen Py No.20Tahun 201 | tentang Pedoman
Yusunar? RDTR & Pz Kabupaten/Kota Setiap RDTR
:::fe:j: g,: lr-ldnnESia’ idealnya harus mencakup poin-poin
apa amhlpe;::nmuam"n}ra’ kita dapat menyimpulkan seper®
RDTR b&rsifa:a;aar] ma?g yang terdapat di suatu wilayah.
ngsung a1t "B8A dapat diaplikasikan secara
€ Pada lingleup yang detail. Jika belum pernah melihat

Me :
nata Kota malajy Rencana Detajl Tatg Ruang (RDTR)

seperti apa bentuk dokumen RDTR, cobalah untuk sekadar
melihat dan membacanya.

Apa manfaatnya? Banyak. Mulai dari yang paling sederhana,
yaitu dapat mengetahui seperti apa rencana pengaturan
bangunan pada wilayah setempart, hingga yang lebih luas
seperti mengetahui apa saja program-program pembangunan
vang akan dilalsanakan dalam jangka waldu yang telah
ditentukan di dalarn RDTR tersebut Dengan begitu, secara
langsung kita akan mendapatkan sebuah advice planning
terkait lahan yang kita miliki agar terhindar dari pelanggaran
peraturan pemanfaatan ruang nantinya.

a. Tujuan Penataan BWP

Tujuan penataan BVYP berisi tema yang akan direncanakan
di BYWPE Temna tersebut akan menunjukkan seperti apa arah
perencanaan dan pengembangan yang terdapat di wilayah
tersebut. Hal ini akan membantu dalam menganalisis wilayah
perencanaan agar tidak menjauh dari tujuan penataannya,
Perumusan tujuan penataan BVWP juga berfungsi sebagai:

I. acuan dalam penyusunan rencana pola ruang, rencana
jaringan prasarana, penetapan sub-BYVP prioritas, ke-
tentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi.

2. Menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan ka-
wasan perkotaan dengan RTRVY.

Perumusan tujuan penataan BWWP tidak bersifat asal,

melainkan didasarkan pada arahan pencapaian yang telah

ditetaplan dalam RTRWV, isu strategis BWP (seperti potensi,
masalah, dan urgensi penanganan), dan larakteristile dari

Mengenal RDTR & PZ
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BVWP itu sendiri. Contoh tujuan penataan BWP beberaps
daerah sebagai berilut:

Klaster Jasinga, Kabupaten Bogor

“Mewjudkan Perkotaan Josinga sebagai Pinty Gerbang dan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL} Hijou di Kobupaten Bogor”

Tujuan di atas didasarian oleh: {1} adanya penatapan fungsi penetapan
calon ibuketa Kabupaten Bogor Bara, (2) keberadaan Klaster Jasinga
yang berbatisan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya, dan (3)
keberadaan kawasan pertanian pangan yang perlu dipertahankan,

Kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang

“Mewujudkan Kawaesan Pancur Batu sebagoi Pusat Perdagangan
dan Jusa Regional di Wilayah Selatan Metropalitan Mebidangro
sertd sebogai Kote Penyangea Kota Medan”

Tujuan cersebut didasarkan pada: (1) penetapan Kawasan Pancur Baty
sebagai pusac kegiatan primer di dalam RTR kawasan Metopolitan
?Ebrga”ml (2) lewaknya. yang strategis dan berbatasan langsung
; d“ﬂ Kot Medan, (3) ketersediaan faringan transportasi yang baik
m"' ng dﬂ“gm perkembangan pusat kegiatan eksisting, terutama

Ma Universitas Sumatera Utara, dan (4) kondisi fisik dasar dan
daya dukung lingkungan yang baik.

Kawasan Berastagl, Kabupaten Karg

Mewiudkar Kawasan Berastagi sebagai kon Pariwisata di
Wilaysh Selatan Metropolitan Mebidangro”

Tisjua Wl .
s'ell:é.;gimrmm dlqa?ark,m pada: (1) penstapan Kawasan Berastagi
Mebidan i Pafiwisa di dalam RTR Kawasan Metrapolitan
umﬂgﬂﬁrﬁ_{_ﬁ!nﬁembamn kawasan ke dalam dua kegiatan besal’
P""“ﬁ“ﬂbangan Ismikmn ekonomi yang dominan, (3) kondisi
POtensi alam dap, ka:a,-{r} 9an pola ruangnya yang didasarkan pada

Mayaritas adalap petan;, karakeeristik sosial budaya masyarakat yang

Menata Kotz mélalyj Rencana Détail Tata Ruang (RDTR)

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi

sebagai zoning map bagi peraturan zonasi, yang dirumuskan

berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup dalam BVVF serta perkiraan kebutuhan ruang untuk

pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian

fungsi lingkungan. Rencana pola ruang berfungsi sebagai:

|. alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi,
serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BYVP;
dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;

3. dasar penyusunan RTBL;

dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Tabel 4 Klasifikasi Zona Lindung & Zana Bud| Daya

~ Zona Lindung Zana Budi Daya |
1. Zonz hutan lindung 1. Zaona perumahan
2. Zona perlindungan 2. Zona perdagangan dan
sefempat | jasa
3. Zona RTH kota 3. Zoma perkantoran
4. Zona suska alam 4. Zona sarana pelayanan
umum
5. Zona rawan bencana 5. Zona industr

alam

6. Zona khusus

|7, Zona campur:;n

& Zonaz lindung fainnya

8. Zona Rinnya

anlJll_ltLari Perman PU No. 20 Tehun 2011 Tentang Pedoman Penyisinan EDTR &
PZ EabupatenHata
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¢, Rencana Jaringan Prasarana Gambar 7 lluserasi Peta Rencana Jaringan Prasarana
Rencana jaringan prasarana berfungsi sebagat: ST I
e - S .,a—r S \"“-m. ’l_\
|. pembentuk sistem pelayanan, terutama pergerakan, di :
dalam BVWP;

2. dasar peletakan jaringan serta rencana pembangunan j
prasarana dan utilitas dalam BVWF sesuai dengan fungsi - = £

elayanannya;  Faa Ko ; - =
pelayananimya; FPeta Rencina [aringan Dralnase Peta Rencana Jaringan Listil
3. dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas ling- lionzep ROTR Kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang

kungan dalam RTBL dan rencana teknis sektoral.

AR ol vt g Fesiorath d.Penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Pena-

——— nganannya
pelllg:;':';::gln Penetapan sub-BWP prioritas berfungsi sebagai dasar
pergeratan A penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektaral,
= : 2 :
h?::gm pen’:;::::-:gﬂﬂ juga sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi
et il Fu|£§;::::glf program prioritas RDTR. Penetapan sub-BWP prioritas

dalam penanganannya perlu mempertimbangkan lokasi

Mateel
FENCAna b . '
faciAR Rencina eserta tema penanganan dari lokasi tersebut.
Pgngemhnngﬂn
arfngan
5 LE|Im ,:ﬂ B Hal yang harus diperhatikan dalim mendelinias! lokas! serta pain-

poin untuk menentukan tema penanganan di antranys:

Lokasi;
iy ni;..:n.;;:l:g p.gpt:::;‘;:gan - batas_ﬂsli-:;
[2ringan dralnase [aringan alr minum b. fL:I!'IgSI kawann:
€. wilayah administrac
Pielih dari Permen Pl Mo 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan RDTR & d. pen:n:uan se;ara ::Hmr"al tradisicnal (kampung, desa adar,
P ¥abupaten /ot gampang, dan nagari);
e, kesatuan karakteristk tematik; dan
f. jenis kawazan,
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Tema Penanganan: L

a. perbaikan prasarana, sarana, dan blol/kawasan;

b, pengembangan kembali prasaran, sarana, dan blokl/iawasar

¢. pembangunan baru prasarana, sarang, dan blok/kawasan; dan

d. pelesarianfperiindungan blokdkawasan. __

{Permen PUJ N 20 Tahun 2011 Tentzng Pedorman Penyusunan ROTR & PE.
Fabupaten/Kota)

Berilut merupakan contoh tema ‘pengembangan kembali
dari penetapan sub-BVWP pada Kawasan Kota Berastagl,
Kabupaten Karo. Sub-BWP yang dipilih terdiri dari 3
kawasan, yaitu Kawasan Keridor Kota Lama, Kawasan Hutan
Lindung, dan Kawasan Pusat Kota Agro. Pemilihan sub-BWP
menjadi tiga dikarenakan Kota Berastagi memiliki ciri khas
sebagai kota agrawisata dengan kondisi lansekapnya yang
beragam, serta keberadaan kawasan kota lama yang hal‘us_
dilestarikan. Dengan menetapkan subpusat BYVP menjadi
tiga, diharapkan tema penanganan yang telah terpilih dapat
tetap melestarikan serta menjaga ketiga fungsi penting Yans
terdapat di Kota Berastagi.

Gambar 8 llustrasi Terna Penanganan Sub-BYVF

e "_~—-—~"‘"h - I‘r

{ w l .||
i CLw
e |

Ronsep ROTR Kawasan Kota Berastag

I .
Enata Kota melalyi Reéncana Detail Tata Ruang (RDTR)

e, Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan  upaya
mewujudlan RDTR dalam bentul program pengembangan
BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai
akhir tahun masa perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan ruang juga mencakup sumber dana
yang akan digunalan selama keberlangsungan program
pembangunan, dinas pemerintahan yang bertanggung
jawab masing-masing jenis program, serta bentuk pelibatan
masyarakat terhadap rencana pemanfaatan ruang secara
LI,

Tabel 5 Contoh Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang
dalarm Ketentuan Femanfaatan Ruang
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f. Peraturan Zonasi

Merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidalk terpisahkan
dari RDTR. Umumnya meliputi ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan

Mengenal RDTR & P2




sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, standar teknis, dan

ketentuan pengaturan zonasi.

Keseluruhan muatan tersebut tertuang ke dalam peta B.WF'
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BWVP
merupakan area terpilih dari keseluruhan kawasan RDTR
yang direncanakan. Jadi tahap analisis seluruhnya hanya akan
difokuskan pada area BYWR

Gambar 9 Contoh Peta Rencana Pola Ruang BVYP pada RDTR
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Peta rencana pola ruang mendistribusikan peruntukia”

fuang yang terbagi dalam kawasan lindung dan kawa

budi daya, [j mana

ruangnya, apakah

o kawasan-kawasan tersebut
menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi $
sebagai pusat pelayanan primen

san
rerbag!
truktur
sebﬁgal

pusat pelayanan sekunder, atau sebagai pusat F‘Elayﬁnan
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lingkungan. Sebagai contoh, pusat pelayanan primer akan
melayani kawasan dengan fungsi-fungsi penting, seperti
kawasan pusat pemerintahan ataupun kawasan perdagangan
dan jasa dengan skala besar.

F. Muatan Peraturan Zonasi

Secara teknis, peraturan zonasi bermanfaat  untuk
menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal
yang ditetapkan, menjaga kualitas dan karakteristik zona
dengan meminimalkan penggunaan |ahan yang tidak sesuaj
dengan karakteristik zona, dan meminimalkan gangguan
atau dampak negatif terhadap zona. Peraturan zonasi juga
berfungsi sebagai:

| perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ru-

ang;
2. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, terma-

suk di dalamnya air right development dan pemanfaatan
ruang di bawah tanah;

3. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi; dan,

5. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan
lahan dan penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi memuat materi wajib dan materi pilihan.
Materi wajib merupakan materi yang harus dimuat di dalam
peraturan zonasi, sedangkan materi pilihan adalah materi
yang perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-
masing. Peraturan zonasi dapat disusun secara terpisah

apabila RDTR tidak disusun atau belum memuat peraturan
Zonasj,

Mengenal RDTRE & PZ
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a. Materi Wajib

|. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

Merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan
lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas,
bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan pada suatu
zona. Umumnya menggunakan kode huruf |, T, B, X agar
mudah untuk dipahami.

| ¥lasifikasi | : Pemanfaatan diperbolehkanddiizinkan

| KlasifilkasiT ~ : Pe manfaatan bersyarat secara terbatas
Klzsifilasi B Pemanfaatan bersyarat tertentu
Klasifi<asi X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan |

Gambar |0 Centeh Pangzunaan Kode |, T, B, X

RDTR & P¥ Klasrer [2singa Kabwipaten Bogar

Pada contch matriks ketentuan kegiatan dan pemanfaatan
ruang zonasi di D Jakarta, terlihat contoh penggunadn
kc.}de LT, B,X. Maksud dari tabel tersebut adalah kegiatan ap3
55.‘]3- pada zona Pelayanan umum yang diperkenanian untuk
dibangun pada ZOna pemerintahan dacrah atau ]iitar*ll.rl'f1ﬂh‘5"”'f
permukiman. Kegiatan yang tiday diperbolehkan berada 9

Menata Kota melgy Rencana Detall Tata By ang (RDTR)

dalam zona perumahan/permukiman salah saru contchnya
adalah hutan lindung. Hal ini dikarenakan keberadaan hutan
lindung telah ditetapkan ketentuannya dengan peraturan
khusus yang lebih tinggi sehingga tidak diperkenankan untulk
berada pada kawasan perumahan/permukiman. Ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan
ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan
ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan
ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen
yang dikembangkan.

2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

Ketentuan ini dapat memiliki isi yang sama dengan ketentuan
zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten/
lota, atau dapat pula didetailkan lebib lanjut. Intensitas
pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut
dalam RTBL.

Peraturan zonasi mengatur ketentuan seberapa besar kita
boleh membangun di atas lahan yang kita miliki. Meskipun
lahan tersebut sudah kita beli secara sah, mamun tetap
kita tidak bisa melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan
dalam peraturan zonasi. Ketentuan menangani besaran
pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona meliputi:

iiengenal RDTR & PZ
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. KDB . Angka persentase perbandingan antara luas sefuruh
maksimum  hntal dasar bangunan yang dapat dibangun dan
luzs lzhanfranah perpetakanidaerah perencanaan

yang dikiasaj,

KDBT0D% KDBA40 3%

- LB : Angka perbandingan antara jumlah seluruh |uas
maksimurn  lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan
luas |ahanftanah perpetakian/daerah perencaraan
yang dikuasai, Angka yang digunakan umumnya
berupa desimal. Penggunaannya terhadap lahan
dapat menyeluruh menutupi lahan perpetakan
(namun tetap terikat KDB) atau berdnglat
(diimbangi  dengan  peningkatan  sempadan
bangunan).
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- kKDH : Angka presentase perbandingan antarz  [uas
minimal seluruh ruang terbula di luar bangunan gedung
yang diperuncukkan bagi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/dasah perencanaan
yang diléuzsa,
Ceontoh:

KDH minimal 30% dar lkeseluruban luas fahan
perumahan, setap (00 m'RTH diharuslkan
minimurm ada | pohen tinggi dan rindang

- Ketinggian : Jumlah lantai bangunan maksimum yang diizinkan
bangunan untul  dibagun i suate kawasan  denzan
maksimum mempercimbangkan nilai estetika dan keselarmatan

Beberapa ketentuan lain juga dapat ditambahbkan ke dalam
intensitas pemanfaatan ruang, contohnya antara lain adalah
Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum, Koefisien
Wilayah Terbangun (KVWWT) maksimum, Kepadatan Bangunan
atau Unit Maksimum, dan Kepadatan Pendudul Malksimal.

3. Ketentuan tata bangunan

Merupakan ketentuan vang mengatur bentuk, besaran,
peletakan, dam tampilan bangunan pada suatu zona.
Ketentuan tata bangunan juga dapat berisi sama dengan
ketentuan yang telah ditetaplan di dalam RTRYY kabupaten/
kota atau dapat pula didetailkan lebih lanjut. Koemponen
ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:

- G5B minimal ; Garis Sempadan  Banguman (G5B},
ditecapkan dengan mempeardmbanglkan
ltezsiamaran, risike lebakaran,
kkesehatan, kenyamanan, dan estetika.

= Tinggi bangunan ditetapkan dengan mempertimbanglan
maksimum/ keselamatan, risike kebakaran, teknologi,
minimal estetika,dan prasarana,

Mengenal RDTR & PZ
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. Jarkbebasanmar @ harus memenuhi ketentuan tentang
bangunan minimal jarak bebas yang ditentukan oleh jenis
peruntukan dan ketinggian bangunar.

- Tempilan bangunan : ditetaplan dengan mempertimbanglkan
warna  bangunan, bahan  bangunan,
tekstur bangunan, muka bangunian, gaya
bangunan, keindahan bangunan, serts
keserasian bangunan dengan lingkungan
seltarmya

Sy Joor

i
]
|

eromic kg

llustrasi Bentuk Sermpadan
www.vano-architecchlogspot.com

4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal

Berflngsi sebagai kelengkapan dasar fisik linglungan dalam
I'E.ﬂgl‘ﬁll menciptakan ﬁhgkuhzan yang nyaman melalui
Eznrfyue:la?n Prasarana dan sarana yang sesuai agar ZOn?
Peratuf::q IS:ca.r‘a optimal. Prasarana yang diatur dalam
untuk dihhe;" asl| dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas
dimensi ]atr'ir'.1 J2lur pedestrian, jalur sepeda, bongkar mua®
prasarana laj SRl jalan, lrmle"'Eika[?'ﬂf'l jalan, dan kelengkapar

. NNya yang diperlukan. Ketentuan ini ditetapkal

sestal dengan .
etentuan e e
berwenang, yang diterbitkan oleh in
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5. Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan terdiri atas:

- Kerentuan variasi ¢ HKetentuan  yang  memberikan
pemanfaitan ruang kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan
totap mengikur ketentuan rassa
ruang yang ditetapkan  dalam

peraturan zonasl.

- Ketentuan . ketentuan  yang  memberikan
pemberian insentif insentif bagl kegiatan pemanfaatan

dan disingentif ruang yang sejalan dengan rencanz
tata ruang dan memberikan dampak

positif  bagi masyarakar  serta
yang memberikan disinsentif bag
kegiatan pemanfaztan ruang yang
tidak sejalan dengan rencana e
ruang dan memberikan dampak
negatif bagl masyarakac.

- Ketentuan untl berlaku untuk pemanfaatan ruang
penggunaan fahan yang izinnya diterbitkan sebelum
yang sudah ada dan penetapan RDTRIperaturan zonas,

dan dapat dibuktikan bahwa zin
tersebut diperoleh sesual dengan
prosedur yang Demar

tidalk sesuai dengan
peracuran zonash

Pernberian insentif yang dimaksud dapat berbentulc
kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi,
imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun,
dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat
berbentulc antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan
pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan
penyediaan prasarama dan sarana, atau kewajiban untul

penyediaan prasarana dan sarana lawasan.

Mengenal ROTH & PZ
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b. Materi Pilihan

|. Ketentuan tambahan

Merupakan ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada
suaty zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah
ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan
aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan
belum diatur dalam ketentuan dasar. Beberapa contohnya
adalah pengaturan ruang untuk sektor informal, media
ruang luar (reklame}, dan lain-lain.

2. Ketentuan khusus

Merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zena
yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan
khusus sesuai dengan karakteristil zona dan kegiatannya.

—

*Zana kecelamatan aperasi penerbangan

(KKOP)
=Zona cagar budaya atau adat
=Zona TAWLM bEhtﬂ.l‘la
Knmp-unen =Zsna pertabanan keamanan ﬂﬂiunk’.ﬂ.ﬂ'l}
ketentuan = | 223 pusat penelitian
khusss *Zana pengembangan nuklir

*Eum. Pembangkit Listrik Tenaga Alr (PLTA}
an Fembangkit Listrik: Tenaga Uap (PLTU)

*Zonagardu indulk leteik

*Zonasumber air haky

*Zana BTS

e

Ketentia ,

Iona khun "“F—‘hlgenm Penerapan aturan khusus pada Zona

yang dit 5;-5 At ditetapkan sesuai dengan ketentua”
Erbitkan cleh jnstansi yang berwenang.

I eng i
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3. Standar telnis

Merupakan aturan-aturan teknis pembangunan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis
yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran
yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan standar teknis adalah
memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan
teknis yang diberlakukan di setiap zona.

4. Ketentuan pengaturan zonasi

Merupakan jenis dari zonasi konvensional  yang
dikembangkan untule memberikan fleksibilitas dalam
penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi
berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi
dasar Ketentuan inj berfungsi untuk memberikan fleksibilitas
dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan
pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesual dengan
karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang
dihadapi pada zona tertentu sehingga sasaran pengendalian
pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efeletif.

Keseluruhan muatan tersebut tertuang ke dalam sebuah
peta. Peta zonasi menampilkan bagian detail dari potongan-
potongan area pada BVWE Dengan hanya melihat peta pada
peraturan zonasi, kita dapat mengetahui kawasan yang
harus dibangun, kawasan yang dibatasi pembangunannya,
dan kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali.

Mengenal ROTR & P2

49




50

Gambar || Contch Peta pada Peraturan Zongsi

Konsep RDTR & PZ Klaster |asinga Kabupaten Bogor

G. Siapa Saja yang Menyusun RDTR & PZ}

Instansi  pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana
program priaritas yang meliputi pemerintah Seperti satuan
kerja perangkat daerah (SKPD), dinas telnis terkait, dan/
atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyaralkat,
Teknisnya, pemerintah pusat/pemerintah daerah melalui
SKPD mencanangkan untulk membuat RDTR & PZ.

:::;ES penyusunan RDTR & PZ terdiri dari beberapa fase,
itu:

Pet sla pan

PE“:"{"P‘" naskah akademis dan
Raperda RDTR

Menata k '
Ot2 melalui Rgngang Detall Tata Ruang (RDTR)

Sistemnya adalah dengan membuat tender proyek
perencanan RDTR & PZ kepada pihak swasta, yang umumnya
adalah konsultan. Perusahaan swasta yang memenanghkan
tender tersebut didaulat untuk mengerjakan RDTR & PZ
dalam jangka waktu yang ditentukan. Instansi dari SKPD
terkait bertugas sebagai fasilitator dan memberikan arahan
kepada pihak swasta terkait perencapaan RDTR & PZ.

Pada beberapa fase tersebut, tim yang terlibat berbeda
dengan fase yang lain dalam proses penyusunannya, namun
lkeseluruhan tim yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR
& PZ adalah:

|. pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan
lainnya;

2. tenaga ahli yang terlibat (minimal):

a. ahli perencanaan kata b, ahli geologi tata ling-
dan ahli ekonomi kungan
wilayah i ahli siscem informasi
b. arsitek geografis
< perancang keta I ahli hidrelog
d. ahli ekenami wilayah k. ahli lingleungan
= ahli kependudulan L. ahll energi
f. ahli prasarana . ahli relelamunilasi
£ ahli kelembagaan M, ahli pertanian (untuk
RETR kawasan
perdesaan)

Mengenal RDTR & PZ
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perkantoran dan kegiatan jasa tetapi tertutup untulk kegiatan
industri. Hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia
menggunakan Structural Plan dalam menyusun rencana tata
ruang wilayahnya.

Untuk melihat lebih jelas mengenai persamaan sistemn
perencanaan yang terdapat di negara-negara lain, berikut
merupakan persandingan sistem perencanaan wilayah yang
terdapat di Negara Indonesia dengan beberapa negara Asia

dan Eropa.
Tabel & Persandingan Dokumen Perencanaan Antara Beberapa Megara
Azia dan Erapa
Megara Level Perencanaan
Masional Pravinsi Kah/ Kota Lokl
Indonesia | Luas wilayah + 1.890.000 km®
ETRWHN RTRW RTRW ROTR
Pravinsi Kah/Kota | Kah/Kota
Singa- Luas wilayah = 714 fon® {sedikit lebih besar dari DXI
pOre Jakarta)
Concept Plan [ Master Plan
China Luas wilayah = 2.600.000 km® (5 lali dari Indonesia)
National Pravincial Prefectural | Township
Spatial Spatial Plans | Spatal Land Usze
Flans Plans Plan
Korea Luas wilayah + 100.000 kn® (hampir seluas Pulau
Sclatan Jawaz)
Compre- Comprehen- | Compre- Plans by
hensive sive Provinge | hensive adminis-
National Flans Urban trative unit
Territorial Plans
Flans
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L'ﬂg{ Persncanaan
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Negara
Wasionzl Provins! Kah/ Nota Lokal
Philip- Luas wilayah + 299.000 km* (hampir 60% dari Pulan
pines Sumatera)
Natimmal Provincial Comprehensive Land
Frame- Development | Use Plan
warkfor | and Physical
Physical | Framework
Planping | Plan
Viemam | Luas wilayah 331,000 km® [hampir 2x Pulau Su-
lawesi]
Regional | Master Plan-- | Detail Planning
Planning. | ning
Malaysia | Luaswilayah + 330,000 km? (hampir 2x Pulau Su-
Taweesi)
National Hegignalf Lacal Plan
Planning | State Planning
Thailand | Luas wilayah £ 514,000 km® (hampir 4x Pulay Jawa)
Mational | Regional Mlan, | District Specific
Spatial De- | Subregional Plan Plan
velopment | Plan
Man
Denmark | Luas wilayah £ 43.000 km? (sekitar sepertiga dari
Pulau Jawa) _
National | Regional Spa- | Municipal | Local Plan
Planning | tial Develn p- | Plan
ment Plan e
fehdils Luas wilayah + 42,000 km? {hampir sama dengan
mensl sumatgra BEJ'EI]
National | Province Municipal | Zoning
5‘.“.*':‘“"' Structural Structural | Scheme
Vision Vision Vision

e

(RDTR)

Megara Level Perencanaan
Nasional Kah/ Kota Lokal

Provins

Inggris Luas wilayah + 243,000 km® [hampir setengah dari
Pulau Sumatera)

National Loeal Plan Neighbourhood Devel-
Planning opment Plan/Order
Policy

Frame-

waorl

Hasil amalisis berbapai sumber

Pada contoh beberapa negara diatas, sebagian besar memiliki
tingkatan administratif yang berbeda dengan Indonesia
sehingga Jenis dokumen perencanaannya disesuailan
dengan tingkatan sejenis yang berlaku di negara kita. Pada
dasarnya, substansi yang terdapat pada perencanaan yang
terdapat di negara lain juga tidak berbeda jauh dengan apa
yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia sendiri lebih banyak mengadopsi sistem
perencanaan ruang yang ada di Belanda. Hal ini berkaitan erat
dengan sejarah masa lalu di mana Indonesia pernah dijajah
oleh negera kincir angin tersebur. Beberapa profesional
Belanda yang tinggal di Indonesia turut membantu dalam
menyumbangkan ilmu mereka di bidang perencanaan. Salah
satunya adalah Jacobus Pieter Thijsse, yang mengetuai Bira
Perencanaan Pusat/{Centraal) Planofogisch Bureau — (C) PB
pascakemerdekaan Indonesia. Belanda banyak memberi
pengaruh dalam orientasi perencanaan pada masa itu,
Bahkan rancangan UUPR yang pertama pada tahun 1951
sebagian besar situasinya sesuai dengan situasi di Belanda.
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Pada tahun 1957 setelah penyerahan kedaulatan, Indanesiy
mermutuskan semua hubungan dengan Belanda, dan pars
profesor dan perencana dari luar negeri seperti Amerilg
Serikar, Australia, dan Jerman mulai berdatangan. Hingsa
pada sekitar tahun 1970, para arsitek dan perencam
Indonesia yang berpendidikan di luar negeri kembali pulang
dan memperkenalkan serta menerapkan ide, metodolog,
dan sistem Amerika terhadap perencanaan di Indonesia
perlahan mengubah orientasi perencanaan Belanda, Namun,
tetap tak dipungkiri bahwa Belanda memberi pengaruh
banyak terhadap sistem perencanaan ruang di Indonesia.

Manatg i
Kata melalyi Rencang Detail Tata Ruang (ROTR)
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TANTANGAN
IMPLEMENTASI
RDTR & PZ

- A.Tantangandalam Penyusunan RDTR & PZ
-Ada beberapa hal yang menjadi isu dan tantangan dalam
. proses penyusunan RDTR, di antaranya:

a. Pentingnya RTRW Kabupaten/Kota yang Sah
' Sebagai Salah Satu Input bagi Penyusunan RDTR
& PZ

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, RDTR merupakan
salah satu rencana_rinci yang merupakan penerjemahan
dari pola dan struktur ruang pada RTRVY kabupaten. Materi
teknis RDTR salah satunya memuat penetapan zonasi untuk
mengatur peruntukan lahan pada suatu kawasan. Dengan




lata lain, dalam hal perizinan lokasi, RDTR lebih aplilatif
untule dipakai sebagal acuan.

Sebagai suatu sistem, tanpa adanya RTRVY kabupaten/kota,
yang sah (legal), maka proses penyusunan RDTR ini akan
sulit untuk diwujudkan, Menurut data yang dipublikasikan
oleh Dirjen Penataan Ruang (10 Juli 2014), Kementerian
Pekerjaan Umum, proses legalisasi RTRYY melalui peraturan
daerah pada tingkat provinsi sekitar 75,8%, sedangkan untuk
tingkat kabupaten dan kota secara berturut-turut adalah
sekitar 75,9% dan 82,8%.°

Jika ditelusuri lebih lanjut, masih diternui beberapa kendala
yang dihadapi dalam penyusunan maupun legalisasi RTRVY
kabupaten tersebut. Persoalan terkait pemekaran daerah,
sumber daya manusia (tenaga teknis terampil), pendanaan,
serta status kawasan hutan juga terindikasi menjadi
beberapa penyebab proses penyusunan maupun legalisasi

dokumen perencanaan tata ruang ini memakan waktu yang
tidak sebentar.

Oleh karena it, upaya dalam mendorong percepatan
Penyusunan dan proses legalisasi RTRVW Kabupaten perlu

dikedepankan agar penyusunan RDTR dapat berjalan
sebagaimana mestinya.

b. Ketersediaan Data & Informasi Ketataruangan

D : . .
djm dan informasi merupakan salah satu elemen terpenting
AMPproses penyusunan tata ruangkabupaten.Ketersediaan

data 5
Madm dan akurat akan mempengaruhi tingkat

8 Lihat juga secary 1o

silan mehhli:l'rl;tpr_fngkap data terlait stacus perda RTRYY yang dipubmﬁi'

Mevow pEnatanruAng net!
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kedetailan informasi di dalam dokumen perencanaan.
Perencana tata ruang membutuhkan data yang bervariasi
mulai dari data yang bersifat umum hingga detail dalam
membuat suatu perkiraan kebutuhan atau pengembangan
janglka panjang (Akbar, 2004: 2)°.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran |, Permen PU Mo.
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tara Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota,
salah satu data yang diperiukan dalam penyusunan dokumen
perencanaan ini adalah peta dasar rupa bumi, penguasaan
lahan, penggunaan lahan, peruntukan ruang, pada skala atau
tinglkat leetelitian minimal peta 1:5.000. Akan tetapi dalam
proses implementasinya di lapangan, masih ditemulan
adanya kendala dalam penyediaan data (spasial) dengan
tingkat kedetailan informasi skala |:5.000 ini.

“ Kendala terbesar pemerintah kabupaten/kota adalah
penyediaan peta skala detaif (1:5.000 atau lebit detail).
Lembaga yang berwenang di bidang penyediaan infor-

masi geospasial saat ini belum mampu menye dialan

peta skala detail, khususnya skala 1:5.000 atau |ebih
detail.."

Ir: Daldaria Hanoem, MSe (Kasubdic Bimbingan Teknik Wilzyah 1| A,
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Dacrah Wilayah I, Kemenc-
erian Pelerjaan Umum)dalam kesempatan acara Bimtele (Bimbingan
Tekis) GIS Rencana Ringl di wilayah Kalimanen Utara {Juni, 2014}

sebamimana dikuip dalar:heplfialearaprovesid/

9 Libat juga: Akbar, Roos, 2004, Strategi Pengembangan Basis Data Peren-

canaan Tata Ruang, Bandung: Jurnal Perencanaan Witayah dan e val, |5
Mo.3 Desernber 2004
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Di sisi fain, Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang
mengandung makna satu referensi, satu standar, satu database
dan satu geoportal, diharapkan mampu menjembatani gapy
kebutuhan data yang akurat dan diper{ukan dalam menunjang
penyusunan rencana tata ruang termasuk RDTR.

Peta Skala Besar untuk Mendukung RDTR

- Terkait dengan peta, Hatta Rajasa menuturkan bahwa pe-
nyusunan RTR memer|ukan data dan informasi spasial yang
akurat terutama dalam menyiapkan RDTR dan peraturan

Zonasi yang memerlukan terobosan dalam menyiaplan-
nya “One Map Policy” sebagai gerakan saty peta Indenesia
berawal di tahun 2010 ketika SBY memerintahkan pe-
nyusunan satu peta untuk mendasari semua pelaksanaan
pembangunan, Dalam pelaksanaan “One Map Policy™ salah
sattnya sangat dibutuhkan pengadaan peta skala besar

untuk mendukung RDTR,

(AgunE T dikutip dafamehespelfurswwabslasu i idtheri
1 Alan rianalga idberim-cura) dpem-skala-
bﬁaﬁumenduk_ung-ranmnbdwlﬁm;-::;g-_:aﬁwPEE& i
RD; samping persoalan data Maupun peta, secara umum
: -Tala Pengembangan kapasitas SDM bidang pemetaan
dl i
i secara kualitas maupun luantitas juga merupakan
ntangan dalam proses penyusunan RDTR.®

<. Partisipasi Masyarakat dalam RDTR
Masyarakae memiliki

Perantersendiri dalam pro enatazn
ruang, Peran dan £ s

keterlibatan masyarakat menjadi sangat

=]

e} Sebzpai refaranc

5] t i .

RDTR Mol 5, i 2 Penatan Ruang Percepat Penyusunar
I:erita-bg'pr” Ss'di'[l'e_rlla 28 mEraeri.'http.‘”'l'\"EFdhaPu|'3_F|E|-|ataa|'|,ruang.l'lE‘|:lr
sig : _Penma"""-'a”E'PE"EEPGt'penﬁ|sunanard1:r-rnﬂh|ﬂi'
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penting karena proses penataan ruang sendiri bukanlah

kegiatan yang hanya dilakukan di studie atau ruang kerja
perencana (planner). UUPR No. 26 Tahun 2007, pada Pasal
65 ayat | menyebutlan bahwa penyelenggaraan penataan
ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatian peran
masyarakat, dimana peran masyarakat ini, lebih lanjut
dibahas pada ayat 2, dilakulan antara lain melalul: partisipasi
dalam penyusunan RTR, pemanfaatan ruang, dan partisipasi
dalam pengendalian pemanfaatan ruang,

Di samping dalam UUPR Mo, 26 Tahun 2007 tersebut,
peranan masyarakat juga kembali disebutkan pada Lampiran
I (Bab I'V),Permen PU No.20/PRT/M/201 | tentang Pedoman
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota,
juga membahas mengenai pelibatan peran masyarakat dalam
penyusunan RDTR dan PZ (dibahas pada bab selanjutnya).

Sejauh ini, beberapa daerah setidaknya sudah melibatian
masyarakat dalam proses penataan ruang, seperti halnya yang
dilakukan dalam RDTR tingkat kelurahan pada DK |akarta.
Seluruh masukan atau aspirasi masyaralkat diunggah melalui
situs www.sosialisasirderjakarta.com sehingga semua pihak
dapat memantau seluruh proses penyusunannya. Dengan
pendekatan partisipatif, diharapkan penyusunan produk
perencanaan tata ruang (termasuk RDTR) menjadi lebih
komprehensif dan tepat sasaran.

Akan tetapi, jika kita berbicara mengenai pendekatan
partisipatif ini, tidaklah lengkap Jila kita belum mengenal

beberapa jenis atau tipe dalam proses penyelenggaraannya.

Menurut Deshler dan Sock (1985), secara garis besar
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ta

terdapat 3 tipe partisipasi, yaitu: partisipasi teknis (technicy
Pmﬁdpﬂﬂ'nn]. partisipasi semu (pseudo participaﬁnn}, dan
partisipasi politis atau partisipasi asli (genuine participation),!
Mengutip pengertian yang dikemukakan dalam mody|
pembangunan partisipatif oleh PNPM Mandiri Perkotaan,
ketiga tipe partisipasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Partisipasi
Teknis =

Partlsipasi asli
{Partisipasi o
palitls)

Partisipas|
Semu

Diokh dari Magy) 1

f—
I Libg Iz Dieshler

F;\I'Hl:lpnﬂqn:h EDI’I
QFI?'IFEITH.‘Q:I[ af Ed“

Menatg Kota Mmataly)

™ sKetarlibatan

Garmbar [2 Tipe Partisipasi

masyarakat dalam
pengldentitikasian masalah, pengumpulan
data, analisis data, dan pelaksanaan kegiatan,
Pengembangan partisipasi dalam  hal Inl
adalah  sebuah taktlk untuk melibatkan
masyarakat dalam kegiatan-keglatan praktis
dalam konteks pengembangan masyarakar.

*keterlibatan masyarakat di dalam proses
perubahan dengan melakukan refleksi kritis
dan akst yang meliputi dimensi politis
ekonemls, llmish, dan idealogis, secara
bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam
Ini_adalah pengembangan kekuasaan dan
kontro| lebih besar techadap suaku situas]
melaluj peringkatan kemampuan masyarakat
dalam melakukan pilihan kegiatan dan
berotonomt.

*Partisipasi politis yang digunakan orang luar
atau kelompok dominan (elite masyarakat)
untuk kepentingannya sendiri, sedangkan
masyarakat hanya sekedar objek

.

embangunan Partisipatii aleh PNEM Mandin Perkataat

D, dan D Sock. | 98s, Cemmunity Development

cﬂ.lt review of the international Literature, Mew
Catiar, Carnal| University,

Rencana Detal Tata Ruang (ROTR)

York

Pada modul pembangunan partisipatif ini juga disebutkan
bahwa pola hubungan kekuasaan {kontrol) antara pihak

luar dengan masyarakat serta perlakuan terhadap
masyarakat dapat dijelaskan sebapai berilcut:
Tabel T Tipelogi Partisipasi
Pola hubungan kekuasaan - :
oo | (konwol) antara pihak fuar | Perfakuan ierhadap
pas dengan masyarakat e
Pirtisipasi DOMESTIKAS] 11, REKAYASA SOSIAL
aermu alti pendekatan
Kontral sepenuhaya alek il
‘orang luar’ dan kelompok yang menduduklean
masyarakat sebagai

daminan (elize masyarakar)
untuk kepentingan
mereka, hisa saja
prosesnyd partisipatif atau
menggunakan partisipasi
rokis

objek pembangunan
dan dimanipulasi agar
£esuai dengan harapani
program yang telah
dirumuskzn oleh
pengambil keputusan

PEMBER|AR TERAPI
yaity pendekamn
yang mandudikdean
masyarakat sebagal
plhal yang Tidalk tahu
apa-apa (orang sakit)
dan harus dipercayz
terhadap apa yang
diputaskan alzh
pemerinth (doktar)

PEMBERIAR
[WFORMAS]

yaitl pendekacan
pambangunan dengan
pemberian infarmasi
abéan apa yang akan
dilaleukan oleh
pemarintah seperti
pemasyarakatan
aragram, dan lain-lain.
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Perlakuan tarh

ASISTEMSI

{paternalisme), esensi sama
dengan domestikas!

KOMSLILTAS]

yaitu pendekatan
permbangunan

dengan memberikan
ketempatan kepada
masyarakar untul
berkonsulusi mengenai
apa yang akan difaleukan
oleh pemerintah

di lelasi yang
bersanglkutan,

2:

MEMENARNGEAN
yaitl. pendelaran
pembangunan dengan
misalnya merekrue
tokoh-tokoh
miasyarakat Lnil
dudule dalar panicia
pembangunan sebagai
upAYE MEenenteramkan
masyarakar, tetapi
keputusan tetap di
wngan pemerintzh.

Partisipasi Asl

——— | MOmunitas berkembang
TWnitas berkembang

KERJA SAMA

Masyarakat rerlibat datam
kmh:rl‘uhan proses
Program yang bersifat
bottam-ups kancrol dibagi
angara arang luar d‘El'IEHFI
Masyz rakar; manfaar

| Bragram untuk masyarakic.

FEMITRAAN

Kebuasaan (kontral)
diwallilan (partsipasi belum
rmenfadi buelaya df tingkat
kamumnicas)

e

PEMBERDAYAAN

Masyarakat sebagmi
[I’Ei'lEElﬂ!a program
=epenuhnys: muncu|
kesadaran krits:
demokratisasi; solidarias
dan kepernimpiran

Masyarakat; partisipasi

Kontrol diberikan kepada
masyarakat

|

Modu| i
I Pembangunan Partislpatlf oleh PMEM Mandiri Perkataan

Wenata Kota majaiy; Rencana Detajl Tat Ruang (RDTR)

Dengan demikian, jika kita kembali ke pembahasan partisipasi
masyarakat dalam RDTR. , maka secara umum pesan yang
dapat kita ambil adalah bahwa pendekatan partisipatif yang
digunakan dalam proses penyusunan RDTR perlu dicermati
secara bijal¢ agar tujuan yang akan dicapai dapat berjalan
sebagaimana mestinya serta sesuai dengan harapan semua
pemanglku kepentingar.

Secara khusus, beberapa poin yang perlu dijadikan catatan
bersama perihal partisipasi masyarakat dalam RDTR ini di
antaranya:

Proses penyusunan RDTR merupakan proses
lkonsultasi publik, sehingga keterlibatan semua
pemanglu kepentingan secarz inklusif sangat di-
periukan.

Masyarakat perlu diberi pemahaman secara intensif
tentang hal ini, agar kesan bahwa proses ini hanya
diperuntukan untuk kalangan tertentu, dapat hilang dari
pemikiran mereka.

Semua pemanghku kepentingan termasuk ma-
syarakat, perlu memahami terlebih dahuiu sub-
stansi RDTR secara menyeluruh, sebelum proses
diskusi ataupun proses penjaringan aspirasi di-
lalaukan.

Dalam hal ini, peran fasilitator ataupun pemerintah
daerah diperlukan dalam “knowledge transfer” kepada
semua pemangku kepentingan. Stakeholder perlu
memahami secara menyeluruh makna yang terkandung
di dalam RDTR baik yang termuat dalam substansi kajian
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teknis (muatan aspasial) dan variansi warna blok pads
peta rencana detail di dalamnya (muatan spasial). Hal fnj
dimaksudkan agar semua stakeholder dapat turut serta
secara aktf dalam menyampaikan aspirasinya dengan
mempertimbangkan arah pengembangan wilayah dj
RTRW kabupaten/kota, dan selanjutnya menuangkan
harapan mereka tersebut ke dalam rencana rinci yang
lebih detail.

. Penjaringan aspirasi sebailmya tidak dipandang

sebagai proses pengumpulan data primer sema-
ta.

Proses penjaringan aspirasi masyarakat sebaiknya tidak
dilakukan dalam konteks atau agenda pencarian data
primer semata, melainkan proses ini perlu didudukkan
sebagai suatu proses konsultasi publik. Hal ini berarti,
aspirasi masyarakat tidak hanya sekadar ditampung
terlebih dahulu tanpa mereka mengetahui apakah
nantinya aspirasi tersebut dapat diimplentasikan atau
tidak. Oleh karena itu, proses konsultasi timbal balik
(feed back) melafui dialog kebijakan secara intensif
dan komunikatif perly dilakulan agar tidak terjadi
kesalahpahaman antarpihale,

Menata Kota melalyi Rencana Detall Tat Ruang (RDTR}

B. Tantangan RDTR & PZ dalam Menjawab
BAgenda Global

a. Kota Hijau (Green City)

Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan iklim
merupalan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat
di seluruh belahan bumi inf. Fenomena ini mengakibatkan
datangnya bencana demi bencana yang mengharuskan
semua pihak perlu bertindak bijak terhadap bumi. Sebagai
respans dalam mengantisipasi dampak pemanasan global
dan perubahan iklim tersebut, berbagai keta di dunia
menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan,
salah satunya melalui gagasan kota hijau,

Gagasan kansep kota hijau (green city) muncul pertama kali
dalam pertemuan para walikota dari berbagai negara, di
San Fransisco Amerika Serikat pada Hari Lingkungan Hidup
Sedunia (World Environment Day) tahun 2005. Pertemuan
tersebut di antaranya melahirkan kesepakatan bersama
dalam mewujudkan pengembangan kota dengan konsep
“kota hijau”.”Kota hijau adalah kota yang sehat secara
ekologis, yang berarti kota tersebut memanfaatkan secara
efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi
limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin
kesehatan linglungan, dan menyinergikan lingkungan alami
dan buatan (Ernawi, 2012).52

— —
12 Baca |ugs: heepstfwwwun.argiMewsiPrass/docs/ 2005 unep285.doc hum

13 Dikutip dari I Imam 5. Ernawl, MCH, M.Sc dalam Sekapur Sirib Bulecin
Tata Ruang, BIKPRIM. 2012, Geralan Kot Hijgu,
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Di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dalam mewujudkan gagasan kota hijau
adalah melalui Program Pengembangan Kota Hijau (F2KHj),
P2KH merupakan inisiatif langkah untuk mewujudkan kota
hijau secara inklusif dan komprehensif melalui perwujudan
B {delapan] atributnya.

Dalam atribut kota hijau, jelas bahwa tata ruang merupakan
salah satu elemen yang penting dalam mewujudkan gagasan
kota hijau. Pada dasarnya, UU No, 26 Tahun 2007 tentang
Fenatazn Ruang (Pasal 29 ayat |-3), juga telah mengatur
perihal ruang terbuka hijau (green open space) ini.

Gambar 13 Atribut Kota Hijau

Fandian Pelaksanaan Program Pengemiangan Kota Hijau (F2KH), 2011

70 Menata Kota malalyi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

I} Ruang cerbulca hijau sebagaimana dimalsud dafam Pasal 28 hur
o erdir dar ruang terbul hiau publl dan rang terbuta

2) Proporsi ruang terbulea hijau pada wilayah ket paling = i
ik : . h kot paling sedikic
(tga puluhy persen darj luzs wilayah kota. el it
3) Proporsi ruang terbuka hijau publilc pada wikyah kata
Proporsi ruang te p _ h kata
sedikle 20 {dua puluh) persen dari luas wilayah kora. e
UL Now. 26 Tahun 2007 tentng Penatasn Ruang, Pasal 29)

Penerapan gagasan kota hijau bisa diterapkan pada level
ROTR bahkan sampai pada RTBL. Dalam level RDTR
misalnya, kontribusi dalam mewujudkan gagasan kota hijau
di antaranya dapat dilakukan dengan mendukung capaian
lawasan RTH dengan proporsi minimal sebesar 30%
darl wilayah kota (green open space) ataupun pelibatan
masyarakat secara aktif dalam penyusunan RDTR yang juga
respensif terhadap isu lingkungan (green community). Dalam
level RTBL, rancangan kawasan yang mendukung penerapan
konsep bangunan hijau, dan infrascrukcur pendulkungnya
seperti pemakaian air dan energi, serta pengolahan limbah
yang ramah lingkungan (zero waste), juga akan sangat berarti
dalam penerapan gagasan kota hijau.
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Saatini,ada beberapa contoh pendekatan konsep desain yang
sejalan dengan gagasan keta hijau ini, salah satu di antarany?
adalah konsep Smart Cities. Smart Cities didefinisikan sebagal
kota yang menggunakan teknologi informasi dan kornunikasi
untuk  membuat infrastruktur, komponen, dan utilitas
penting di dalamnya lebih interaktif, efisien, dan membuat
warga lebih sadar alan periggunaanya (diadaptasi dari THe
Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG,

Menata Kata melajyi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR}

—_— .

2012)'. Konsep Smart City pada hakilatnya menempatkan
kota sebagai sebuah ekosistem dari banyak subsistem
untuk saling terinterkoneksi dan mendukung sehingga kota
tersebut tetap berkelanjutan (Santeso, 2014)." Menurut
Budi Santoso (2014), ada enam kemponen utama atau
subsistem dalam Smart Cities, yaitu:'®

I energi terbarukan dan efisiensi energi (sejalan dengan
atribut green energy, kota hijau)

2. pengelolaan air bersih dan fimbah (sejalan dengan
atribut green water dan green waste, kota hijau)

3. transportasi dan logistik hijau (sejalan dengan atribut
green transportation)

4. produk dan jasa yang ramah lingkungan, gedung, dan in-
terior hijau (sejalan dengan atribut green building, kota
hijau)

5. teknologi informasi dan komunikasi (ICT) hijau.

6. beberapa negara di belahan dunia sudah mulai mener-
apkan konsep ini, misalnya: Melbourne, Australia, dan
Amsterdam Smart City (ASC), Belanda.

—_—
14 Adaprasi dar| presentasi Smart Cltles Study: Incernational Study on The

Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities. dipublikasikan aleh

The Cammittee of Digital and Knowledge-Based Cities of UCLG, 2012
I5 Dikutip darl Budi Santaso (Anpgora Federasi Pembangunan Perkotaan

Indenesia, Lembaga Inisiator Smart Cloy Awards Indanesia). 20 14, Mimpi

Wujudkan "Smart City”. diakses dari: hrtgiibudisansbiog blogspoteom.
|6 Dikutip dari Budi Santoso, ibid.
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Gambar 15 Centoh Penerapan Smart City

Smart City, Bandung Jadi Kota Livable &
Lovable

«.Adapun konsep smart city yang telah diteraplan di Bandung
adalah menyediakan spot wifi i 5.000 tempat yang tersebar
di hampir seluruh pelosok kota Bandung. Tidak hanya itu,
area publilc di Bandung saat ini dilengkapi banyak celevisi
yang dilenglapi akses internet.

“Ini saya pasang uneuk menyediakan akses informasi. Baca ko-
ran online dan sebagainya. Karena masyarakat Bandung malas
membaca koran,” jelashya.

Arstarebarn Seicire Gity G T::Fﬂk tanya o area Plf!il'ilff- Rde;EJ lmuga memasang akses wifi
http:ffamsterdamsmarteintcom I pI[‘JSEt {Cﬂﬁgal‘ﬁaan- nl saya N agar crang mau ke
miasid", ujarnya,

Tidale harya alkses internet, konsep smart city dia coba
terapkan pada berbagai sektor, Seperd masyarakat Bandung
memiliki sejenis jurnalisme warga yang disebuc Lapor
Fungsinya, warga dapat saling berbagi informasi. Selain dari
sektar teknologi, Ridwan juga mengaplikasikan lonsep smort
city ini pada bidang kebudayaan.. {nia)

thetpiikarnpus.akezane cam. November 2013}

City dashboard dar Lirban Activity Monitar di Melbourne, Australia
hurg:tivrwwcityofsaund.comiblog/201 | /0®/melbourne-smart-cicy-c40.html Semua konsep rancangan yang mendukung gagasan kota

hijau tersebut, pada dasarnya baik untuk diterapkan dalam
Perencanaan lkota di Indonesia. Namun, yang perlu menjadi
catatan bagl kita semua adalah gagasan kota hijau perlu
didukung oleh beberapa hal seperti di antaranya:

Di Indonesia, beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung
tengah berbenah diri menuju smart city.

|l inisiatif dan kemitmen dari para pemimpin kota dalam
menerapkan gagasan kota hijau;
Ujung tombak keberhasilan penerapan gagasan kota
hijau terletal pada inisiatif dan kemitmen kepala daerah
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dalam menjalankan dan memastikan keberlanjutay
program ini di masa yang akan datang.

2. keterlibatan dan kerja sama semua pihal;

Pemimpin kota perlu bekerja sama dengan semug
pemangku lkepentingan pembangunan seperti pelaku
usaha dan masyarakat dalam menyelaraskan kepentingan

dan tujuan yang terkandung dalam gagasan kota hijau ini.

3. kesiapan model pembiayaan program dan kegiatan,

Penerapan pagasan kota hijau perlu didukung dengan
kapasitas pendanaan yang memadai. Oleh karena itu,
skema pembiayaan investasi program dan kegiatan
yang mendukung gagasan lkota hijau ini perlu dibentuk
dan tidak hanya bergantung pada model pembiayaan
yang keonvensional (APBN/APBD). Skema pembiayaan
seperti di antaranya kerja sama Public Private Partnership,
Foreign Direct Investment, Specific Purposed Bonds, dan
C3R perlu juga menjadi pertimbangan alternatif sumber
pembiayaan program dan kegjatan.

b. Agenda MDGs: KotaTanpa Kumuh, 2020

Kota sebagai salah saty pusat pertumbuhan pada suatu
negara, memiliki daya tarik ekonomi tersendiri terutama
dala_m memberilcan peluang penghidupan bagi masyarakat
sehingga tidalk heran apabila jumlah maupun proporsi

P&”dUd'-'_k perkotaan di Indonesia cenderung meningkat
pada setiap kurun waley,

Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Gambar |6 Perkembangan Propersi Penduduk Perkotaan Indonesia
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Perkermnbangan jumlah penduduk kota yang tidak terkendali
menyebabkan daya dukung kota semakin melemah dalam
memfasilitasi  kebutuhan warganya, termasulk dalam
penyediaan permukiman yang layak. Oleh karena itu, tidak
heran jika kita masih melihat adanya kantong-kantong
kumuh di beberapa penjuru kota.

Tujuan Pembangunan Milenium atau disebut  Millenium
Development Goals (MDGs) yang dicananglkan oleh PBB
menargetkan perbaikan kehidupan |00 juta penghuni
permukiman kumuh pada tahun 2020 (Target 7.D). Secara
urmurm, definisi operasional kumuh, telah direkomendasikan
(oleh United Nations Expert Group Meeting) dalam
pertemuan yang diselenggarakan di Nairobi dari tanggal
28 sampai 30 Oktober 2002, dimana secara internasional
kumuh didefinisikan sebagai area yang memiliki indikator di
antaranya:'?

|7 Dikeutip dalam M- Habicat, 2003, The Challenge of Slums: flohal Report
on Hurman Settlemants,
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|, ketidakcukupan suplai air minum;
2. ketidakcukupan sanitasi dan infrastrulctur Pendukung
lainnya;
3. strukeur kualitas perumahan yang rendah;
kepadatan yang berlebihan (overcrowding);
5. ketidakpastian status lokasi bermukim (insecure residen.
tial status).
Di Indonesia, penanganan kumuh telah diamanahkan dalam
UU Ne. | Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman. Pada UU ini, Pasal | angka 13, dijelaskan bahwa
pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangun:in serta sarana
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Gambar |7 Pemukiman Humub
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ebih lanjut dibahas dalam UU jnj, pada Pasal 98 dijelaskan
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Wa|lb memenuhi pPersyaratan:

I kesesya
an dengan renc :
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Fencana tacy Fuang wil g ya

: dyah provinsi, dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/ kota;
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2. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan
lingleungan;

3. lkondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum
yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan
penghuni;

4. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
5. kualitas bangunan;
6. kondisi sosial ekanomi masyarakat setempat.
Di samping itu, UU No. | Tahun 2011 tersebut juga
menjelaskan bahwa upaya penanganan pemukiman dan
perumahan kumuh ditekankan pada upaya pencegahan
danupaya peninglatan kualitas terhadap perumahan
dan pemukiman kumuh. Penjabaran masing-masing pola
penanganan dalam kedua konteks upaya tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8 Pola Penanganan dalam Kontels Upaya Peninghatan Kualitas
dan Pencegahan Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Mo Lipaya Fali Fenanganan Raeterirnigan
| | Pencegahan | Pengawasan dan dilakikan atas kesesualzn
pengendallan terhadap perizinan, standar
relnis, dan kefaikan fungs|
melzlui pemerilsaan secara
barkaly sesual dengan
kecentuan peraturan
perundzng-undangan,
Pemberdayaan dilzliukan terhadap
Masyarakac pemangku kepentingan

bidang perumakan dan
kawasan penukiman melalui
pendampingat dan pelayanan
informasi,
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o] Upan Pola Penanganan Keterangan
2 | Paninglatan | Pemugaran dilakulan uneul perbailan
Kialitas danfacau pembangunan

kembali, perumahan dan
pemukiman merjadi
perumahan dan pemitkiman
yang layal humni.

dilakukan untuk mewisjudian |
kondisi rumah, perumahan,
pemukiman, dan linglkungar
hunian yang lebih baik guna
melindungi keselarmatan dan
keamanatr penghuni dan
masyarakat sekitar:

Peremajazn

Pesmukiman Keambali difzkilkan dengan

rnemindahlan rmasyaralar

terdampalc dari lokasi yang
tidale runghkin dibanguin
kembali karena tidak sesuai
dengan rencana @ ruang
danfatay rawan bencana
serta dapat mepimbulkan
bahaya bagl barang ataupun

Dalam konteks pencegahan, penyusunan RDTR diharapkan
marpu  diselesaikan secara cepat dan rinc dalam
mendefinisikan pola ruang dan aturan pemanfaatannya
melalui peraturan zonasi, Hal ini bertujuan agar tidak ada
lagi unsur pembiaran munculnya lantong kumuh karena
belum adanya kepastian secara rinci tentang aturan pola
pemarfaatan ruang di suatu kawasan. Contoh Muatan
RDTR tentang aturan pemanfaatan ruang dalam konteks
penanganan kawasan pemukiman dan perumahan kumuh
dapat dilihat pada tabel berilut.

Tabal 9 Canteh Muatan ROTR dalam Konteks Penanganzn Perumahan
dan Kawasan Pemukiman Kumuh

H dﬂlnﬂkamr PEP:"MEEEH Contoh Muztan RDTR, Terlaic Awran
g sunEprsn Temuipan Pemsnfaatzn Ruarg

orang.

Diolah can diringkas darf UL Ma, | Tahun 201 | Pasal 95 .97, 98,99, 100, 101, dan 102

Lantas, bagaimana RDTR mampu berkentribusi dalam
mencapai target agenda global ini? Dalam konteks upaya
peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan kumuh,
tentu hal tersebut terkair dengan komitmen letaatan dalam
m_enjarankan kebijakan pola dan strukeur ruang yang telah
disusun {sejalan dengan pola penanganan permukiman
kfembali). Namun tentunya, proses penertiban ini juga perid
dilakulcan dengan proses d

agar diperoleh winwin
(4F

ialog dan musyawarah dua arah
il el solution antara penghuni kawasan
UN dan pihak pemerintah sebagai regulator.

e
n2l3 Kota melalyi Rencana Detajf Tala Ruang (RDTR)

BDTR schagai rencina rinci tUrdnan
dari RTRWW leblkota perly  segers
mendefinisikan  rencana pola ruang
kesesuzian depgan rencana | (zonieg  map)  sccara jelas.  Dengan

I tata ruang wilsyah (nasional | pendefinisian zonz s2cara rinci dan jelas,
| provinsi kabupaten/leona) mzha diharapkan tdals ada lzgi ruang-

ruang yang tdak jelas peruntukannya
| yang memunghkinkan timbulrya kawasan

[eupnuh.

| Ketentoan  intensicis  pamanfaatan
ruarg dimara di dalammya mengacur
5 | Tingkat keteraturan dan fci antaranya petihal Koefisien Wilzyzh

| kepadatan bangurian Terbangun (KWWT) maksimum, kepadatan
bangunan atau unit maksimum ataupun

| kepadatan pendudul maksimal.
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Indikater Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
Kumuh O :

e
Canteh Muatan RDTR Terkait Aturan
Pemanfaatan Ruang

Kualicas Bangunan

[Kezentuan @ banginan dimana - salzh
saty  komponen  minimaliya  adalh
ampilan  bangunan  yang ditetapkan
dengan  mempertimbangkan  warma
bangunan, bahan bangunan, tekstye
banguran, muka bangunan, gaya bangunan,
keindzhan bangunan, serta keserasian
bangunan dengan fingkungan sekitarnya,

Kepadatan bangunan atau unit maksimun
ditetapkan dengan mempertmbanglkar
faktor keseHatan {ketersediaan air bersih,
sanitasi, sampah, cahays mahar, alican
Udara, dan ruang antarbangunan).

Ketertuan  cerkaic  rencana jaringan
Prasarana (sepertd jaringan air minum,
drainase, air limbzah), Hal tentLnya
jugr  mempertimbanglkan  lkesesuaian
kawasan pemukiman atau perumahan

kumuh dengan peruntukan/rencana pala
ruanginya,

- kondisi  dan kusfitas
prasarana, aranz, dan
utilitas UM Yang
mementhi pErsyEratan
dan tidak  membahayakan

JEghuni"‘

Ciiolah dari Lam

Rencana D

(%} Indikoor diombi don

pirzn Permen PU Ma, 200PRT 4201 | rencang Pedoman Penyusunan
=Tz Ruang dan Peranran Zonasi Kabugaten!fom LU Mo | Tahyn 201 |

tentang Perumahan dan Kawasan Pemuklman

<. Resilient City

Masyarakat keta saat ini
terlait keamanan fingleu
kota rentan terhadap a

_-___-_-——__
18 Jika merujuk pad d
Group Mecting), indika

efinisi o

| pensekatan informasi yong ada dalam Posal 98, UU Mo, |
Tahim 2011 sentang Perumalian dag Permiskimmin

n gonfutou definki operasional kumal,
ited Mations Expers Group Mesting pada

BngEorakan of Molahi dari tanggel 28 sampal 30 Okiober 2002

tengah dihadaplean pada persoalan
ngan. Tidak bisa kita punglkiri bahwa
ncaman bencana, termasuk bencana

perasional kumuh (United Mations Expert

r Tor ini dikhususkan pada letidakeuky uplai alr
. pan suplal
MInUm, sanitasi, dan ifrastruleyr pendukung lainny
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alam sebagai dampak dari perubahan iklim dan semakin
berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.
Menyadari semakin besarnya risiko bencana terhadap
kota-kota di dunia, para ahli mulai mencetuskan gagasan
tentang perencanaan dan perancangan kota yang siap dalam
menghadapi berbagai jenis bencana, salah satunya adalah
lkonsep resilient city.

Penggunaan terminologi resilience sendiri pada dasarnya
bermula pada keilmuan ekologi pada tahun 1973, kemudian
mulai ditransfer ke berbagai bidang dan dispilin ilmu seperti
iimu ekonomi, kesehatan/psikologi, keruangan, komunitas,
dan lain sebagainya (Hr 2012)"". Menurut Grotberg
(1999), resiliensi diartikan sebagai kapasitas individu
untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, dan tetap
melakukan perubahan sehubungan dengan ujian yang
dialarni?”,

Definisi lain yang dikemukakan oleh B. Walker et al.
(2004), menyebutkan bahwa resilience adalah |-:Em&r|‘fpuan
sistemn untulk menyerap gangguan dan mereorganisasi saat
menjalani perubahan sehingga masih tetap berada pada
fungsi, strulecur, identitas, dan feedbacks yang sama:_secara
esensial.2! Dalam konteks penataan ruang kota, resilient Icuzy
adalah sebuah kota yang telah mengembanglkan kapasitas

19 Baca juzm Hr, Muhammad Rezki. 2002, Kansep [ndikacor, dan Strgaf !
Mewujudican Resilient City. Studi Kasus: Landon dan‘f&rusa_.lﬁr?‘; -r|ia :-:.—.—. |
mEI.ﬂuI:h:l:p:.".l'muhamrnadrezkihr.hlngspm.mm&ﬂ!l’m"mu i " Ntﬂyw

20 Baca: Grotberg, EH. |999. Tapping aur Inner Serengeh. Oaldane:
Harbinger Publization, Ine, o

21 Baca jugasvvalker, B., C.5. Holling. 5. R, CarpFntea'. _am:l A, :{m'IIE[:ni:}ng
Resilience, adaptability and transformability in SI?I:IaF—EEb :I:-gl:z ndymde#
Ecology and Saciery 5(2): 5. [onling] URL: hetp: /v ecalogya ;
orgvalMiss2arts!
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untuk membantu menyerap goncangan di masa depan ds,

tekanannya terhadap sistem sosial, ekonomi, dan tejp N Indilator Perjefasan
serta infrastruktur agar tetap dapat mempertahanka, it i Pl Kemampuan untuk mengatur dan
secara esensial fungsi, struktur, sistem dan identitas yang 8 [Respansiveness) mé?;ﬁ%:'f g
sama (Working Deﬁ”mn”* RESflentht}f.ﬂrg}_ o Belafar dipandang sebagai suats
o T - roses zosial dan hasil van
Tabel 10 Acribut Resilient City Kapasitas pembelajaran Eicapai melalui saling b;ahaggj
- dan pluralismea pengetihuan dan pengalaman yans
Mo Indilator Penjefasan 7 pengetahuan ksslaboratif, Pengakian dar nilai
Suat kata mampunyai sum e (L=arning cabacity and 3alant: lgfﬂﬁam:;r PI'I!ﬂEEmhuan
L g knowleder Bluralism iri beberapa aleoar: imuwan
Redundansi dan sumber altermatf, subsmr.ern, e ol al) formal terlztih, pembuag kebijakan,
keheragaman SRS DEStEIN SLay aTeALe ] A manajer, dan akar FUMpUL
fﬂﬂdﬂfﬂdﬂﬂ! and dlfpersel] rnampu mEm-l‘.':'chup SAtU Sama. B E—— T —
Lﬂ;:l dﬂl:. T':“'!"Ekﬂdﬂan S da Silva et al {2012y, Holling (2001}, Armizge {2008), Folke et al (2005} dalam ARLIE
L | ruh sistem 201 2, Visions sf 0 Resilenr Sy,
S Kemampuan tntuk mengubah dan
2 ssibilitas mengadopsi stracegl alternarif di o - i 2012
(Fexitiliny} depan tekanan eksternal, Beberapa The Resilience Alliance (2011) dalam Valentina | )
e jalur tindakan, menyebutkan bahwa terdapat 6 kunci pembentuk sebuah
Kegagalan yang aman Sistem divancang untuk ili ity di ;
: ; - resifient city di antaranya:
3 I?:CII:'?II:‘.JI' tidak berisileo (Safe | menghindari bencana kegagalan ¥ }f . )
e LI (eatastrophic failure). I. Resilience Building, yakni pembangunan fisik yang di-
FETE"“’““ g‘ang interaktif dan integrasikan dengan rencana pembangunan keta dengan
melibatican hubungan yang saling AT :
4 hieractie cnd misfove ﬁ!:Ernpenguruhl antara duaflebih kriteria teknis dan target tertentu.
: level | aktor dengan berbagail kepentingzn “ -
{ekonomi, lingkungan, sesial), 2. Assessments, yaitu dibutuhlcan dalam merumuskan ben-
dimensi strukeural dan tingkat tuk kerentanan suatu wilayah hingga analisis cost-benefit
P— {tokal, nasional, & internasicnal).

- i ilakukan.
Jaringan pemangky kepentingan dari upaya mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan

(octor] rfjfskﬂla yang dikarapien 3. Planning, yaitu kegiatan perencanaan menjadi penting
memainian peran dalam ' s i
. ﬁ'“r’l‘;h: d;}_ra dan keordinasi yang lebih baik dan dalarm merumuskan kebijakan yang memihak pada upaya
el fmgriz;"“m'l"‘ﬂR _I‘:Fenwbilisasj aset (misalnyz crAng mitigasi terhadap kerentanan tertentu, Bagaimana kora
Infermasi, kevangzn, teknologi). i =
Kapasias unrule hertindak dan yang tahan bencana ITIE:I'IgE|DiE pembangunan infrastrule:
mermvisualisasikan masalah, i ingga bagaimana perencanaan
e L b . tur mereka dengan bijak hingga bag St
— land use ideal di kawasan tersebut menjadi hal-hal yang
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4. Implementation, yaitu pascaproses prediksi dan peren-
canaan, implementasi dari seluruh kebijakan yang disu-
sun serta keberhasilan dalam pembangunan komunitas
menjadi kunci utama terciptanya suatu kota yang tahan
terhadap ancaman bencana alam,

5. Finance, yakni pentingnya keputusan finansial dan ke-

mampuan berinvestasi dalam menciptakan kota siaga \ ; i
bencana,

MhmEdJ.l‘wagh BiaGvarter and South EnstWedee Parkiond Edihurgh, UK _
http:ﬁmzn:hmnntandscienn&lhragspgt.mm'lﬂ_f‘!-'D!;'drzf:-wm:mrpran-fargedmhurgh_.'
6. Government, yaitu dalam hal ini pemerintah berfungsi heeel
sebagai penanggung jawab terwujudnya disaster resilient
city yang dilakukan melalui local action,

Tabel || Fokus Sektor Resilient City Kata-Koea di Dunia

No | Fokus Sekeor Kota yang menerapkan
Energy a0 Paulo, Shanghai, Edinburgh,
Lagos, Lusaka
Transport Delhi, Dhaka, Sao Paula, Curitiba,
Edinburgh

Food Security Oaxaca, Delhi, Dhaka, Lusalka
Disoster Response | Dhala, Shan ghai, Lagos, Istanbul
Urban Plamning | Delhy, Curitiba, Edinburgh, Shanghai
Curitiba, Sac Paulo; Delhi

EEuR
£

-}E”aﬁth Taea Ruang Kot Curritiba, Soruletur ko yang linier yang dignIJnakan unCisk prrnghermatan
i energi dengan mengurangi waktu p.e..'lz. anart. ;
Water Edinburgh, Lusaka IPPUCIBanco de Dados (Dokumen Rencana Keta Curritila) dalam Zefi Mandala, ciaks
Mﬂm ses melzlui heepefzefimandalawordpress.com/pagafl!
| ' : | RDTR ataupun
Dialat dari ARUR 201, Visigns of ¢ Resifiens Cily Dalam rencana rinci tata ruang lota sepert P

RTBL, gagasan resifient city diharapkan dapat terwujud
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melalui kunci pembentuknya (sebagaimana dijelaslan di
atas) yaitu resilience building dan planning.
Tabel 12 Contoh Muatan ROTR dalam Konteks Resifien: City

Ma | Kund Pembentuk Contoh Muatan RDTR Sebagai
Resilient City Respon Terhadap Konsep Resilient
City

| | Resilience Building Ketentuan Tata Bangunan

dimana salah satu kemponen
minimalnya adalah tampilan
bangunan yang ditetaplkan
dengan mempertimbangkan
bahan bangunan, serta keserasian
bangunan dengan lingkungan
sekitarnya.

Dalam hal ini, aspek keamanan PART I SI PASI STAKE H O I. D ER

terutama penguatan terhadap

ancaman bahaya juga perlu menjadi D A L A M

salah satu baglan dari muatan RAA N
Pengaturan yang divtamakan, :

2 | Planning Pengaturan Zonasi: P E N Y E I_ E N G G A

Pengaturan terkait pembatasan R D T R & Pz

terhadap penggunaan/pemanfaatan
area atau Tona yang dinilai
berbahaya (hazard).

Ketentuan terkait rencana
jaringan prasarana;

Dimana dalam hal ini aspek
PENgUatan prasarana terhadap
ancaman bahaya juga perlu menjadi
salah saty bagian dari muatan
-___-______________J Pengaturan yang diutamakan. |
':;':r'liuhiagéaﬁimn FermenPll No, 20/PRT/M ;201 | tenzig Pedoiman Penyiisunan
2011 laenmn;;:r:r:;{mng 5&n Peratirzn Fanasi Kabupzoen/Koe UL Me. | ?EI"”"_

"N din Kawacan Permukiiman sorta baberapa liceratir sepert
Gadschalle [19%] 136 dalam Kaiser ez, {1995}
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PARTISIPASI
STAKEHOLDER DALAM
PERWUJUDAN

RDTR & PZ

A. Konsepsi Partisipasi Masyarakat dalam
Penataan Ruang

Semakin kompleksnya permasalahan perkotaan dan wilayah
di Indonesia saat ini mulai menjadilan tata ruang sebagai
kambing hitam yang menarik untuk ditampilkan di bawah
lampu sorot di atas panggung media. Pertanyaannya,
Permasalahan tata ruangnya ada pada tataran yang manal
Pada perencanaan tata ruangnyakah? Pemanfaatannyakah!?
Pengendalian pemanfaatannyakah? Atau ketiganya? Atau
Pada proses dan prosedur ketiganya!?

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi di atas ruang
lahan membutuhkan penanganan yang tepat, menyeluruh,
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dan harus dapat mengakomodasi seluruh kepentingan yang
ada. Oleh karena itulah dibutuhkan rencana tata Fuang,
terutama yang skalanya detall, sebagai satu instrumen ungyj
menangani permasalahan-permasalahan yang ada dj atas
ruang/lahan, Hal ini bukan berarti bahwa ketika ada rencany
@ ruang lalu serta merta semua permasalahan di agas
ruang akan langsung teratasi. Rencana tata ruang ibaratnya
adalah manual boak sebuah laptop, printer, atau mesin bubut
yang jika isinya tidak dipatuhi maka laptop tersebur tidajc
akan berfungsi, printer menjadi cepat rusak, atau tangan
terpotong karena mesin bubut.

Selain keberadaan rencana, hal penting lain yang juga
diperlukan adalah kemampuan dan kemauan dalam
implementasi rencana tata ruang tersebut, yang mana juga
bukan hanya urusan pemerintah semata tetapl juga ada
pemangku kepentingan lain atas ruang tersebut,

Sudah lebih dari satu dekade good governance sebagai sebuah
paradigma baru dicoba untuk diterapkan di setiap lini
pemerintahan dan disetiap bidan gpembangunan di Indonesia.
salah satu prinsip pentingnya adalah partisipasi masyarakat
Yang terus-menerus dicoba untuk diarusutamakan demi
menjladikan masyarakat sebagai subjek dan bukan hanya
menjadi objek pPembangunan semata dengan keluhan yang
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solusi atas kebutuhan aktual. Di sisi yang lain, rmasyarakat
tidak memilili sense of belonging terhadapnya dan berujung
pada ketladaan komitmen dan willingness untuk melaksanakan
ranglcaian kebijakan tersebut. Top-down development is so last
decade.

Jika dirujuke kembali pada kewenangan, tanggung jawab,
hak, serta kewajibannya, kondisi rendahnya ringkat
partisipasi masyarakat menjadi akibat dari rendahnya upaya
pemerintah untuk menjadi fasilitator proses partisipasi
tersebut. Transformasi masyarakat dari yang bermindset
sebagai objek pembangunan semata menjadi masyarakat
yang ber-mindset dirinya adalah subjek sekaligus objek
pembangunan membutuhkan inisiatif pemerintah untuk
menjadi fasilitator, pembina, dan pengarah hingga pada
akhirnya inisiatif untuk berpartisipasi akan timbul dengan
sendirinya dan tanpa canggung akan ambil posisi strategis
dalam penyelenggaraan pembangunan. Lantas bagaimana
yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam
rangka perwujudan RDTR?

a. Konsepsi Partisipasi Masyarakat Berdasarkan

Undang-Undang Penataan Ruang
Konsepsi partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
secara formal baru terwujud pada tahun 1292 melalui
lahirnya UL No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Di dalamnya mencoba mengamanatkan kepada pemerintah
untuk melakukan penataan ruang dengan melibatkan
masyarakat,
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Untuk mendorong peran serta masyarakac dalam
pemanfaatan ruang, UUPR bereiri menjamin keterbujcaap
rencana tata ruang bagi masyaralat. Masyarakat berperan
sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang. Dalam
menjalankan peranannya itu, masyarakat mendayagunakan
kemampuannya secara aktif sebagai sarana  untyl
melaksanakan peran serta masyarakat dalam mencapai
tujuan penataan ruang.

“peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting
dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan

ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat
serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang””’

(Penjelasan Pagsl 12000 Mo 24 Tahun |997 sencng Paratzan Ruang)

Kemudian  untuk mengoperasionalisasikan  konsepsi
tersebut, lahirlah FP No, 69 Tahun 1994 tentang Pelalcsanaan
Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang. Di dalamnya diatur hal-
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, bentuk peran serea masyarakat, tata cara peran
Serta masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat
yang diatur berdasarkan tingkatan hierarki pemerintahan
dari tingkat nasie nal, tingkat provinsi, dan tinghkat
kabupatenilota, Dalam pp tersebut diatur secara rinci pula

hak dan kewajiban Mmasyarakat dalam proses perencanaan,

pemanfaatan, dan Pengendalian tata rya ne.

Lima belas tahyn sejak lahirnya, LU No. 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak lagi seslai
dengan kebutuhan PEngaturan penataan ruang sehingga
Perlu diganti dengan UUPR yang baru. Maka lahirlah UU

Menata Kota melalyj Rencana Detaj| Tata Ruang (ROTR)

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Partisipasi
masyarakat kali ini menjadi salah satu muatan pokole di
dalamnya. Dalam UUPR No. 26 Tahun 2007 juga disebutkan
bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan
ruang adalah “kebersamaan dan kemitraan"

Tujuan pengaturan bentuk dan wta ara peran masyarakat
dalam penataan ruang adalah:

a, menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di
bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b, menderong peran masyarakat dalam penaman ruang;

c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab
dalam penataan ruang;

d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan,
efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan

e, meningkatkan lkualitas pelayanan dan pengambilan kebi-
jakan penataan ruang :

(Fazal 4, PP Me, 68 Tahun 2010 tentang Bentuk danTae Cara Poran Masyarsbkae
edalam Pematan Ruang)

Artinya, penataan ruang perlu diselenggarakan dengan
melibatkan  seluruh  pemangku kepentingan, Untuk
mengoperasionallan hak, leewajiban, dan peran masyarakat
kemudian dibentukiah PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang.
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Gambar 19 Landasan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Penatagy,
Ruang

PP a9/199&
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Linghug, hok, kowejibiar, & bantuk
Reron masyorakal terkoit BOTR & P2

Dinlah darl berhagai peraturan prrundang-undangan

Awalnya, peranan masyaralat hanya sebatas berpartisipasi
dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun dengan
UUPR yang bary, Partisipasi masyarakat diperluas ke ranah
PENgawasan yang dahulunya hanya milik pemerintah pusat
dan pgmerintah daerah. Kali ini pemerintah pusat dan
Pemerintah daerah dituntut ypgyk melibatkan masyarakat
dalam pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaar,
dan pelaksanaan penataar ruang,
Oleh undang-undang, masyaralet

untuk dapat melapor dan m
di tingkat

diberikan peran penting
&ngadu kepada pemerintah baik
penataan pusat maupun daerah tentang penyelenggaraan

ruang. Hak masyaraleat atasnya pun ditambahlkan.
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Gambar 20 Posisi Pemerintah & Masyarakat dalam Penyelengzaraan
Penataan Ruang
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Gambar 21 Halk Masyaralat dalam Penataan Ruang
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Diotak dari UL Mo, 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruasg
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DCengan bertambahnya hak masyarakat dalam penataan
ruang, bertambah pula kewajibannya. Semula masyaralae
hanya waijib berperan serta dalam memelihara kualitas
ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan,
Kali ini masyarakat juga diwajibkan untuk menaati tata ruang
di tingkat yang lebih detail, mawas-perizinan pemanfaatan
ruang, dan dituntut untuk legowo mendahulukan kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jika
melanggar, siap-siap menerima sanlksi adminiscratif maupun
ketentuan pidana penjara dan denda yang telah ditetapkan
dalam ULIFR Nomaor 26 Tahun 2007.

Gambar 22 Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang

MEMANFAATKAN RUANG
MEMAAT|
o SESUAI DENGAN I1ZIN
ey PEMANFAATAN RUANG
doirl pojabat yang berwenang
MEMATUHI KETENTU MEMBERIKAN AMSES TERHADAP
rmnu;fﬁmngﬂiﬁ-m KAWASAN yong oleh katenivan
RUANG perendong-undangan dinyarokan sshgal
MILIK UmMum

Bialiah dari UU Mo, 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Kendisi yang banyak terjadi saat ini di lapangan adalah
jangankan uncuk mengurus izin pemanfaatan ruang, bahkan
untuk memiliki bukti sah yang kuat atas kepemilikan tanah
pun r_nasih banyak yang belum sadar dan belum paharn betul
pentingnya apa.

Berdasarkan studj yang dilakukan oleh URDI dan Mercy
Corp di Kalibary dan Kampung Rawa, Jakarta, memang
sebagian besar warga sudah memiliki lahan yang dilenglkapi
dengan sertifikat resmj dari BPM, namun masih banyak juga
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yang hanya mengandalkan kuitansi jual bel dan girile, Sebagian
kecil lainnya masih berpegang pada surat rekomendasi RT/
RWY bahkan ada yang tidak punya bukti administrasi sama
sekali.

Gambar 23 Persepsi Masyarakat atas Kepemilikan Lahan

qumpnhﬂl‘-iannmpulun!l’cnumpulﬂn Kapemitivan | K pevasan Kopamiliken] Kepamilikan
lahan tanpa | shandgn | fahan tlungan dangan dengan danpan
ketaprangan |tk rhmmd s angan | kultandl jual airlk akes malark ! sertdibel
RWRT | ktlanal jual Ball BEM
baell
WLAWE |
|
4,310%
0,05% 0,045 0LHETE g '
—— _} _——a —
5 I VO T == Kepastien barmukim S i L"__r-
] naval == Farmalitas Bokumen P T am I..-‘?

Dinlali dar Sedy on Land Teatre lssves it Jokarta, ditulis aleh URDT and Mercy
Carp.

Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran rersebut seringlkali
berujung pada timbulnya konflilk kepemilikan lahan baik
dengan perseorangan maupun dengan suatu institusi swasta
atau pemerintah. Saling mengklaim kepemilikan lahan
menjadi pemberitaan yang muncul hampir setiap hari di
seantero wilayah di Indonesia.

Penguasaan tanah oleh masyarakat awam diartikan
otomatis menjadi pemilikan tanah. Ketika satu keluarga
sudah mendiami suatu lahan bertahun-tahun secara turun-

Partisipasi Stakeholder datam Perwujudan RDTR & Pz
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temurun,otomatis mereka menganggap sudah memililci lahap
tersebut secara sah dan legal tanpa perlu me!engkapjnya
dengan bukti administratif yang kuat, Siapa tahu tiba-tiba ada
pihak yang muncul dengan surat kepemilikan lahan yang bisg
dibuktikan secara hukum sehingga dianggap sebagai pemilik
sah lahan tersebut. Hampir pasti keluarga tersebut harus
hengkang dari lahan yang mereka ‘kuasai’ selama bertahyn-
tahun. Tak jarang hingga terjadi pertumpahan darah.

Belum lagi terkait dengan kewajiban masyarakat untuk
memberikan akses terhadap kawasan —yang oleh ketentuan

perundang-undangan-dinyatakan sebagai milik  umum.

Ketika misalnya dalam rencana tata ruang yang sudah dj-
Perda-kan ada rencana pembangunan jalan tol baru yang
rmelintasi suatu kawasan permukiman, maka masyarakat di
kawasan permukiman tersebut memiliki kewajiban untuk
membebaskan lahannya.

Lahan i

dibebaslan unek Pravel pembanguran Tal Depok-Antasari
Fato oleh: Dinar Maria, 4 Juli 2014

Jalon Andar, lspalcarss, [skarea Selatan yang telah
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Meskipun semua pihak yang menguasai fahan yang alan
dibebaskan untuk kepentingan umum bisy jadi mendapat
ganti ruginya, namun nilai satuannya bisa berbeds satl sama
lain tergantung kekuatan dokumen administrasi yang bisa
membultikan kesahihan kepemilikan lahan tersebut.
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Kanflik pembebasan lahan di falan Andara, Japakarsa, |akarm Selacan ek
preyek pembangunan Tol Depok-Antasari akikar #ab harga lahan NJOF dan
harga pasar
Fota olgh: Dirar Maria, 4 Juli 20704

Pemilik lahan yang mengantongi sertifikat resmi dari
BPMN akan mendapatkan harga ganti rugi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pemilk lahan yang mengantongi
sertifikat girik. Belum lagi persoalan yang rimbul karena
gap harga santi rugi yang diberikan jauh lebih rendah
daripada harga pasar. Kerumitan proses pembebasan lahan
karena model konflik-konflik tersebut ujung-ujungnya akan
menghambat pembangunan infraserukeur umum.
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kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugiannya
dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Beberapa kasus besar pelanggaran tata ruang yang terjadi
di tanah air tidak disorot sebagai kasus pelanggaran tata
ruang. Misalnya, kasus alih fungsi lahan hutan lindung dj
pesisic Tanjung Pantai Air Telang, Bintan, Kepulauan Riay
yang melibatkan anggota DPR RIAl Amin Nasution Ada lagi
kasus tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogar
yang melibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Keduanya

disorot sebagai kasus pelanggaran Undang-Undang Tindak -

Pidana Korupsi dan bukan disorot sebagai kasus pelanggaran
pemanfaatan ruang.

Pada pemanfaatan tata ruang yang lebih detail, banyak
pelanggaran  yang terabaikan akibat masalah ldasik:
ketidakpahaman masyarakat atas aturan di atas lahan
miliknya dan ketiadaan petugas patroli tata ruang sebagai
pengendali pemanfaatan ruang. Banyak kita jumpai
pelanggaran ketentuan teknis bangunan seperti KDB yang
melampaui batas malsimal, garis sempadan bangunan yang
kurang dari seharusnya, sampai pelanggaran kegiatan pada
suatu kawasan.

Padatahun2005,Hote| Planet diBandungyang dibangunenarm
lantai mengundang kecaman karena melanggar ketentuan
IMB yang hanya mengizinkan untuk dibangun empat lanta.
Dua lantai teratas pun disegel dan diperintahkan untuk
dibongkar. Namun, pihak PT Planet Properindo Jaya selalu
pengembang hotel sebaliknya menggugat ke Pengadilan
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Tata Usaha MNegara karena mengaky sebelumnya telah
mendapatkan lampu hijau dari pemkot, dan pada saat itu
Pemkot Bandung kalah™. Jika saat itu sudah jelas dokumen
RDTR dan sudah diatur sanksi sepert yang tersurat pada
UUPR Nomor 26 Tahun 2007, maka bisa saja kedua pihak
bailc pengembang maupun oknum pemkot yang memberi
izin terkena sanksi atas ketidakpatuhan pada ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan FUang.

Kasus lain mengenai penyegelan 5| bangunan sepanjang
Jalan Raya Antasari, Kecamatan Cilandak, dan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan oleh Pemkot Jakarta Selatan dengan
mengerahkan puluhan petugas terpadu antara lain Satpol
PF kepolisian, aparat kelurzhan, dan kecamatan.

‘_‘_-—_——_

21 Yunus,A. (2006, February 15). wwinews.degkcom. Diakses 10 Juli 2014,
dari www.news detik.com: http:/inews detik comiread/2006/02/15/1 7544
254009 | {10/satpol-pp-bandung-segsl-horel-planet
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Salzh sati bangunan di Jalan Antasari yang disepel oleh Sudin P2B |akarta
Selatzn yang disegel karena menyalahi peruntalkdan
Fato oleh: Chairul Basir, [0 |uli 2014

Aksi penyegelan tersebut dilakulan terhadap bangunan-
bangunan yang berubah fungsi yang selama ini dijadikan
tempat usaha sehingga menyalahi peruntulkkan, Padahal
peruntukkan di kawasan tersebut hanya dibolehkan
tempat tinggal, bukan tempat usaha. Menurut salah seorang
pemilik usaha di Jalan Antasari, keberadaan tempat usaha
di sepanjang jalan tersebut bukan hanya kesalahan pemilik
tempat usaha maupun rumah, tapi jajaran Sudin P2B maupun
SudinTata Kota juga karena juga memberikan perizinan atau
perubahan tata ruang yang setengah-setengah®™.

_______-
22 raz. (2014, July 10), veww elta.arid, Reerieved July 11, 2014, From Wi
Pelita.orid: hutp:(ipelita,oridibaca phpfid=79944
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Di sisi lain, kebanyakan wilayah belym mendiseminasikan
informasi terkait RDTR dan peraturan zonasi yang ada di
wilayahnya. Perizinan dan pelelatan aturan terhadap lahan
masih diproses di belakang layar sehingga banyak masyarakat
khawatir akan menjadi korban akal-akalan petugas perizinan

yang berharap akan menerima pelicin demi mudahnya
mendapatkan izin permanfaatan lahan.

I
._\—-_.. —
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Contoh pelangzaran kegiatan datam pemanfaatan ruang Rumah diJl. Metro
Pondol: Indah, Jakarca Selatan, yang masih saja dijadikan tempat usata
meskipun tefah dipasang plang larangan
Fouo oleh; Chairul Basic 1T Juli 2004

b. Konsepsi Partisipasi Masyarakat Berdasarkan
Ketentuan SPM Bidang Penataan Ruang

Pada tahyn 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomeor |4 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Pelerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan, Permen

PU tersebut memuat ketentuan tentang jenis dan mutu
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pelayanan dasar bidang penataan ruang yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga |

negara secara minimal.
Gambar 25 5PM Bidang Penataan Ruang

Pelayanan dasar penataan ruang yang menjadi SPM
diselenggarakan oleh pemerintah dacrah oleh instansi
yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang dengan

'PELIBATAN.
MASYARAKAT
dalam

FEMANFARTAN
RUANG

melibatkan tenaga ahli dengan kualifikasi dan kompetensi
yang dibutuhkan sesuai bidangnya. Bupatitwalikota yang

TERSEDIAMYA INFORMAS! .oy 5
mengenai RTR kebupaten/lold beserta rancana TT‘IEﬂlﬂdl penanggung j&wabnya,
rincinyes melalui _ | d | .
PETA AMALOG & PETA DIGITAL Ada lima pelayanan dasar penataan ruang yang ditetapkan

TERLAKSAMANYA FEHJARINGAN ASPIRAS
MASYARAKAT melalul Farem konsultasi publik
yang memenull syarat INKLUSIE,
BARIMAL 2 KALL setiap disviunnya RTR &
pregrem pemanfasian reahg.

TERLAYANINYA MASYARAMAT DALAM
FEMGURUSAM IZIN PEMAMNFAATAMN RUANG
sevol dengon Pamoturan Doorah fantang RTR
wilayah hobupaten /lkota beseria rencane
ringinya

TERLAIS AMAKANN YA TINDAKAN AWAL

dalam SPM penataan ruang. Empat pelayanan dasar di
antaranya mendorong partisipasi masyarakat untule ilout
serta lhususnya dalam pemanfaatan ruang dan pengendatian
pemanfaatan ruang, yaitu informasi penataan ruang
pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTR, dan

iZin pemanfaatan ruang.

Penyediaan informasi penataan ruang dalam bentuk peta
RDTR atau peta zonasi analog yang dicetak besar lalu
dipasang di kantor desa atau lokasi-lokasi strategis dapat
memudahkan masyarakat untuk mengetahui rencana tata

PELAYANAN :
Y mumupma:‘nl:uumunmr ruang yang terkait dengan daerahnya atau lzhan yang
PELANGGARAN it ik e dimilikinya. Selain itu juga dapat meninglkatlan awareness

TATA RUANG i wE .
S HARI KERJA masyarakat umtuk kemudian mematuhi rencana tata ruang

EENYEDEA AN
RUANG TERBUK A
HIJAU[RTH)
PUBLIK

TERSEDIANYA LUASAN RTH PLIBLIC 20%
darl luas wiloynk bote howssan perkotoan.

Dinlah darf Permen PU Mo, 14 Tahun 2000 [enis ngz SPM Ridang Pekerjaan Umum

an Penataan Ring
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ketika memanfaatkan lahannya. Ketersediaan peta digital
akan memudahkan sosialisasi ketika di wilayah perkotaan
masyarakatnya lebih akrab dengan dunia digital yang bisa
diakses melalui internet atau media elektronik,

Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR & PZ
harus dilalukan minimal dua kali. Meskipun penting, kuantitas
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pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR & PZ bukan
satu-satunya yang harus dijaga keberlangsungannya. Ad,
kualitas pertemuan yang harus dijaga standar minimalnya,
Ada kelompok-kelompok masyarakat dan swasta yang
seharusnya menjadi syarat utama keabsahan pertemuyan
partisipatif tersebut. Perlu ada willingness dari pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan forum yang betul-bety|
didesain untuk menjaring dan membahas aspirasi seluruh
stokeholder secara efektif. Stokeholder yang datang pun
seharusnya datang dengan suhu yang sama, dalam artian
sudah paham materi yang akan dibahas karena telah
disosialisasikan sebelumnya.

Penyediaan pelayanan izin pemanfaatan ruang dan pelayanan
pengaduan pelanggaran tata ruang yang andal menjadi
konsekuensi logis dari penambahan peran masyarakat
dalam  penyelenggaraan penataan ruang  khususnya
pada pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang, Pelayanan izin pemanfaatan ruang
bulan hanya perlu disediakan tempat pengurusannya, tetapi
juga sistem yang andal dan fair bagi semua pihak melalui

keterbukaan data & informasi rata ruang, biaya, waktu, dan
proses penglirusan.

€. Konsepsi Partisipasi Masyarakat Berdasarian Pe-
doman Penyusunag RDTR & P7

Fartisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan rencana

deT;aiI tata ruang seharusnya lebih mudah dilaksanakan.

W”ﬂ}"af‘" Perencanaannyalebih kecil dan lebih jelas batasannya.

Kepcntmgnnn}ra lebih nyata, terkait status lahan mereka

Menata Kota malalyi Rencana Detail Tata Ry ang (RDTR}

ke depan. Kebijakan yang dirumuskan pun skalanya mikra,

bukan kebijakan makro yang mengawang tanpa terbayang

apa dampaknya bagi masyarakat. Meranglulnya pUN rasanya

lebih mudah. Ada petugas kecamatan, kelurahan, ketua R,

ketua RT, dan berbagai organisasi baik Community-Based

Organization (CBO) maupun Nen-Governmental Organization

(NGO) yang siap mendampingi masyaralkat.

Berdasarkan Permen PUNo.20Tahun 201 | tentang Pedoman

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/iKota,

masyarakat sebagai pemanghku kepentingan meliputi:

|. orang perseorangan atau kelompok orang;

2. organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota;

3. perwakilan organisasi masyarakat kabupaten/kota
yang berdekatan secara siscemile (memiliki hubungan
interaksi langsung) dengan daerah yang sedang disusun
RDTR dan/atau peraturan zonasinya; dan,

4. perwakilan organisasi masyarakat kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan RDTR & PZ, masyarakat diberilan
hak untuk berpartisipasi bahkan dari inisiasi penyusunan
sampai ke pemantauan. Di antara hak-hak masyarakat
terhadap penyelenggaraan RDTR & PZ dapat dilihat pada
gambar berilkut,
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Gambar 26 Halk Masyarakat dalam Penyelenggaraan RDTR g
Paraturan Zonasi

Penyusundn
: Evaluas|
w.':sﬁg;ﬁlﬂ Peninjavan kembeli
Mengubah
MEMBERIKAMN MASUICAN MEMGETAHU| PROSES
padu Proses panywsunan PENYUSUNGn

MEMBERIICAN PENDAPAT, SARAN, & MASUKAN delam penenivan
tvjumn-tujuan, orah pengendalian, pembolosan, kelenagaran sluran, &
dalam penelapan polo zonasi

MENGETAHUL SECARA TERBUIKCA safiap predul rancans talo ruang &
peraluran ronos|

MEMANTAU PELAKSANAAN RDTR & peraturan zonas! yang telah
ditetaphan

MELAPORICAN PENYIMPANGAN/PELANGGARAN RDTR & Peraturan
Zanns|

MEMGAILICAM KERERATAN terhadop keputuson pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang fidak sesuai RDTR & Peraturan Zonasi

MENDAPAT PERLINDUNGAN dari keginton-kegiatan yang mervgikan

Wiolah dari Batang Tubuh Permen PIF Na. 20 Tahuy 2011 Tentang Pedoman Penyu-
sunan BNTH & P2 Kab upaten,Kota

Selain diberilcan hak, masyarakat juga dibebanlan kewajiban

dalam penyelenggaraan RDTR & PZ, seperti pada gambar
berikue:

Menata Kota melalui Rencana Oetail Tata Ruang (RDTR)

Garnbar 27 Kewajiban Masyarakar dalam Penyelenggaraan RDTR &
Feraturan Zonasi

MEMBERNCAN IMFORMASI, DATA, L KETERANGAM secara kankrat
bertanggung jowab dolaom saliop tahapen penyusunon ROTH &
Paraturon Zonasi

BERLAKLU TERTIE & MEMNDUXUME KELAMCARAM Proses prnpLSURan
ROTR & peraluran Zendsi

Diglal dari Batamg Tubul Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 Tetans Pedomian
Fenyusunan ROTR & PL Kahupaten/ Kota

B. Pemanghku Kepentingan dalam Perwujud-
an RDTR & PZ

Dalam UUPR MNomar 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa
pemangku kepentingan meliputi tiga kelompok besar
vakni pemerintah pusat, pemerintah daerah {provinsi dan
kabupatenfkota), dan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat
diselenggarakan oleh persecrangan, kelompok orang, atau
badan hukum. Dalam buku ini, penulis mencoba kembal
mernetakan pemangku kepentingan menjadi aktor utama
dan aktor pendukung dalam penyelenggaraan RDTR.

Partisipasi Stakeholder dalarn Perwujudan ROTR & PZ
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Dolah dar herbagai sumber, 2014

Secara umum, ada tiga kelompok pemangku kepentingan
besar yang dapat turut berperan dalam penyelenggaraan
RDTR. Ketiganya memiliki kepentingan karena memiliki hak
dan kewajiban dalam penataan ruang, serta akan terkena
dampal langsung dan tidak langsung dari penyelenggaraan
penataan ruang,
Ke!omPak pertama adalah pemerintah yang terdiri dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai lembaga
eksekutif dan regulator yang bertangsung jawab atas
keberjalanan Penataan ruang di lapangan.
EEB';"EZE ;i:;a a:‘ﬂ':lrah Masyaralat yang terhimpun dalam
' 38a1 agent of change' yang dapat merambah

sampai ke ﬁngkungan mas
}’Erﬂl{ﬂt an i , dan
masyarakat itu sendjri. Y80S peling baveah

(RDTR)

Kelompok ketiga adalah swasta, yang kepentingannya
murni berbisnis dan terkadang berada di luar kepentingan
pemar'intah maupun masyarakar. Dj dalamnya ada
pengusaha berbagai bidang, asosiasi-asosiasi pengusaha,
dan investor. Dimana hak-hak atas ruang dari masyarakat
bisa diabaikan atas nama investasi, dan ketika terjadi konflik
maka masyarakat selalu berada pada pihak yang kalah.

Di luar ketiga kelompok besar tersebut, ada perencana
kota (urbon planner) yang dalam penyelenggaraan RDTR
berperan menjadi peramu untuk menghasilkan rencana yang
dapat mengakomodasikan kepentingan ketiga kelompok
besar tersebut. Selain ity ada pula DPR/DPRD sebagai
lembaga legislatif yang menjadi ujung tombak terbentuknya
peraturan perundang-undangan terkait tata ruang detail.

C. Kepentingan & Peran Para Pemanghu
Kepentingan dalam Perwujudan RDTR &
PZ

Mengapa harus berpartisipasi? Apa untungnya jika ikue?

Apa kerugiannya jika tidak ikut? Mungkin ada lontaran

pertanyaan-pertanyaan umum ketilka berhadapan dengan

topik tata ruang, berbeda dengan menyikapi kenaikan harga

BBM yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyaralkat.

Topik tata ruang tampaknya belum menjadi perhatian

utama bagi masyarakat Indonesia. Namun secara tidak

sadar banyak komentar, keluhan, dan saran yang sebetulnya
berkaitan erat dengan hal penataan ruang kota,

Protas pembangunan mall baru di lawasan permulf.inrwan.

timbulnya titilk macet baru, banyaknya parkir on-street akibat
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mall yang tidak menyediakan lahanfgedung pariir yang
cukup, kota yang gersang karena minim ruang terbula hijau
dan jalur hijau, banyaknya titik genangan akibat tidak adanya
jaringan drainase, permukiman padat dan kumuh yang
menjamur, penggusuran pedagang kald lima, pengausuran
rumah di bantaran sungal, dan sebagainya. Semuanya
bertumpu pada satu hal yang sama: RUANG atau LAHAN.

Lalu ketika melihat kota yang semakin tidak nyaman akibat
hal-hal di atas mungkin timbul pertanyaan, apakah semua
pembangunan ini ada yang mengatur atau terjadi begijtu
bebasnyal Apakah ada grand-design pembangunan kotanya?
Jika ada, kenapa jadinya tidak seteratur Singapura atau kota-
kota di Eropa? Di mana letak salah kelolanya? Apa yang akan
terjadi lima, sepuluh, dua puluh tahun yang akan datang jika
pembangunan dibiarkan seperti saat ini?

Apakah banyak yang tahu bahwa setiap meter lahan yang
kita milikifkuasai/mukimi (seharusnya) ada aturan mainnya?
Apakah banyak yang tahu jika menggunakan lzhan yang kita
milikifkuasai/mulkimi dengan tidak sesuai aturan mainnya
akan terkena sanksi? Apakah banyak yang tahu jika ada
ketidaknyamanan yang timbul aldbat suatu pembangunan/

penataan bisa melayangkan protes terhadap pejabat
berwenang?

Hal-hal tersebut dj ataslah yang membuat semua stakeholder
yang dipetakan sebelumnya harus mulai memperhatikan
FENcana tata Fuang Ichususn}ra rencana detail tata ruang dan
PEraturan zonasi. Hal-hal tersehut di atasiah yang membuat

BMUa stakeholder harus myla ikut ambil bagian dalam
Menata kotanya.

, ]
16 Menata Koty melalli Rencana Detgl Tata Ruang (RDTR)

Jilka pemerintah begitu saja memberi izin dan masyarakat &
swasta sesukanya membangun tanpa ada yang mengawasi,
rencana tata ruang sedetail dan sebagus apa pun hanya
akan menjadi harta karun dan hiasan di lemari-lemari
pemerintah. Papan informasi sebesar apa pun hanya akan
menjadi furnitlr taman atau jalan yang berlkarat dimakan
waktu. Jangan berharap banyal akan punya kota seteratur
Singapura atau senyaman Melbourne.

Memang setiap pihalk punya definisi dan indikator
lkenyamanan kota yang berbeda-beda tentunya, tapi paling
tidak mengarah ke satu tujuan besar penyelenggaraan
penataan ruang sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 3
UUPR MNomor 26 Tahun 2007 yakni untuk mewujudikan
ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produltif, dan
berkelanjutan berlandaskan VWVawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional.

Lalu apa yang bisa pemerintah, masyarakat, swasta, urban
planner, dan DPR/DPRD lakukan untuk turut serta menata
lota?

Gambar peta partisipasi stakeholder dalam penyelenggaraan
RDTR mencoba memetalan keeratan hubungan stakeholder
yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, urban
planner, dan lembaga legislatif dengan kegiatan dalam
penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri  dari
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan (perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang), dan pengawasan atau yang lebih akrab disebut
Turbinlakwas.
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Gambar 29 Peta Partisipasi Stakehelder dalam Penyelenggaraan
RDTRE PZ

R IELIELE

ETROMAD |

Dolah dari herbagai sumber

Berikut beberapa bentuk partisipasi masing-masing
pemangku  kepentingan dalam rangka turut serta
mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana detail
tatd ruang dan peraturan zonasi demi mencapal tujuan
penataan kawasan perkotaan masing-masing wilayah.

a. Pemerintah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan we-
wenang oleh negara untule menyelenggaralkan penataan ru-
ang di ranah oto ritasnya masing-masing. Adanya Direktorat
Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pelerjaan Umum
atau Dinas Tata Ruang di suaty kota/kabupaten bulan be-
rarti penataan ruang sepenuhnya menjadi urusan mereka.

Menata Kata melalui Rencang Detail Tata Ruang (RDTR)

Pemerintah perlu paham pentingnya rencana tata ruang dan
menyelenggaralannya sesuai undang-undang Terkait d engan
wewenang seputar Turbinlalwas sebagaimana diatur oleh
WUUPR dan peraturan perundang-undangan turunannya,
berikut beberapa hal yang dirasa penting untuk menjadi
perhatian dalam penyelenggaraan RDTR & PZ.

I. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan RDTR & PZ

UUPR Neomor 26 Tahun 2007 menyuratkan bahwa dalarn
rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah pusat
berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang
penataan ruang. Saat ini pemerintah pusat telah berperan
dalam menetaskan pedoman penyusunan RDTR dan PZ
yang dituangkan dalam Permen PU Nomor 20 Tahun 201 1.
Namun, hal yang paling penting setelah itu adalah bagaimana
setiap pemerintah daerah dan urban plonner dapat
memahami pedoman tersebut hingga mampu menghasilkan
RDTR dan Peraturan Zenasi yang aplikabel di lapangan dan
jika diwujudkan mampu menjadikan ruang perkotaan yang
Ayaman sesuai tujuan penataan ruangnya.

Dekonsentrasi  kewenangan penyelenggaraan  RDTR
dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi untuk hal
persetujuan substansi RDTR & PZ saat ini baru diberikan
kepada sembilan provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. DKI fakarta mendapat
pengecualian untuk harus melibatkan pemerincah pusat
dalam persetujuan substansi sebagai provinsi _}fang
Mengemban fungsi sangat penting dalam konteks nasicnal.
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Selebihnya, pemerintah pusat masih berperan dalam
persetujuan substansi.

Artinya, pemerintah dua puluh lima provinsi lainnya dirasa
masih perlu mendapatkan pendampingan dari pemetintah
pusat, yang berarti dalam proses perencanaan RDTR & ZR-
nya akan menambah porsi waktu yang lebih banyak untuk
kegiatan koordinasi.

Karenanya, agar pemerintah daerah punya kapasitas ke arah
sana, tentunya perlu pembinaan yang elestraintensif. Klinik-
klinik tata ruang bagi pemerintah daerah dan bagi urban
planner harus digalakkan. Bukan sebatas sosialisasi pedoman
yang hanya satu-dua hari lalu dilepaskan begitu saja dengan
anggapan semua sudah mengerti dan mampu menyusun
RDTR & PZ yang minimal sesuai pedoman. Namun, inisiatif
lebih untuk rturun langsung membina penyelenggaraan
RDTR & PZ ketika proses penyusunan rencana berlangsung.

2. Penganggaran Kegiatan Penyusunan RDTR & PZ

Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR & PZ menjadi
salah satu kegiatan pada tahapan prapersiapan bersama
dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
peEnentuan metode yang akan digunakan dalam peryusunan.

Penyusunan RDTR & PZ tidak akan terlaksana jika
program dan kegiatannya tidak dialokasikan dalam rencana
kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam APBD.
Penyusunan RDTR & PZ harus mulai dipandang sebagai
salah satu kegiatan prioritas dem| kelancaran pembangunan

fisik, pencegahan konflik lahan, kepastian investasi, dan
keteraturan wilayah perkotaan.

120 Menata Kota melalui Bencana Data) Tata Ruang (RDTR)

Penganggaran juga perlu dilakukan secara hati-hati. Perly
betul-betul dipertimbangkan kemponennya. Seringlali salah
kaprah jika hanya berpatokan pada luas wilayah, Tidal bisa
serta merta berhitung berdasarkan proporsi luas wilayah,
misalnya anggaran penyusunan RDTR & PZ untuk BWP
seluas 6.000 hektar kira-kira seperempar dari ANggaran
penyusunan RTRWY kabupaten yang wilayah rencananya
seluas 24.000 hekear. Kenyataannya di lapangan, survei
untuk penyusunan RDTR & PZ jauh lebih rumit, lebih tinggi
ketelitiannya, lebih banyak komponen yang disurvei, dan
kemudian lebih membutuhkan banyak surveyor sehingga
akan berimbas kepada lebih banyalk biaya operasional
yang perlu dikeluarkan. Belum lagi untule biaya pelibatan
masyarakat yang jumlah pesertanya lebih banyal dan
intensitas pertemuannya akan lebih tinggi, Jika aparat dinas
teknis pemerintah daerah yang berwenang dalam hal
penganggaran kegiatan tidak memahami betul proses dan
prosedur penyusunan RDTR & PZ, maka bisa jadi salah
perhitungan yang akan berakibat pada cacatnya proses dan
prosedur penyusunan akibat kurangnya biaya operasional.

Ada lagi mengenai kesinambungan kegiatan yang
be!‘hubungan dengan penyusunan RDTR & PZ.Ada contoh
kasus di satu kabupaten, dimana kegiatan penyusunan RDTR
& PZ seluruh BWP yang ada pada kabupaten tersebut
dianggarkan pada tahun ini sedangkan kegiatan pengadaan
peta digital skala 1:5.000 baru akan dianggarkan pada tahun
depannya, Padahal, peta [:5.000 merupakan data dasar
yang paling krusial dalam penyusunan rencana fata ruang

Partisipasi Stakeholder dalam Perwujudan ROTR &Pl

121




apalagi untuk rencana rinci. Kesinambungan kegiatan separt;
itulah yang perlu juga dipertimbangkan agar kegiatan dapat
berjalan efektif dan efisien serta tidak menjadi suatu kesis-
siaan atau masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dj
masa yang akan datang.

Hal lainnya yang juga penting terkait penganggaran adalah
bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada selesainya

penetapan Perda tentang RDTR & PZ berserta turunannya,

Kewajiban untuk mendiseminasikan informasi RDTR &
PZ sebagai salah satu kewajiban pemerintah seringkali
terabaikan dan tidak rerlaksana larena tidak ada pos

pendanaannya, padahal dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

Seringkali diseminasi informasi dilupakan dan hanya
berhenti pada cara-cara konvensional. Jangan sampai harus
menunggu di tahun-tahun berikutnya karena kegiatannya
baru terpikirkan jauh setelah Perda ditetapkan. Harapannya
diseminasi informasi menjadi satu rangkaian penting dengan
kegiatan penyusunan RDTR & PZ dan legalisasi Perda

yang dianggarkan bersamaan sehingga Perda bisa bersifat
operasional,

3. Penyediaan Data dan Informasi Ketataruangan

Harus dipahami bersama bahwa penyusunan RDTR &
PZ idealnya merupakan suaty proses pengumpulan dan
Peramuan data dan informasi sektoral untul kemudian
diformulasikan menjadi kebijakan spasial, bukan lagi lcegiatan
pengadaan data-data sekioral.

Di lapangan, hambatan yang sering kali ditemui adalah
ketidaktersediaan data sektoral dan ketidalktersediaan
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data sektoral yang bisa dispasialkan, Data yang hanya
tersedia dalam bentuk hardeopy juga terkadang menjadi
penghambat karena menyedot waktu tambahan  untulk
mentransformasikan ke dalam bentylc digital. Belum lagi
yang paling krusial mengenai’ minimnya ketersediaan peta
baik peta dasar digital maupun peta sektoral (tematik),
apalagi peta yang sifatnya mudah diolah. Selain itu, terkadang
hambatan datang ketika ada data yang sulit didapatkan
karena kurangnya transparansi data di suaty SKPD atau
ketidalkpahaman aparat mengenai ada atau tidaknya data
tersebut.

Hal tersebut di atas layaknya menjadi perhatian pemerintah
daerah, khususnya pada badan perencanaan pembangunan
ataudinastata ruang setempatuntulk dapatmengoordinasikan
mengenai kebutuhan data kepada SKPD yang berwenang.
Agar ketika kegiatan penyusunan dilaksanakan, waktu yang
ada dapat digunakan secara efisien untuk mengulas rencana
penataan ruang ke depannya, bukan lagi banyak terbuang
untuk ‘mengakali’ data dan informasi yang minim.

4. Partisipasi Internal Pemerintah Daerah

Tulang punggung penyelenggaraan RDTR & PZ secara
langsung diemban oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai
pemilil bagian wilayah perlotaan yang di-RDTR & PZ-kan.
Biasanya yang memegang kendali adalah dinas tata ruang
setempat. Namun, jangan dilupakan bahwa SKPD lain juga
harus ambil bagian secara langsung dalam penentuan 5uatul
Féncana tata ruang Dinas Pertanian perlu mempreservasi

Partisipasi Stakehalder dalam Perwujudan RDTR &PZ 123




124

lahan pertanian pangan abadi, Dimas Perindustrian perfy
mempreservasi lahan untuk  kawasan industri, Dinas
Perdagangan perlu mempreservasi lahan-lahan untyg
dibangun pasar, Dinas Pariwisata perlu mengatur kawasan

pariwisata yang di dalamnya terdapat hotel, mall, & restoran,

Dinas Perhubungan perlu mengembangkan jaringan jalan
dan membangun terminal, serta banyal lepentingan SIKPD
lainnya.

Hal demikian sangat terkait dengan lahan yang harus
dialokasikan dan dipatenkan pada peta pola ruang arau
diperlukan untuk membangun koordinasi yang mapan antar-
SKPD sehingga kebutuhan ruang setiap program sektoral
dapat terakomodasikan dalam rencana tata ruang.

5. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, partisipasi
masyarakat menjadi suatu tantangan tersendiri khususnya
bagi pemerintah sebagai (eader untuk mampu menjaring
aspirasi masyarakat dan melibatkannya bukan hanya
dalam konteks atau agenda pencarian data primer semata,
melainkan proses konsultasi publik dua arah dengan
memastikan  semua  stakehalder dapat terinformasikan
mengenai keberlanjutan dari aspirasinya.

Agar forum konsulcasi publil berjalan efeltif, hendaknya
pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan sosialisas
mengenai materi yang alan menjadi pembahasan nantinya.
Stakeholder memiliki wakty untuk mendalami terlebih dahulu
dan bisa mendiskusikan di lini yang lebih mikro. Ketika forum

Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

konsultasi publik dilaksanalan, aspirasi yang terfaring dapat
lebih relevan dan mewakili seluruh kepentingan yang ada.

6, Koordinasi dan Kapasitasi Pemerintah Lolkal

Pemerintah lokal yang dimaksud di sini adalah aparat
pemerintahan di tingkat kecamatan, tingkat desafkelurahan,
tingkat dusun/kampung, dan tingkat Rukun Warga (RW),
dan Rukun Tetangga (RT) yang meskipun tidak masul dalam
struktur pemerintahan desa, namun menjadi organisasi
masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untul
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah
dalam pembangunan. Merekalah yang selama ini menjadi
frontliner di lapangan dalam urusan jual beli, alih fungsi,
sewa, sengketa, dan lain-lain yang terkait urusan lahan dan
berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu
komunitas bahkan orang-perorang.

Karenanya, merekalah yang perlu mendapatkan edulasi
lebih atas RDTR & PZ terkait dengan aturan-aturan lahan
yang melekat di wilayah mereka. Merekalah yang harus
paham betul apa yang direncanakan atas wilayahnya sehingga
mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam
pelaksanaan penataan ruang sekaligus menjadi perpanjangan
tangan masyarakat sebagai lurir aspirasi uncuk disampaikan
ke pemerintah,

Pelibatan pemerintah di tingkat kecamatan dan tinglat desa/
kelurahan, tinglkat dusun/kampung, dan tingkat RVY dan RT
harus dilalkukan secara Intensif pada saat penyusdnan RDTR
& PZ. Nanti ketika Perda RDTR & PZ sudaf ditetapkan,
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merelka perlu dirangkul kembali untuk  membapg,
pelaksanaan diseminasi infarmasi kepada kelompol individy
masyarakat agar mendapatkan informasi tata ruang sehingga
timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informas
tersebut.

Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah
lokal dan antara pemerintah lokal dengan masyarakat
melalui RW & RT perlu dilakukan dalam suatu forum
secara teratur dan berkala sebagai bentuk pengendalian
pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.

7. Diseminasi Informasi RDTR & PZ

Bagian yang tidak kalash penting dalam penyelenggaraan
RDTR & PZ adalah diseminasi informasi RDTR & PZ.
Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang, terutama
bagi masyarakat, mencakup pula kerugian akibat tidak
memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan
oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang
Perlu dibedakan antara keterbukaan informasi dengan
~_|:|Es eminasi informasi. Keterbukaan informasi tidak menjamin
informasi yang dibuka tersebur bisa sampai ke masyarakat
luas. Sedangkan diseminasi informasi mengupayakan agar

informasi bisa sampai ke masyarakat luas dengan berbagai
cara yang dinilai efektif dan sifatrya kasuistik,
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Dengan adanya diserninasi, informasi dapat menysbar dengan
cepat dan meluas di kalangan publik, baik secara internal maupun
elesternal. Informasi hasil diseminasi informasi dapat rﬁen}adi
lomoditi dan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapar
diintegrasikan dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Karena itu  dalam sistem diseminasi  informasi perlu
memperhatikan empar hal, yaitu universalisme, nasionalisme,
lelermbagaan sosial, dan falsafah individu sehingga informasi yang
disebarluaskan diperhatikan dan mendapat tempat di tengah-
tengah masyarakat Tujuan diseminasi informasi adalah membantu
masyarakat mendapatkan informasi ustulk perubahan, yaitu
mendorang terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat
ke arah yang lebih bailc

Mencar, 5 (2013 Movember 7vsnaemanadakom.ge,ld, Retrisved fuly 19,2004,
framhctpsSersrtrmanzdokotz. goidiberita-| 1949-a pakah--disersinasi—nformis e
html

Diseminasi informasi RDTR & PZ selama ini masih dilakulan
dengan cara yang konvensional misalnya pemasangan peta
atau plang di lokasi-lokasi strategis. Hal tersebut tidak
bermasalah selama memang dianggap efektif untuk sampai
ke masyarakat. Namun di era digital seperti saat ini, untuk
memudahlkan masyarakat perlkotaan yang semakin medern,
perlu juga inovasi diseminasi melalui media-media yang
mudah untule diakses secara online menggunakan Jaringan
internet, Misalnya dengan pembuatan website berbasis GI3
atau aplikasi ringan atau forum lkomunikasi onfine yang
memuat informasi mengenai aturan pemanfaatan dan
ketentuan teknis yang melekat pada suatu lahan di lokasi
tertentu. Jadi jika ada yang ingin memanfaatkan suat

lahan, cukup mengakses website tersebut, mengarahkan

Partisipasi Stakenolder dalam Perwujudan ROTR & PZ




lokasi lahan, kemudian dengan lengkapnya informasi aturan sMS Informasi Fertanzhan “2409" merupaian layaran informas)
pemanfaatan dan ketentuan teknisnya akan muncul. mobile berbentuk SMS Informasi Pertanzhan dengan lade akzes 409"
. inovad layanan infornmasi SMS Pertanahan inl pada dasarnys iﬂirml:ang-:
untuke memudahkan masyarakat dalam mengstahui perkembangan terkait
pelayanan perta naban sepert di antaranys Informasi Barkas, informs: Bizya
{Rizya Fenguleuran, Bizya Pemberian Hak, Biaya Kenversi, Biaya Pengakuan
Hale, dan Blaya Peralihan Mak), serta layanan Pengaduan. Layanan sms ini
dapar diakses di mamapun selama 24 jam dengan bizya per sms sebesar
Rp350.00. Informasi yang dinginkan akan ssgera diperoleh dengan mudah,
cepatsdan murah. o bpngc.id) :

KiosK merupakan fasilitas berupa anjungan mandiri yang merupskan
mediz infarmasi pertanalan terletal di lobby atay rsng pefayanan Kantor
Pereanahan. Informasi yang tersedia pada Kiosk antra lain informasi jenis
layanan pertanahan beserta persyaratn, janghka wakou serta alur prasos
pemyelesaiannya, informasi Biaya layanan serta simufasings, informasi beekas
permehonan, informasi pegawal, Informasi PRAT serc infermasl [adwezl
Larasita {layanan per@mnahan bergersic (mobile lond sepvice) vang barsifat
proaleif atan “jampur bal” ke tanpgzh-rengah masyarakat),

Peta analag RDTR yang dipampang di totigah Pasar VWaisal, Kabupaten Raja
Ampat, Provins! Papua Barar sehagai bentule diseminasi informast pernatazn
ruang konvensional
Foto oleh: Dinzr Maria, 9 Joli 2001

Untuk dapat menuju ke arah sana, perlu lerja sama dengan
berbagai instansi misalnya BPN {Badan Pertanahan MNasional)
Yang mengurusi pertanahan atau BIG (Badan Informasi
Geospasial) yang mengurusi perpetaan sehingga integrasi
data & informasi tata ruang dapat terfalin dengan baik. '

\Waijud Kinsk, sebegei bentuk diserinasi infarmasi pertanahan modar

Contoh diseminasi i i : : .
Loratanto: Ell!'lfﬂ-rmam yang sudah beranjak dari media | Sinde S
enuju i . , ,

H |u media yang modern telah dilakukan Di samping itu, KiosK juga menyajikan informasi hasil fyanan _pa-un:ll'::rlt

melalui program SMS Informasi Pertanahan yang meliput! jumlah penerbitan serfikar, jumiah ol jual h:JjT ’”mﬂ :Ial
24097, KiosK Hak Tanggungan dan jumlah nilai BPHTBIPPH, sert menjadi me agi
A [ka : ¥ La}’ﬂn_gmas {La}’anah Aﬂggl:]t& Masyarakﬂ.t}! mag}-amEt afau PEJ'rllgg!unﬂ |a].':|nz|r.| Untule men:r'ampaikaﬂ pengaduﬂl'l- (R

plikasi BPN Go Mobile, dan website resmi “bpn.go.id”. bpn.goid)
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Layangmas (Lwyanan Anggota Masyarakat), Lyaman untul masyarkar

yang dirancang sebagal tindak lanjut aplikasi polayanan pertanahan berbasis i
kamputer (KKPILOC) berbasis Geospasial dengan menggunalkan teknofopi

komputer layar sentuh, Inovasi pelsyanan Layangmas terbentul berkat kerja

sarma antara Kantar Pertanahan dengan Pemerintah Daersh Kabupagen
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Layanan ini dilecakkan di sejumiah

tempat penting sepert Kantor Pertanaban Kabupaten Karanganyar, bandar ’
Adisumarme, kanter Selkretaris Daerah Karanganyar dan rumah dinag

Bupati Kamnganyar Peta Dasar (bockground) yang diperzunakan dalam

aplikasi layanan ini adalah Citra yang bersumber dari Google Earth, Baberasg

informiast yang tersaji dalam aplikasi Layangmas, diantaranya adalah: Informas| [
Lovkasi Induseri, Lokasi Perranian Ungeulan, Informasi Renesna Tara Ruang

(RTRYV). Infermasi Zana Nilai Tanah, Informasi Parbwisata, InformasiWilzyah

Benczna, serm Informasi Partanahan.

[ATANO RS

EATE RS

Tamp‘:l;n infarrmasi pertanahan yarz disajan lewat Lapangmas.
Fore diambil dari; hepefvowe bpn.go.id dan htep:!weore. karenganyarkab,
E0d/01 30503 Nayangmas/ '

BPM Go Mobile dapat diunduh di perangtat kemunikasi berbasis softwire
Android. Pragram inovasi layanan pertanahan ini dilaksanakan oleh Kantor
Percnahan KDF& Surabaya [l dan dirancang pura mampermudah masyarakal
mm:hpaﬂcan |nﬂ:|rm_asl dung:m cepat dan muarah gﬂpgrd di ancaranya:

persyaratan dan biaya hyanan pertanahan, jadwal Larasita serta informasi
permohonan,

enata Kota melaluf Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

BANGO MOBILE

T Sstate
[ T s ki 1 Ui pememinm

Tampilzn Aplikasi BFN Go Mobilz Berbasis Androld
Futo diambil dari: hetputbansn bpngeid

Website Resmi BFN RI juga merupakan salah sa media informiast yang
diperzunakan dalam mempermudah layanan akses informasl pertanahan,
Melalui sicus  heepfwwwebpn.godd, dapat diperoleh informasi lzyznan
pertanahan yang secarz garis besar cerdirl dariinformasi tentang jenis layanan
porzanaban beserta persyaratan, jangka wakeu, alur prosss penyelesaiannyi,
dan informasi biaya fayanan beserta simulasing, ssria nfarmasl centang
berkas permahonan, Dalarn website eersabue penjelzsan eerbaie dus ficur
fayanan informasi tersebut adalah informasi syarac, wakeu, proses:dan biava
lzyanan, dan informasi berkas permahanan,

Tampilan ¥ebsite Resml EPH R :
Foto dizmbil dark: hopoliwnban godid

Selain bentulk diseminasi informasi di atas, ada yang lebih
menarik karena media yang disajikan sekaligus dapat.
menjadi wahana wisata edukasi yang dapat dinikmat!
oleh semua lalangan. Keberadaan City Planning Gallery di
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beberapa kota di dunia saat ini cukup membanty ungy)
mengenalkan perencanaan tata ruang kepada masyarakat

bagi seluruh kalangan umur Tidak hanya sebagai sarana
pembelajaraan tecapi saat ini keberadaan Ciy Planning

Gallery tersebut menjadi salah satu wahana wisata baru bajk '
bagi masyarakat lokal maupun wisatawan asing. City Planning
Guallery terdapat di beberapa kota besar di dunia antara |ain
Jakart, Singapura, dan Shanghai. Hal yang menarik dari City
Flanning Golfery adalah keberadaan miniatur kota berukuran
raksasa yang memuat kondisi eksisting maupun rencana
kota ke depannya.

Shanghai Urban Planning Exhibition Center dianggap sebag
“Window of the City”, dirana orang dapat menggmj-,u} tidak
hanya informasi terbaru dari pembangunan perkotasn, mﬁpf
juga menun|julkdan seni dan budaya warga Shanghai,

[ht:p:".l’www.s|:pec.arg.l’mglishf’mrview.}nm!

Singapore City Gallery

The Singapore Gallery City, satu-satunya Pameran permanen yang
| bercerita tentang upaya perencanaan fisik Singapura. Pertama
, kali dibuka pada tahun 1999, Singapore City Gallery berisikan
3 terita mengenal transparmasi Singapare secara fisik selama 50

tahun terakhir, memiliki 10 bidang eamatik dan lebih darl 50

Shenghai Urban Planning Exhibition Center

Merupakan salah saw tempar wisata paling papular, Shanghai Urban
Planring Exhibition Center yang dibuka secara resmi untuk umum pada
25 Februari 2000 ini mencakup luas bangunan sekirar 20000 m? dimana
area pameran sekitar 7000 m®, Bertema “Kota, Warga, Linglcungan, dan

audievisual dan pameran interaltif menempat tiga lanaigedung
Urban Redevelopment Authority di Maxwell Road, antar
Chinatown dan Central Business District,

thetpa! e Eavsgiuoliabauitsyausarmnisataniura-histaryasas)

Minlzmr Kot Singapura yang clpamertan di Singapore Ciey Galiery

Pembangunan”, gallery ini menampilkan masa lalu, sekarang, dan masa
dapan dati Shanghai dengan tradisional dan modern.

PMiniswur Kata Shanghai yang dipameriean di Shonghai Usban Planning Exhibilian Canter

butpet{blag djarumbessiswaphis org zefikasatrafiles201 2 (idse 0233402
hatpilienwikipedia arlwikifShanshar B
: i : ghal_Urban_Planning Exhibition
CE““'ﬂ"EdI““m"ml&sGI“—mﬂdﬂLﬂf_IDID_Shanghaj_az_urban_Fla.nnlng_
Ex}dhlriun_c,:“mnipg
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Jjokarta City Piaaning Gallery

Jakarta City Planning Gallery berdiri di lantai 3 kantor dinas tat
kota gedung teknik, jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Gallery ini
berisi maket-maket atau miniature dan foto-foto tata ruang DKJ
Jakarta sefak tahun 1965 hingga gambaran rencana tata ruang
DKI pada tahun 2030, jakarta City Planning Gallery ini merupakan
hasil kerja keras dinas tata ruang DK Jakarta dengan maksud
agar warga Jakarta dapat melihat dan terlibat langsung dalam
penataan ruang kota Jakarta. fokarta City Plonning Gallery ini
diresmikan secara langsung oleh Gubernur Pravinsi DKI Jakarta,
Bapak Fauzl Bowe-pada tangsal 29 Januari 20110.

[hn:pcfim.gidnur.cnnﬂzﬂJl.']:lﬂ:'.:k:lrm-clqr-plan ning-zallerys)

N

[

Minizwur Kat Jakarm yang digemerhsin off |alarmaCiy Flanning Goifary
Foto Ciish: Sirah Sharida, 9 Mei 20]4

Fada intinya, lagi-lagi diperlukan willingness dari pemerintah
agar RDTR & PZ menjadi satu dokumen yang stakeholder-

friendly melalui diseminasi informasi yang massif, efektif, dan
inovatif,

8. Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan Ketataruangan

Dilibatkannya lebih dalam masyarakat untuk ikut mengawasi
penyelenggaraan tata ruang perlu difasilitasi dengan layanan
yang praktis. Bukan hanya layanan loket statis di satu-dua
instansi- pemerintah, tetapi juga layanan pengaduan dan

pelaporan yang mudah diakses kapan pun dan di mana pun
Saat ini mulai berkembang layanan Pengaduan onfine lewat.
internet baik melalui situs internet, sosia media, maupun
aplikasi di perangkat seluler. Contoh inovasi dalam layanan
pengaduan dan pelaporan adalah Sigaptary (Sistern [aringan
Penataan Ruang) dan LAPOR! (Layanan Aspirasi
Pengaduan Onfine Rakyat).

dan

Sigaptaru (Sistem Jaringan Panataan Ruang}meruPakan
salah satu jaringan berbasis intern ELyang ber‘tufuan memberilan
akses kepada semua pihak dalam melakukan pemancauan
pelaisanaan penataan ruang di tingkat kabupaten, Siscem ini
menjadi salah satu alat dalam rangka memastikan perizinian
mengenai alokasi penggunaan lahan (fand use) dan memantay
perkembangan terbaru guna memastkan hal tersebut sesuai
dengan peraturan pemerintah.

HIARTARI

Tarmpilan form berbagi pada srus Sigspramn
Fato diambil cari: htepahhwwesigaprane. onidshare-map-tnforiiticn

Sigaptary mendukung Forum Pengembangan Wilaysh dan
Perdesaan Indonesia - Sustainable and Rural Development
Forum (SRRED-FI) — yaitu suati inisiasi yang akan mendorong
ansparansi yang lebih besar terhadap perencana tafa ruang
klab“PﬂtEn. Sigaptaru mendukung Penyidik Pegawal MNegeri
SIpil (PPNS), pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi

Perencana, perusahaan, universitas, NGO, dan masyarakat Juas.
Fowvsloapeary, oy
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LAPOR! {LayananAspirasi dan Pengaduan Online Raleyar) adalah
sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang
mudzh diakses dan terpadu dengan 72 instansi Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/IL/D). LAPOR! diinisiasilan
cleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatlean partisipasi
masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam
rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan
publik. Hingga Maret 2014, LAPOR! telah digunakan oleh lebih
dari 240.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari |.000
laporan per harinya. LAPOR! menjadi cikal bakal dari sistem

aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.

EILAPOR!

I-L.:.L- _._

Ty My ol beforihr fudoh Libe

]

Tampilan 2plilcas; LAPORL hariasis Android
Fota diarmbil darihitpsMplay poople comistarelappaidetallsiid=camfapar
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SISTEM KER)2 LAPOR
Pelaporan

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR!
melalui berbagai media termasule sitys hetps:iflapor.ukp,ga.idf,
SMS | 708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifilasi
reriebih dahulu oleh administracor LAPOR! unuyle kejelasan dan
kelengkapan, dan sefanjutnya diteruskan ke intansi K/L/D terkait
paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan ditakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! alan mempublilasikan setiap laporan yang sudah
diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapar.
Instansi K/L/D diberikan wakeu paling lambat 5 hari kerja untuk
melakukan keordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari
pelaporan yang diberikan oleh masyarakar umum. Apabila sudzh
ada rumusan rindak lanjut, maka instansi K/UD memberikan
informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut
dari instansi K/L/D pada laperan, dan telah berjalan [0 harl
kerfa setelah tindak lanjut dilakulan tanpa adanya balasan dari
pelapar maupun administracor LAPOR! di halaman tindak lanjut.

(htepsiilapar ukpgoidilaporftentang_lapor/entang-lyanan-aspirasi-daa-pergzsuan:
online-rzkyathiml)

Saatnya pemerintah dasrah berinovasi ke arah sana untuk
Urusan tata ruangnya, khususnya untuk melaksanakan
Pengendalian pemanfaatan ruang di daerahnya berdasarkan
dokumen RDTR & PZ yang telah dilegalisasilan melalui
Perda dan peraturan perundang-undangan turunanmyd.
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b. Masyarakat

Telah berbagai alasan diutarakan mengenai pentingnya
peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Pada
akhirnya, hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan
seluruh lapisan masyarakat serta untulc tercapainya tujuan
penataan ruang. Masyarakat harus berpartisipasi sebaga
pihak yang akan terkena dampak langsung penataan ruang
Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam
penataan ruang. Dalam menjalankan peranannya ity,
masyarakat mendayagunakan kemampuannya secara aktif
sebagal sarana untuk melaksanakan peran serta masyarakat
dalam mencapal tujuan penataan ruang.

Dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan, masyarakat dapat
berada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai
pelalu utama pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang rerkena
dampak |kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang
rnempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai
pinak yang mengawasi dan mengontrol kebijakan pemanfaatan
ruang perkocaan. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan pelaku
pembangunan yang memiliki peran terbesar dalam pemanfaatan
ruang perkotaan,

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat
antara lain:

a, membula  dirj terhadap pembelajaran dari pihak luar

terutama yang terkait dengan RTRVY, pemanfaatan ruang dan
pPengawasan pemanfaatan ruang;

mampll mengidentifikasi persoalan linglkungannya sendiri,
peluang-peluang, dan mengelola kawasan budi dayz dan
lindung di lingkungan sekitarnya;
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c. mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan
wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat
masyarakat mengambil silap atau keputusar;

d. melalksanakan dan mengawasi pemanfaaran ruang
ketentuan yang berlaku;

e berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat,
baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan,
penyelenggaraan kensultasi, penyusunan program bersama
pemerintah, atau berpartisipasi dalam proses mediasi:

sesuai

f. membina kerja sama dan kemunikasi dengan pemerintah agar
kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan
masyarakat.

(Pedeman Pelfibatan Masyarakar dan Swast datam Pemanfiaten RuangParhoman, Drafc
kemmpat fanuar 2003, Subdic Peran Masyaraker Dirskiorat Fenaman Rung Masional
«Direterat Jenderal Fenatan Riang, Departemen Permilkiman & Prasamna Wiliyal)

Retika berhadapan dengan masyarakat, banyak ditemui
kasus-kasus dimana masyarakat menolak memberikan
informasi karena khawatir akan ada proyek penggusuran
dan sebagainya yang berpotensi merugilan mereka. Justru
sebaliknya, jika masyarakat bersikap tertutup dikhawatirkan
kepentingan merela nantinya tidak tersuarakan dan akhirnya
terabaikan. Beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat
dalam penyelenggaraan RDTR & PZ sebagai berikut,

|- Berpartisipasi dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Sebagaimana diatur dalam PP Nomeor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang dan juga tercantum dalam Batang Tubuh Permen PU
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No. 20 Tahun 201 | tentang Pedoman Penyusunan RDTR
% PZ Kabupaten/icta, bentuk peran masyarakat dalam
perencanaan tata ruang adalah berupa:
a. masukan mengenai:
|. persiapan pemyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau ka-
wasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembang-
unan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atay
3. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, danfatau sesama unsur masyarakat dalam
Perencanaan tata ruang.

Masukan dapat disampaikan melalui permerintahan dj tinglat
kecamatan, tingkat desa/lelurahan, tin gkat dusun/kampung,
dan tingkat RW dan RT untuk selanjutnya dibawa ke forum-
forum FGD atau kensultasi publil yang diselenggaralkan

dalam rangka penyusunan RDTR & P7 yang menjadi
kewajiban pemerintah daerah.
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Masyarakat Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, yang berpartisipasi
dalarm survei lapangan pematokan wilayah
Foto oleh; Hari, 20 Januari 2008

2. Mengurus Perizinan Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka ikut menata kota, masyarakat memiliki

kewajiban untuk menaati rencana rata ruang yang ada.

Salah satu caranya adalah dengan raengurus kepemilikan
lahan secara formal, mengurus hak milik rumah tinggal, dan
Mengurus IMB jika ingin men lirikan bangunan pada suatu
lahan,

Dengan mengurus IMB secaia henar, artinya otomatis telzh
patUh tE]‘hadap rencana tats ruang }I'H.! E ﬂ.']EEEkﬂt atas |ﬂhﬂr|
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tersebut. Dengan berbagai sanksi yang ditetapkan dalam
UUPR, masyarakat harus hati-hati dalam memanfaatkan
lahannya. Jangan sampai karena lengah mengurus IMB.
akhirnya sampai terkena sanksi administratif atau pidana,

BPZT

UL
LR AN &)

Pagzn IMB rumah tinggal yang dikeluarkan oleh BP2T Tangerang Selatan
Fete dizmbil darl: hetpfibuarsitele blegspot cam/20 | |/08fimb.heml

Tata cara mengurus IMB rumah pribadi mungkin sedilkit
membingungkan bagi banyak orang. Belum lagi dengan
ketakutan akan ketidakjelasan biaya pasti pengurusanmya.
Apalagi keberadaan para calo yang menggoda karena
menjanjikan pengurusan yang lebih praktis meskipun
membuat harganya melanjak mahal. Namun, pilihannya

adalah mengurus IMB atau menunggu ditertibkan dan
terkena sanksi.

Pemerintah di beberapa daerah telah membuat terobosan
dengan memberikan kemudahan fasilitas IMB secara online,
DKl Jakarta misalnya. Informasi yang diberilan di website
http://dppb jakarta.goid/ milik Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan pun lengkap dan mudah dimengerti.
Tinggal menunggu inisiatif masyaralar untuk mengurus IMB-
nya. Lagi pula dengan banyaknya media layanan pengaduan,
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masyarakat seharusnya merasa lebth aman terhadap prakeik-
prakik pelanggaran layanan yang mungkin akan didapatkan.
izin pemanfaatan ruang dapat dibedakan atas, antara lain:
a. izin lokasi — keputusan oleh walikata melalui Bappeda.

b. itin perencanaan/advice planning/persetujuan site plan -
keputusan oleh walikota melalui Dinas Tata Kota.

¢, jzin Mendirikan Bangunan - keputusan eleh walikots ma-
lalui Dinas Tata Bangunan atau P2K

{Pedeman Felibatan Masyarakst dan Swasztz dzlam Permanfaztan RuangPerotaan,
Graft Keempzt, Januzsri 2003, Subdit Peran fazyerakar, Direltorat Penatzan
Ruang Nasianal , Direktorat lenderal Pendtaan Ruang, Depsrtamen Permuki-

man & Prasaracs Wilayah)

IMB dipersyaratkan untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
mendirikan bangunan gedung baru;

menambah luasan dan jumlab lantai banzunan gedung;
mengubah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung;

mengubah tampak bangunan gedung; dan

wos W

mengubah tata ruang/penggunaan ruang yang menggy-
nakan dinding permanen.

thttp: i dpph. jakarts. co,id/berandaysyarate nimb-6-pe ssaratan-pei i nae-imb i

3. Berpartisipasi dalam Proses Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakac dalam Penataan
Ruang, peran masyaralat dalam pengendalian pemanfaatan

fuang dilaksanakan dengan cara:

I menyampaikan masukan terkait arahan danfatal

F"Ef‘?LtUr'an zﬂnasi, perizinan. Pemherian insentrf dan
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disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang
berwenang;

2. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang;

3. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemulkan dugaan penyimpangan
amu pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

4. mengajukan lkeberatan terhadap keputusan pejabat

yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.

Tidak ada salahnya masyarakat meluangkan waktunya untuk
sekadar mengamati kotanya dimulai dari lingkungan tempat
tinggalnya, Jika ada yang janggal atau dirasa mengganggu
kenyamanan, dapat langsung melaporkan kepada instansi
yang berwenang. Dengan melakukan hal tersebut,
masyarakat telah berkontribusi dalam menata kotanya guna
menciptakan kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

C. Swasta

Perkembangan suatu wilayah perkotaan tidak terlepas dari
perkembangan bisnis di berbagai sektor vang digerall<an
oleh pihak swasta yang juga terus melakukan pembangunan

fisik. Karenanya penataan kota juga menjadi tangsung jawab
yang diemban oleh pihak swasta,

Syasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam peman-
faatan ruang perkotaan, Terutama karena kemampuan kewirausa-
haan yang mereka milild. Peran swasta yang diharapkan dalam
permanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharap-
lean dari masyarakat. MNarmurm, karena swasta memiliki karakter
istik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka [erdjipat
peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untule tidak
saja menekankan pada tujuan ekenomi, namun juga sosial dan
lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta aneara lain:

a, melalsanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai
ketentuan yang berlalu;

b, memposisilan masyarakat umum sebagai pihak yang harus
diperhatikan kepentingannya;
e. mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat;

d. mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh
pemerintah.

(Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasm dakbm Pemanfantan Ruang Perlxm-aah.. D;':]Et
Keempat. faruari 2003, Subdit Peran Masyarzkat, Direksorat Panataan Ruzng Nn;m o
[irakgerat [enderal Penataan Ruang, Departemen Permukiran & Prasarana ¥¥ilzyah)

- Pihak swasta sama halnya seperti masyarakat yang punya

kewajiban untuk menaati peruntukkan lahan dan ketentuan
teknis bangunan sesuai peraturan tentang RDTR & PZ yang
berlaku.

Pengusaha yang akan mendirikan tempat usahanya wajib

Mengurus Surat Izin Gangguan yang menyatakan bahwa
badan usaha vang didirikan tidak mengganggy lingkungan
sekitarnya, Persyaratan teknis yang cukup penting untulk
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mendapatkan suratizin gangguan ini adalah tidak mencemari
lingkungan atau menimbulkan efek negatif terhadap
lingkungan sekitar. Ada pula Surat |zin Tempat Usaha (5T

yang dikeivarkan sebagai izin untuk melakukan usaha di
SUAtY tempat.

Papzn IMB Hore! Ibis Padang sebagai buksi mngaung fawab dan peran swasea
unkwk e serm menaca ko

Foto diambil dari:hteplfs| 135 photsbugker comiuser/best_ton?7imedial
IMBlbisHorelPadang, |pg-heml

Bagi pengusaha penginapan misalnya, ada izin usaha hotel
dan penginapan yang harus dimiliki, Begitupun bagi pihak
swasta yang berusaha di bidang rekreasi dan hiburan
umum misalnya tempat karaoke, bioskop, kolam renang,
bar, rekreasi pantai, padang golf, permainan anak anal, bail
dikelola oleh swasta, perorangan, maupun kensorsium juga
harus mengurus surat izin usaha. Untuk mengurus izin-izin
tersebut di atas, mensyaratkan IMB untuk dipenuhi terlabih
dahulu. Dengan mengurus IMB sesuai prosedur, pihak
swasta telah berkontribusi untuk turut serta menata kota.
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Galah satu contoh [ain bentuk partisipasi pihak swasta
dalam menata lkota misalnya dapat di!al(ukan_ oleh banll(.
Ketika ada pengembang perumahan yang mengajukan kredit
konstruksi atau kredit pemilikan rumah, perlu menanya!@fn
apakah sudah mengantongi izin pemanFaatanlmang dan izin
mendirikan bangunan yang sah. Dengan demikian, bank pun
berkontribusi dalam mewujudkan rencana tata ruang kota.

Poran asosiasi-asosiasi pelaku bisnis juga tidak kalah
penting dalam penyelenggaraan RDTR & .F'Z. Asosiasi-
asosiasi pelaku bisnis dapat menjadi perpanjangan tangan
pererintah unruk mendiseminasikan informasi penataan
ruang dengan melakukan persuasi kepada para angtgmanya
agar selalu memperhatilan rencana tata ruang ket[ka alcan
mendirikan suatu tempat usaha. Selain itu, para investor
juga perlu mempertanyakan izin-izin yang ab?ah teri.m“t
lahan dan pemanfaatan ruang demi kepastian investasi di
masa yang akan datang.

d. Urban Planner

Perencana Kota/Urban Planner merupakan golengan orang
yang memilikilatar belakang pendidilcan Perencan aan¥Wilayah
dan Kota. Jenis pendidikan ini erat hubungannnya dengan
studi pembangunan. Hampir secara langsung, perencana
kota terfibat dalam leseluruhan proses pelaksanaan
Penataan ruang seperti perencanaan, pemanfaatan, dan
Pengendalian ruang. Dalam proses perencanaan, perencang
secara langsung mengidentifikasi, memberikan proyeksi,
SErta memberikan solusi bagi penataan ruang,
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Beberapa peran urban planner sebagai salah satu konsultan

pembangunan di anaranya:

a, mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar
sefalan dengan aspirasi masyarakat dan swasta;

b. melakukan sosialiasi untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan

penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotsan yang

partisipatif;

c. mengembangkan kapasita. masyarakat dalam aspek penataan
ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan;

d. mengajak masyarakat beisie untule terlibat dalam proses
pembangunan serta meam: ami dan memecahkan masalah
yang dihadapinya;

e. berperan sebagaj fasilitao; >2ndamping masyarakat.

f mendarong  dan  mendukung  pemerintah  untuk
melakasanakan pemanfastan  ruang  perkotaan yang
partisipatif;

2. mengakeiflan forum warga sebagai bagian dari upaya untul
mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.

{Pedarman Pelibatan Masyirakar can Sviasta ot Pemanfiamn Ruang Perkotaan,
Drale Keampar lanuar 1003 Subdie Paren Fasymrabzc Direltcrar Penzman

Ruang Masional , Diseltorar jesderz| Famtazn ruang, Beparcamen Pormuliman
& Provrena YWilivzh)

Dalam hal ini, perencana kota diharusian memiliki lkapasitas
yang apik dalam merencanakan. Karera proses menganalisis
lahan tidaklah hanya sekadar melihar dan berirnajinasi,
perencana juga diharuskan untuk jeli meiihat potensi dan
celah yang memungkinkan akan menimbulkan masalah. Hal
ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristil dan
ciri khas yang berbeda-beda, Seperti contohnya dalam hal
menganalisis kependudukan, Perencana akan menghitung

smngkinan pertumbuban pendudulc selama 20 tahun ke
depan, namun tidak hanya menghitung jumlah, perencana
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juga harus jeli melihat apakah dalam jumlah penduduk
tersebut terdapat potensi peledakan kelompok umur
Mungkin terdengar dramatis, namun yang dimaksud dengan
peledakan kelompol umur adalah suatu kelompol usia
tertentu yang berpotensi untuk bertambah secara masal.
Contohnya adalah pada tahun X, suatu daerah A memiliki
jumlah penduduk dengan kelompok usia muda (0-14 tahun)
yang hampir sama banyaknya dengan usia produktif di
daerah tersebut. Pada perkembangannya selama 20 tahun
mendatang, kelompok usia tersebut akan bertambah
usia dan memiliki kebutuhan tersendiri seperti |apangan
pekerjaan, tempat tinggal, dan lainnya bahkan hingga
kebutuhan terhadap lahan pemakaman umum sekalipun.
Perencana harus mampu memildirkan hal-hal tersebut, itulah
mengapa kapasitas seorang perencana sangatlah penting.

Salah satu kepiatan PT Handal Selaras Pratama sebagal kensultn perencant
pada penyusunan ROTR & PZ Klaster Jasinga. Kabupaten Rogar
Foto oleh: Sarah Sherida & Dinar Maria, Novernber 2013
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Perencana berperan sebagai penengah dan juga pendamping
antara masyarakat secara umum dengan pemerintah,
terlait dengan penataan ruang. Dalam kaitannya pada fase
pengendalian, perencana dapat memberikan rekomendasi/
masukan apabila mengetahui adanya indikasi pelanggaran
ketentuan ruang.

Sebenarnya tidak hanya perencana yang dapat berperan
dalam memberikan rekomendasi, kelompok masyarakat
secara umum dapat pula melakukannya, namun dalam hal
ini lebih sedikit dititikberatkan kepada perencana karena
pengetahuan dasar mengenai tata ruang merupakan hal
yang dikonsumsi setiap harinya sehingga seharusnya lebih
mudah untuk mengindikasikannya,

Ekspos Penyusunan ROTR & P2 Klaster Jasinga Kabupaten Bogob antara
Diras Tata Ruang & Pertanahan Kabupaten Bogor, perwakilan pemerintah
kecamatan, serca FT Handal Sefaras Brarama sebagai kansultan perencana.

Fotao aloh: M. Fahmj Iskandar Alamy, || Junl 2013

Perencana merupakan Manajer Crisis yang dibutuhkan

untuk menstabilkan ekonomi, social, dan lingkungan untuk

berjalan secara seimbang dan menciptakan keberlanjutan
(sustainability), Selain itu, peran perencana harus mampu

menciptakan kondisi untuk “pertumbuhan yang seimbang”
dengan bersikap represi yaitu sebagai power kebijakan,
kooptasi yaitu mampu membeli secara politik atau ekonomi,
dan integrasi yaitu mampu untuk mencoba menyelaraskan.2?

e. Lembaga Legislatif (DPR/DPRD)

Sebagai wadah perwakilan daerah dengan fungsi legislatif,
DPD juga turut berperan langsung terhadap tata ruang.
Berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009, DPRD memiliki 3
fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi berupa kewenangan dalam pembuatan
Perda, yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah {Raperda) serta membahas dan menyetujuifmenolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Seberapa pentingnya
sebuzh peraturan daerah? Sangat penting. Kekuatan hukum
serta sanksi yang melekat akan menjaga agar rencana
yang telah ditetapkan tetap berada pada jalurnya. Hal
ini karena Perda dapat difungsilan sebagai instrumen
pembangunan serta dapat menjaga keberlanjutan sebuah
kebijakan di daerah. Fungsi DPR/DPRD dalam anggaran
adalah berupa kewenangan untuk menyetujui atau menolak
Serta menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan
Parda tentang APBD. APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) merupakan anggaran keuangan untuk
keperluan belanja di suatu daerah per hunnya, dalam hal

‘_-_‘-_‘_-—-—____ i
# Harvey, D, (1996), Planning The Ideology of Planning. Massachusects, USA:
laclowe)),

150 Menata Kota mefalul Rencana Detall Tata Ruang (RDTR) Partisipasi Stakeholder dalam Perwujudan ROTR&PZ 151




ini belanja yang dimaksud adalah untule keperluan yang
terkait dengan tata ruang.

Fungsi pengawasan merupakan kewenangan dewan
untulk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda
dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD,
mengawasi kebjjakan dan kinerja pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerja sama
internasional di daerah.

Secara umum, DPR/DPRD sangat membantu dalam proses
legislasi Perda. Selain itu, DFR/DPRD juga berperan dalam
mengawasi proses berjalannya kebijakan di dalam Perdaf
peraturan perundangan lainnya beserta APBD. |ika terjadi
penyimpangan, DPR/IDPRD berhak untuk mengajukan
permohonan pertanggung jawaban dari bupatifwalikota. Hal
ini dikarenakan buparifwalikota memiliki kewenangan untuk
mengesahkan peraturan beserta pembangunan sehingea
jilka terjadi penyimpangan maka pihak bupatifwalikota
seharusnya mengetahuinya terlebih dahulu, Walaupun tidak
menutup kemungkinan bahwa DPR/DPRD dapat menegur
langsung kepada pihak terkait.

f. Pemangku Kepentingan Lainnya

Selain organisasi nonpemerintah, konsultan pembangunan,
juga terdapat berbagai organisasi Jain yang memiliki peran
dan posisi penting dalam mempengaruhi, REnyusun,
melaksanakan, mengawasi kebijakan pemanfaatan ruang
perkotaan. Pada intinya, setiap pelaku  pembangunan
dapat berperan dan mengambil posisi positif dalam
mengembangkan dan melaksanakan pemanfaatan ruang
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perkotaan yang partisipatif. Sehingga keberadaan adanya
Ltau munculnya pelaku dan organisasi lain dengan beragam
eran dan posisi tidak dapat dihindari. Organisasi lain
yang dimaksud misalnya asosiasi profesi, perguruan tinggi,
lambaga donor, partai politik, dan sebagainya.

Berbagai peran yang dapat mereka miliki disebutkan berikut
ini, meskipun tidak terbatas pada peran itu saja:

a mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar
sejalan dengan aspirasi masyarakat, swasta;

b.  menyiapkan suatu konsepsi pelibatan masyarakat dan
swasta untuk disampaikan kepada pemerintah agar
ditindaklanjuti;

c.  mengaktifkan organisasi non-pemerintah, forum warga,
asosiasi lain sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi
dan mengontrol kebijakan pemerintah;

d.  melembagakan mekanisme pengawasan publilk yang
lebih transparan dan akuntabel;

e, memberikan masukan, saran agar kebijakan yang ada
dapat meningkatkan lesejahteraan masyaralat tanpa
mengorbankan kepentingan masyarakat;

f. melakukan sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang
perkotaan yang transparan dan akuntabel;

&  melakukan sesialiasi untuk meningkatkan permahaman
dan kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat
kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan ruang
perkotaan yang partisipatif,

{Pedoman Pelibaran Masyarakar dan Swasea dalam Pemanfaatar Rusng Perkotian,
Diraft Keampae. Januari 2003, Subdit Peran Masyarakat, Diraktarat Penztaan

Ruang Masional , Direkeorac |enderal Fenataan Ruarg, Ceparcemen Fermikiman
& Prasarana VWilayah)

Partisipasi Stakeholder datam Perwujudan ROTR & PZ
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LANGKAH LANJUT,
MENUJU RUANG
LEBIH BAIK

A.Seperti Apakah yang Diinginkan?

Hasil kajian oleh llatan Ahli Perencanaan tahun 201 | berjudul
Most Liveable City menyebutkan bahwa 3 kota ternyaman di
Indonesia adalah (secara berurutan) Yogyakarta, Denpasar,
%an Makasar. Kajian ini memang baru terbatas pada 15
kota besar dj Indonesia, akan tetapi hasil kajian ini dapat
Menggambarkan bahwa masyarakat sudah dapat memahami
rang hidup seperti apa yang diinginkan. Dalam penilaiannya,
Eﬂa fUang menjadi induk dari beberapa aspek penilaian
A0 ini seperg aspel fisik kota, aspek ketersediaan,




dan kualitas infrastrukeur serta aspek lingkungan. Secara
rerata, hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat livable
atau kenyamanan warga kota-kota besar di Indonesia
baru mencapai 54.2%, bahkan untuk kota ternyaman yaitu
Yogyakarta “baru” memperoleh nilai 66,52*.

Untuk menjadi perbandingan, dalam skala global Australia
dan Kanada adalah negara-negara yang telah membangun
kotanya dengan lebih baik. Melbourne, Adelaide, Sydney,
dan Perth di Australia sertaVancouver, Toronto, dan Calgary
merupakan kota-kota yang termasuk dalam 10 besar fivable
cities di dunia dengan skor yang 96 hingga 97,5%.

Kondisi Indonesia dan negara-negara dengan tinglkat
kenyamaan kota yang lebih baik memperlihatkan bahwa
masih terdapat perbedaan yang sangat besar berkaitan
dengan tingkat kenyamanan hidup pada kota-kota di
Indonesia. Penataan ruang menjadi salah aspek penting yang
perlu ditingkatkan untuk dapat mengejar kesenjangan ini.

RDTR sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-
bab sebelumnya merupalkan salah satu alat untul dapat
mengejar ketertinggalan tersebut. Perlu disadari bahwa
bagaimanapun juga RDTR tetaplah sebuat “alat” dan
sehingga keberhasilan dalam pemanfaatan RDTR-lah yang
nantinya akan dapat meningkatkan ruang hidup kota/
kawasan perkotaan di [ndonesia sehinzga “memiliki® RDTR
pada suatu kawasan bukanlah jawaban dari tantangan dan

24 Indonesia Mosc Liveable City Indesx, lkatan Al Perencanaan Indonesia,
2002

23 A summary of the Liveability Ranking and Civerview, The Foanormist
Intellizence Lnit, 2013
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armasalah pemanfaatan ruang, akan tetapi memanfaatkan
Ee'suai dengan pedoman yang telah dihasilkan itu yang
menjadi tujuan dari keberadaan RDTR.

B. Sudah Cukupkah Muatan RDTR yang
Ada?

Apakah muatan RDTR dan PZ yang ada saat ini sudah cukup?
Menjawab pertanyaan ini bulkanlah suatu hal yang mudah,
karena untul di Indonesia kecukupan muatan ternyata tidak
hanya terkait dengan aspel<aspek yang diatur saja tetapi
juza berkaitan dengan dinamika sumber daya manusia
yang berada di Indonesia. Sangat perlu disadari bahwa hal-
hal yang diatur oleh RDTR dan PZ sangatlah banyak dan
terperinci, Sebagaimana banyakrya muatan ini dapat dilihat
pada Perda RDTR DKI yang muatannya hingga mencapai
672 pasal. Kemudian juga dalam beberapa kasus, ternyata
tidak seluruh aparat pemerintah terkait tata ruang juga
telah memahami filosofis dari RDTR dan PZ sendiri,

Bagaimana keberhasilan RDTR dan PZ juga belum dapat
divkur dikarenakan walaupun sudah cukup banyak daerah
di Indonesia yang telah memiliki draft RDTR, akan tetapi
hingga pertengahan tahun 2014, baru DKl Jakarta yang
telah- menerapkan peraturan daerah tentang RDTR dan
i Walaupun penyusunan RDTR dan PZ dilakukan dengan
melihat kondis perencanaan yang telah ada sebelumnya dan
Perkembangan riil yang telah terjadi, tetap masih perlu diuji
di lapangan bagaimana lebermanfaatan dari RDTR dan PZ
dalam Membentuk ruang kota.

Langkah Lanjut, Menuju Ruang Lebih Baik
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Salah satu aspek penting yang perlu disadari dari muatan
RDTR yangadaadalah penetapan polaruangyangada bersifat
sangat mengikat dan tidak dapat berubah (kaku). Maksud dari
hal ini adalah ketika suatu ruang sudah ditetapkan termasuk
dalam suatu zona, maka sampai dengan akhir tahun rencana
ataupun adanya perubahan Perda RDTR, pihak pengsuna
lahan tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut di luar
aturan yang telah ditetapkan, contohnya adalah kawasan
perumahan harus tetap menjadi kawasan perumahan, tidal
boleh menjadi kawasan kemersial dan bahkan kawasan
fasilitas umum seperti terminal atau kawasan pemerintahan.
Pada skala mikro, hal ini sebenarnya sudah terantisipasi
dengan adanya ketentuan kegiatan pada suatu zona,
sebagai contoh pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona
perumahan, maka pemilik rumah di kawasan tersebut masih
diperbolehkan untuk melakulan kegiatan selain hunian pada
rumahnya semisal untuk membuka warung, salan, ataupun
prakeek dokter, hanya saja pemanfaatan untuk kegiatan
selain hunian ini dibatasi baik secara luasannya (untuk
kegiatan nonhunian) dalam skala persil maupun jumlah
kegiatan tersebut dalam skala lawasan.

Dalam skala kawasan, adanya aturan yang kaku ini pada
satu sisi akan sangat membantu dalam pehegakan rencana,
dimana tidak diperbolehkannya perubahan pemanfaatan
ruang yang telah direncanakan dalam bentul apapun akan
memastikan bahwa rencana yang disusun akan dapat
tercapai. Akan tetapi pada sisi lain, hal ini juga berakibat
adanya kemungkinan suatu kota/kawasan perlotaan tidak
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dapat mengikuti dinamika perkembangan pEi"Iggur’]a?li_"l
lahan yang terjadi walaupun dinamika itu bersifat positif
dan dibutuhkan. Semisal, suatu kawasan perkantoran yang
sudah tidak berkembang di masa mendatang tidak dapat
dijadilkan sebagai kawasan clah raga skala besar dikarenakan
akan menyalahi peruntukan yang telah ditetapkan. Adanya
"pemaksaan” suatu fungsi ruang padahal fungsi tersebut
sudah tidak tepat tentunya akan menjadi beban tersendiri
bagi ruang tersebut. Berkaitan dengan hal ini, maka
perubahan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme revisi
RDTR yang tentunya juga harus diiluti dengan amandemen
atau perubahan Perda. Perubahan perda sendiri tentunya
juga memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikic
sehingga halini berdampak pada semakin lamanya akemodasi
kebutuhan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Peraturan zonasi sendiri sebenarnya sudah memiliki jawaban
untuk permasalahan sebagaimana disebutkan pada paragraf
sebelumnya. Ketentuan ini disebutkan sebagai ketentuan
perubahan zona, dimana terdapat 3 (tiga) pengelompokan
ketentuan berkaitan dengan perubahan zona yaitu diizinkan
bersyarat, serta tidak diizinkan.

Biizinkan diartikan sebagai adanya usulan perubahan zona
dapat langsung diakomodasi, biasanya hal ini dimaksudlan
untuk perubahan zona yang dapat meningkatkan kualitas
Flang, misalnya seperti perubahan zona komersil menjadi
“O0M2 ruang terbuka hijau, ataupun zona perumahan

kepadatan tinggi menjadi zona perumahan kepadatan
sedang atay rendah,

Langkah Lanjut, Menuju Ruang Lebih Baik
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Bersyarat diartikan sebagai adanya usulan perubahan zona
dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu
yang dapat menghindari terjadinya penurunan kualitas ruang
dari zona yang berubah tersebut. Persyaratan-persyaratan
ini biasanya juga disertai dengan adanya persetujuan dari
pemangku kepentingan pemerintah.

Tidak diizinkan diartikan sebagai perubahan usulan zona
sudah ditetapkan sebagai hal yang tidak boleh dilakulan
dikarenakan adanya dampak pengurangan kualitas ruang
tersebut ataupun ketidakcukupan infrastrulcur pendukung,

misalnya adalah usulan perubahan kawasan olahraga menjadi
kawasan industri.

Adanya ketentuan perubahan zena ini akan sangat dapat
membantu kora/kawasan perkotaan dalam menghadapi
dinamisasi perekonomian di kota/kawasan perkotaan
tersebut, Hal yang diperiukan dari ketentuan perubahan
Zona ini tentunya adalah aturan-aturan yang jelas serta

dilakukan dengan tertib agar ketentuan perubahan zona
dapat bermanfaat.

Tidak diberlakukannya ketentyan perubahan zona pada
pedoman RDTR yang telah ditetapkan dimungkinkan karena
kegagalan dari RDTR di masa lampau, dimana kepala daerah
memiliki kewenangan untuk melakulcan perubahan zona
tanpa adanya dasar pertimbangan yang jelas, bahkan dalam
jangka waktu beberapa tahun terakhir ini sudah cukup
banyak pejabat pemerintah yang berkasus dan dipenjarakan
karena tersandung gratifikasi‘korupsi berlaitan dengan
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arsetujuan untuk perubahan fungsi lahan. Ketakutan akan
Eal ini akan dapat dihindari dengan adanya aturan yang jelas
dalam perubahan zona,

C.Sebuah Penutup

RDTR & PZ adalah sebuah alat yang tepat hingga saat ini
untuk dapat digunakan menghasilkan ruang yang optimal.
Hanya saja harus diakui implementasinya bukanlah sesuatu
yang mudah. Apa yang sudah ditulislkan dari buku ini
diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan ataupun
tambahan pengetahuan tentang RDTR, terutama untuk
mengetahui apa saja muatannya, bagaimana isu-isunya, serta
siapa saja yang dapat berperan.

Dalam era leterbukaan informasi ini, sangatlah penting
RDTR dapat diketahui dan dimanfaatkan. Kita semua harus
tahu dan mencari tahu bagaimana ruang kita direncanakan
sehingga kasus-kasus kesalahpahaman dalam pemanfaatan
ruang sebagaimana yang disajikan pada bagian paling awal
dari buku ini dapat dihindari oleh seluruh pemanglu
kepentingan, dan pada akhirnya kita dapat mewujudkan

bersama ruang yang lebih baik, tidak hanya untuk saat ini,

akan tetapi untuk generasi penerus kita selanjutnya.
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dengan bentuk kegiatan penelitian ketataruangan dan so-
sial kemasyarakatan; manitoring (pengawasan) dan evaluasi
kebijakan publil; knowledge sharing {berbagi pengetahuan)
dengan publikasi hasil penelitian, monitoring dan evaluasi,
serta penyelenggaraan seminar; peningkatan kapasitas SDM
dengan pelatihan dan workshop; dan charity/donation (pend-
ermaan/donasi) fasilitas umum.
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Pondok Pinang Center C-34

|I. Ciputat Raya, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310

021-751 4589

06 Ser oo

Menata Kota melalul Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)




	image00001.pdf (p.1)
	image00022.pdf (p.2)
	image00023.pdf (p.3)
	image00025.pdf (p.4)
	image00026.pdf (p.5)
	image00027.pdf (p.6)
	image00028.pdf (p.7)
	image00029.pdf (p.8)
	image00030.pdf (p.9)
	image00031.pdf (p.10)
	image00037.pdf (p.11)
	image00038.pdf (p.12)
	image00039.pdf (p.13)
	image00040.pdf (p.14)
	image00041.pdf (p.15)
	image00042.pdf (p.16)
	image00043.pdf (p.17)
	image00044.pdf (p.18)
	image00045.pdf (p.19)
	image00046.pdf (p.20)
	image00047.pdf (p.21)
	image00048.pdf (p.22)
	image00049.pdf (p.23)
	image00050.pdf (p.24)
	image00051.pdf (p.25)
	image00052.pdf (p.26)
	image00053.pdf (p.27)
	image00054.pdf (p.28)
	image00055.pdf (p.29)
	image00056.pdf (p.30)
	image00057.pdf (p.31)
	image00058.pdf (p.32)
	image00059.pdf (p.33)
	image00060.pdf (p.34)
	image00062.pdf (p.35)
	image00063.pdf (p.36)
	image00064.pdf (p.37)
	image00065.pdf (p.38)
	image00066.pdf (p.39)
	image00067.pdf (p.40)
	image00068.pdf (p.41)
	image00069.pdf (p.42)
	image00070.pdf (p.43)
	image00071.pdf (p.44)
	image00072.pdf (p.45)
	image00073.pdf (p.46)
	image00074.pdf (p.47)
	image00075.pdf (p.48)
	image00076.pdf (p.49)
	image00077.pdf (p.50)
	image00078.pdf (p.51)
	image00079.pdf (p.52)
	image00080.pdf (p.53)
	image00081.pdf (p.54)
	image00082.pdf (p.55)
	image00083.pdf (p.56)
	image00084.pdf (p.57)
	image00085.pdf (p.58)
	image00086.pdf (p.59)
	image00087.pdf (p.60)
	image00088.pdf (p.61)
	image00089.pdf (p.62)
	image00090.pdf (p.63)
	image00091.pdf (p.64)
	image00092.pdf (p.65)
	image00093.pdf (p.66)
	image00094.pdf (p.67)
	image00095.pdf (p.68)
	image00096.pdf (p.69)
	image00097.pdf (p.70)
	image00098.pdf (p.71)
	image00099.pdf (p.72)
	image00100.pdf (p.73)
	image00101.pdf (p.74)
	image00102.pdf (p.75)
	image00103.pdf (p.76)
	image00104.pdf (p.77)
	image00105.pdf (p.78)
	image00106.pdf (p.79)
	image00107.pdf (p.80)
	image00108.pdf (p.81)
	image00109.pdf (p.82)
	image00110.pdf (p.83)
	image00111.pdf (p.84)
	image00112.pdf (p.85)
	image00113.pdf (p.86)
	image00114.pdf (p.87)
	image00115.pdf (p.88)
	image00116.pdf (p.89)
	image00117.pdf (p.90)
	image00118.pdf (p.91)
	image00119.pdf (p.92)
	image00120.pdf (p.93)
	image00121.pdf (p.94)
	image00122.pdf (p.95)
	image00123.pdf (p.96)
	image00124.pdf (p.97)

